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BAB 1
Pendahuluan

Bab ini menjelaskan visi misi SPBE, tujuan dan sasaran SPBE, serta beberapa
penjelasan mengenai penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang

1.1 Visi dan Misi SPBE

Visi dan Misi SPBE Pemerintah Kabupaten Dei Serdang disusun
berdasarkan visi misi Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024 dan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Sehingga Visi SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-
2026 yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang
menyeluruh untuk Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan memberikan
pelayanan publik yang optimal”

Pencapaian visi dijabarkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia SPBE yang berkualitas dan berdaya saing
yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur
ekonomi yang kokoh denngan memanfaatkan teknologi

3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk berbasis elektronik
yang terpadu mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan
bertanggung jawab

4. Membangun infrastruktur untuk membangun fondasi teknologi informasi dan
komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan
memanfaatkan sistem yang terintegrasi.

1.2 Tujuan dan Sasaran SPBE
Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan dan sasaran SPBE Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026 adalah
1. Membangun sumber daya manusia SPBE yang berkualitas dan berdaya
saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur
ekonomi yang kokoh denngan memanfaatkan teknologi
3. Membangun profesionalisme aparatur pemerintah untuk berbasis
elektronik yang terpadu mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih,
berwibawa, dan bertanggung jawab

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




4. Membangun infrastruktur untuk membangun fondasi teknologi informasi
dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal

5. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan
memanfaatkan sistem yang terintegrasi.

1.3 Pengertian Umum
Pengertian umum menjelaskan beberapa pengertian mengenai Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Arsitektur SPBE berdasarkan kebijakan
yang berlaku saat ini

1.3.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan singkatan SPBE diatur
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa
SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
TIK yang dimaksudkan adalah perangkat keras, perangkat lunak, Sumber Daya
Manusia, basis data, jaringan, dan prosedur. Sedangkan Pengguna SPBE yang
dimaksudkan adalah instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, dan
masyarakat.

1.3.2 Pengertian Arsitektur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah dan disusun
dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun. Penerapan SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala
daerah masing-masing. Kepala daerah harus melakukan koordinasi dan melakukan
konsultasi dengan menteri penyelenggara urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara agar Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah selaras dengan Arsitektur SPBE
Nasional. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

1. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

2. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;

3. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau

4. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
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Di dalam Perpres 95/2018, arsitektur SPBE memiliki beberapa komponen yang
harus dipenuhi. Secara ringkas, komponen dari arsitektur SPBE dalam Perpres
tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1

Pemantauan dan Evaluasi SPBE

dan Audit TIK
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Gambar 1.1 Komponen Arsitektur SPBE yang harus dirumuskan

SPBE memiliki beberapa unsur yang terdiri dari: a) Rencana Induk SPBE
Nasional; b) Arsitektur SPBE; c) Peta Rencana SPBE; d) rencana dan anggaran SPBE; e)
Proses Bisnis; f) data dan informasi; g) Infrastruktur SPBE; h) Aplikasi SPBE; i)
Keamanan SPBE; dan j) Layanan SPBE. Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan
untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
Sedangkan Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi
SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara
nasional. Arsitektur SPBE Nasional memuat 2 hal yaitu: a. referensi arsitektur; dan b.
domain arsitektur.

Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.1. Domain arsitektur yang dapat
mendeskripsikan substansi arsitektur terdiri dari:

a. domain arsitektur Proses Bisnis;

b. domain arsitektur data dan informasi;
C. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;

e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Dalam dokumen Arsitektur SPBE, perlu adanya Peta Rencana SPBE yang
dijadikan sebagai reminder pengembangan setiap tahunnya.Peta Rencana SPBE
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Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE
Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE ini
memuat beberpa hal yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE; dan Audit Teknologi Informasi
dan Komunikasi. Selain itu, dalam arsitektur SPBE perlu adanya Rencana dan
anggaran SPBE yang disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran
tahunan pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran
SPBE yang berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana
SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

Keseluruhan komponen ini akan tidak maksimal tanpa adanya pemantauan dan
evaluasi berkala, serta kebijakan atau payung hukum yang mendukung
keberlangsungan dari arsitektur SPBE tersebut. Dalam suatu Pemerintah Daerah,
payung hukum yang dimaksudkan dapat diwujudkan dengan membuat Peraturan
Bupati yang mengatur tentang SPBE.

1.4 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE
Referensi yang digunakan dalam penyusunan Arsitektur SPBE dapat dijelaskan
pada sub bab berikut ini.

1.4.1 Referensi Hukum atau Kebijakan Terkait

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dibuat
dengan mengacu dan memenuhi peraturan - peraturan pemerintah terkait dan terkini,
meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014. Tentang Jaringan Informasi

Geospasial Nasional

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan
dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

11. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah
Di Bidang Komunikasi Dan Informatika.

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Bidang Komunikasi Dan Informatika.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan.

15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007
tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2019-2024

1.4.2 Referensi Arsitektur SPBE

Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau
disingkat SPBE harus memuat 2 hal, yakni referensi arsitektur dan domain
arsitektur. Arsitektur SPBE Nasional merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan
secara nasional. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan
secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas yang diharapkan. Menurut Perpres 95/2018 tentang SPBE, referensi
arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai
acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Meskipun pada perpres 95/2018
tidak secara langsung menyebutkan jika arsitektur pemerintah daerah harus memuat
referensi arsitektur, akan tetapi dikarenakan arsitektur SPBE Pemerintah daerah
mengacu pada arsitektur nasional, maka arsitektur SPBE Pemerintah daerah juga
harus memuat referensi arsitektur. Referensi arsitektur juga diperkuat dengn
indikator 11 pada Permen PAN-RB 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi
SPBE yaitu tingkat kematangan arsitektur SPBE baru akan bisa mencapai tingkat 3
apabila dokumen arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain
arsitekur SPBE. Berikut akan diilustrasikan terkait susunan kerangka kerja SPBE
seperti pada Gambar 1.2
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Gambar 1.2 Kerangka Kerja SPBE

(sumber: Dokumen Referensi Arsitektur SPBE Nasional)

Berdasarkan Gambar 1.2, Unsur-unsur SPBE ini antara lain: a. rencana induk
SPBE nasional; b. arsitektur SPBE; c. peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE
mengenai penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi,
keamanan, dan audit TIK; d. rencana dan anggaran SPBE; e. proses bisnis; f. data dan
informasi; g. infrastruktur SPBE; h. aplikasi SPBE; i. keamanan SPBE; dan j. layanan
SPBE. Pada arsitektur SPBE Nasional yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat
Taksonomi Referensi Arsitektur SPBE, yang terdiri dari:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RB)

RB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah
bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. RB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan
di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat
2 (dua).
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2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RD)

RD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam
penyelenggaraan pemerintahan. RD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh)
data pokok di tingkat 1 (satu) dan 50 (lima puluh) data tematik di tingkat 2
(dua).

3. Referensi Arsitektur Layanan (RL)

RL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh
proses bisnis tertentu. RL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1
(pertama) dan 40 (empat puluh) area layanan di tingkat 2 (kedua).

4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RA)

RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu
dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan
konsolidasi dari aplikasi. RA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan
3 (tiga) area di tingkat 2. RA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur
aplikasi.

5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RI)

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan
fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi,
komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau
penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. RI terdiri dari 3 (tiga) domain
di tingkat 1 dan 8 (delapan) area di tingkat 2. RAI menjadi acuan bagi
penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK

6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RK)

RK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam
mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur,
serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD.
RK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 9 (sembilan) area
keamanan di tingkat 2.

Arsitektur SPBE Nasional terdapat 6 (enam) domain referensi arsitektur
yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar referensi arsitektur
dimulai dari domain proses bisnis, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya
akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan
pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan
layanan, dimana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan diatas
infrastruktur TIK berbagi pakai yang handal dan aman. Keterkaitan antar domain
tersebut, dapat terlihat dalam kerangka kerja SPBE.
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Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa referensi arsitektur yang
saat ini sudah ada, seperti Federal Enterprise Architecture Framework Version 2
(FEAF v2) dan The Australian Government Architecture (AGA). Setelah melakukan
studi literatur pada kedua referensi arsitektur tersebut, referensi yang paling sesuai
yaitu FEAF v2. Oleh karena kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Deli
Serdang, menggunakan Federal Enterprise Architecture Framework Version 2 (FEAF
v.2) sebagai referensi arsitektur. Kerangka ini menjelaskan domain arsitektur yang
selaras dengan domain arsitektur SPBE berdasarkan Perpres 95/2018. Tidak hanya
itu, dalam FEAF v.2 juga sudah disebutkan artefak dan reference model untuk setiap
domainnya.

1.5 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun
2021-2026 disesuaikan dengan Perpres 95/2018, dan mencakup 6 (enam) domain,
yakni:

1) Domain Layanan SPBE,

2) Domain Proses Bisnis,

3) Domain Data dan Informasi,

4) Domain Aplikasi SPBE,

5) Domain Infrastruktur SPBE, dan

6) Domain Keamanan SPBE.
Masing-masing penyusunan domain juga akan memiliki Referensi Arsitektur,

yakni:

a. Referensi Arsitektur SPBE Nasional untuk seluruh Domain arsitektur

b. Referensi arsitektur Layanan SPBE akan menggunakan Perpres 95/2018 dan
Permenpan-RB 59/2020

c. Referensi arsitektur Proses Bisnis akan menggunakan Peraturan Menteri PAN-
RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah,

d. Referensi arsitektur Data dan Informasi akan menggunakan kerangka kerja
Data Management Association (DAMA),

e. Referensi arsitektur Aplikasi akan menggunakan standar 90003:2018 tentang
computer software guideline,

f.  Referensi infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE akan menggunakan standar
ISO 27001-series.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan metode:

a. Studi pustaka (literature review) untuk referensi metodologi, perangkat
pengumpulan data dan pengukuran, serta analisisnya;

b. Survey online dan offline dengan menggunakan aplikasi berbasis web

Observasi bukti pendukung (dokumen, peralatan, dll);

d.  Wawancara.

o
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€.

Focus Group Discussion dan Desk Evaluation untuk konfirmasi temuan dan
rekomendasi akhir.

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang,

dirumuskan berdasarkan pada metodologi ilmiah yang telah terbukti sebagai praktik
terbaik (best practice) di dunia, yakni:

1.
2.

Kerangka kerja (framework) TOGAF 9.1

Warren McFarlan’s Strategic Matrix (1983), khususnya untuk prioritisasi
sistem informasi.

COBIT 5, khususnya untuk melakukan evaluasi kondisi eksisting

ITIL 2011, khususnya untuk analisis struktur dan tupoksi unit TI

1.6 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Dalam melakukan penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2026, terdapat beberapa tahapan yang perlu
dilakukan. Tahapan ini terdiri dari 15 (lima belas) proses untuk menghasilkan
dokumen dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang. Detail
dari masing-masing tahapan, sebagai berikut:

1.

Inisiasi Kegiatan.

Inisiasi kegiatan ini meliputi negosiasi anggaran, analisis kebutuhan, dan
kesepakatan luaran dokumen

Pembuatan Dokumen Administrasi

Dokumen administrasi kegiatan dimulai dari penawaran kegiatan sampai serah
terima pekerjaan

Pembentukan Tim Proyek

Pembentukan tim proyek terdiri dari project owner, project manager, analis
dan surveyor yang terlibat dalam kegiatan.

Pengumpulan Dokumen Eksisting

Dokumen eksisting didapatkan dari laman web Kabupaten Deli Serdang serta
dokumen dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dokumen
dari Diskominfotik dapat berupa RPJMD, renstra, renja, tupoksi, dan regulasi
terkait pada Pemerintahan Deli Serdang.

Sosialisasi Offline Seluruh OPD

Sosialisasi dilakukan pada Hari Rabu, 08 September 2021. Kegiatan ini
mengundang perwakilan dari 21 Dinas, 6 Badan, 3 Kantor, 2 RSUD, Sekretaris
Dewan, 10 bagian pada Sekretaris Daerah, 2 Kecamatan,2 Desa
dan 1 Puskesmas. Proses sosialisasi dilakukan pukul 13.00 - 15.00. Sosialisasi
ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ke masing-masing perwakilan
OPD tentang SPBE dan detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Menekankan
pentingnya SPBE dan dukungan apa yang dapat diberikan oleh masing-masing
OPD untuk kegiatan ini.

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




10.

11.

12.

Penjelasan Aplikasi Survei dengan Seluruh OPD

Kegiatan ini dilakukan pada Hari Kamis, 09 September 2021 secara daring
melalui zoom yang dihadiri oleh seluruh OPD. Sosialisasi ini juga bertujuan
untuk mendemonstrasikan pengisian form survei berbasis web. Selain itu jua
bertujuan untuk memberikan pemahaman ke OPD terkait dokumen apa saja
yang dibutuhkan saat survei nantinya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan
pengenalan terhadap surveyor lapangan untuk berkoordinasi dengan PIC
OPD terkait jadwal visitasi ke OPD.

Pengisian Data Survei Secara Mandiri

Pengisian data secara mandiri dilakukan oleh masing-
masing PIC OPD, bekerjasama dengan seluruh bidang pada setiap OPD.
Pengisian ini dilakukan pada laman web http://survey-deliserdang.pttati.co.id/.
Masing-masing OPD  memiliki username dan password untuk  melakukan
pengisian. Pengisian secara mandiri dilakukan pada tanggal08 - 12
September 2021.

Survei Lapangan dan Verifikasi Data Isian Survei Tiap OPD

Survei lapangan dan Verifikasi data isian survei dilakukan oleh tim survey satu-
per-satu tiap OPD. Proses survei dan verifikasi dilakukan setelah proses
pengisian mandiri yaitu pada tanggal 13 - 17 September 2021. Sebelum
melakukan verifikasi, tim proyek melakukan pengecekan hasil isian, untuk
membuat daftar kekurangan data, data apa yang masih kurang jelas, dan bukti
dokumen apa yang harus di unggah.

Rekapitulasi data Hasil survei

Rekapitulasi data hasil survei ini bertujuan untuk melihat kesenjangan data
yang didapatkan serta data apa saja yang masih belum dikumpulkan. Pada tahap
ini, tim proyek akan menghubungi PIC OPD terkait bilamana ada data yang
dibutuhkan.

Analisis gap dan Penyusunan Dokumen Eksisting SPBE

Analisis gap dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi sekarang dan
kondisi mendatang yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang. Kondisi eksisting disusun berdasarkan data hasil survei dan dianalisis
metadata dari setiap domain.

Verifikasi Data Eksisting dengan Seluruh OPD

Verifikasi data eksisting ini dilakukan via zoom pada Hari Selasa, 9 November
2021 pukul 09.00 - 13.00 melalui zoom dengan perwakilan PIC dari seluruh
OPD. Tujuannya untuk melakukan konfirmasi data eksisting agar valid dan
sesuai dengan kondisi setiap OPD. Analisis gap dilakukan untuk mengetahui
perbedaan kondisi sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini adalah penyusunan Buku 2
hingga Buku 7. Arsitektur yang disusun disesuaikan dengan
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14.

15.

analisis eksisting dan hasil gap yang telah didapatkan. Hasil dari tahapan ini
menghasilkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2021-2026.

Presentasi Akhir

Presentasi akhir dilakukan ketika keseluruhan dokumen Arsitektur dan Peta
Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang telah selesai dianalisis. Presentasi
mendatangkan perwakilan dari seluruh OPD di Kabupaten Deli Serdang.
Revisi Dokumen & Penyerahan Dokumen Akhir

Hasil dari presentasi akhir, tidak menutup kemungkinan untuk adanya revisi
dokumen. Tim proyek akan melakukan pengecekan ulang dokumen
berdasarkan revisi yang telah diberikan. Kemudian, hasil dari revisi akhir
merupakan dokumen akhir Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten
Deli Serdang Tahun 2021-2026.

1.7 Keluaran Kegiatan Arsitektur SPBE

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa dokumen Arsitektur dan

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Deli
Serdang 2021-2026, yang mencakup:

1
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Buku 1 -

Buku 1: Kondisi Eksisting dan Gap Analysis SPBE Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang

Buku 2: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan SPBE, dan Arsitektur
Data dan Informasi

Buku 3: Arsitektur Aplikasi SPBE

Buku 4: Arsitektur Infrastruktur SPBE

Buku 5: Arsitektur Keamanan SPBE

Buku 6: Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE, dan Penyelenggara/SDM
SPBE

Buku 7 : Prioritisasi Paket Kegiatan, Peta Rencana, dan Perkiraan Biaya
Paket Kegiatan SPBE
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BAB 2
Kondisi Yang Ingin Dicapai

Pada tahun 2020, Kemen PAN-RB melakukan evaluasi SPBE berskala nasional
berdasarkan indikator penilaian pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada tahun
tersebut, tidak secara keseluruhan (K/L/D/I) dievaluasi, hanya 130 Instansi dan
Pemerintah Pusat yang dievaluasi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang termasuk
salah satu Pemerintah Daerah yang dievaluasi.

Tujuan dilakukannya evaluasi ini agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk
mencapai tujuannya. Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala untuk mengetahui
sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah. Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan
(maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola
SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi
nilai 1-5 yang nantinya akan menghasilkan nilai Indeks. Nilai ini dihitung secara
agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Detail nilai indeks dan predikat
dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Predikat Indeks SPBE
No \ Nilai Indeks Predikat \
1 42-5 Memuaskan
2 3,5-<472 Sangat Baik
3 2,6 -<3,5 Baik
4 1,8-<2,6 Cukup
5 <1,8 Kurang

(sumber: Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE)

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang
terdiri dari:
a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
b)  Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
c¢) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE
yang dinilai.

Berikut adalah hasil penilaian dari Evaluasi SPBE 2020 Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi yang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini
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2,63
(Baik)

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nama Indeks Nilai
Domain Kebijakan Internal
SPBE 212
— P Kebijakan Internal Tata 214
a Keloln SPBE Kelola SPBE
Kebijakan Internal Layanan 210
Layaran Pk Bebass Elsrerik * aijkan niemel Layanan SPEE SPBE '
2 Domain Tata Kelola SPBE 2,86
] { Kelembagaan 2,00
g Strategi dan Perencanaan 3,00
syanan AdPem Berbesis Elekiranik Kelrrbagaan — —
Tekn?logj Informasi dan 333
Komunikasi
Teinalogh Informasi dan Kemunikasi Strategi dan Perencaraan mrnain Layanan gJBE 2'67
Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis 2,86
Elektronik
Layanan Publik Berbasis
Elektronik 233

Hasil Penilaian SPBE Tahun 2020

Buku ini akan fokus pada domain kebijakan internal SPBE dan tata kelola SPBE.
Dapat dilihat pada Gambar diatas bahwa keseluruhan nilai Indeks SPBE untuk
pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar 2.63 dengan predikat baik. Hal lain
yang dapat dijadikan sebagai highlight dari hasil penilaian tersebut adalah nilai domain
kebijakan internal Kabupaten Deli Serdang sebesar 2.12 yang berarti berpredikat
cukup dan masih diperlukan perbaikan hingga mencapai target penilaian sebesar 2.60.
Sedangkan untuk domain tata kelola mendapat capaian nilai sebesar 2.86 yang berarti
berpredikat baik.

Berdasarkan nilai tersebut, Kabupaten diusulkan untuk mencapai target indeks
SPBE tahun 2022-2026, yaitu

Target Hasil Evaluasi SPBE 2022-2026

2022 | 2023 2024 2025 2026
3,3 3,7 4,1 4,5 4,9

Beberapa goal yang dapat ditingkatkan kedepannya yaitu

» Pelaksanaan reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (indikator 11 dan 12) di
Tahun 2022 agar mendapatkan nilai kematangan 5

» Pelaksanaan inovasi proses bisnis (indikator 14)

» Pelaksanaan kegiatan 8 manajemen SPBE (aspek 5)

» Pelaksanaan Audit TIK 2 tahun sekali (aspek 6)

» Melakukan peningkatan integrasi aplikasi layanan administrasi dan layanan
publik.
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BAB 3
Kondisi EKsisting Proses Bisnis SPBE dan Analisis GAP

Pada Bab 3 menjelaskan kondisi eksisting proses bisnis SPBE dan Analisis GAP
yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bab 3 dimulai dari pengertian
proses bisnis, referensi arsitektur proses bisnis, kondisi eksisting, permasalahan
proses bisnis dan analisis gap

3.1 Pengertian Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan
pemerintah daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan
keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun tujuan
penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah :

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;

b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal
mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan
tujuan; dan

c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan
secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi,
misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan
keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya
manusia, serta penilaian kinerja.

3.2 Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Berdasarkan Rancangan Lampiran Peraturan Presiden Tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Referensi Arsitektur Proses Bisnis
merupakan Kklasifikasi jenis fungsi bisnis yang dilaksanakan oleh pemerintah
Indonesia. Referensi Arsitektur Proses Bisnis mengelompokan fungsi bisnis dari setiap
kementerian dan lembaga untuk menggambarkan potensi kolaborasi antar IPPD serta
pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan
fungsi-fungsi yang diemban. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis terdiri atas 2
(dua) tingkat, yaitu:

1) Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam
sektor pemerintahan sebagai RB tingkat 1 (pertama); dan
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2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh
Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan
ke dalam urusan pemerintahan sebagai RB tingkat 2 (kedua).

Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE terdiri dari 9 (sembilan) sektor
pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di
tingkat 2 (dua). IPPD, dalam menyusun RB masing-masing mengacu pada Referensi
Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di
bawahnya sebagaimana pada Gambar 3.1

Referensi Arsitektur Proses Bisnis

SPBE Nasional
Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan)
{ Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan)
[ Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan)
SPBE Instansi Pusat ) ‘
i Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)
SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 3.1 Gambar Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

3.3 Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kabupaten Deli Serdang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kondisi Eksisting Proses Bisnis Kabupaten
Deli Serdang meliputi Daftar Urusan, Ketersediaan Peta Proses Bisnis dan
Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan hasil survei
yang talah dilakukan pada setiap OPD pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

3.3.1 Daftar Urusan

Berdasarkan kelompok urusannya Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang
terdapat 41 jenis urusan. 6 kelompok urusan Wajib Pelayanan Dasar. 18
kelompok urusan Wajib Pelayanan Bukan Dasar. 9 kelompok urusan Pilihan dan
8 kelompok Urusan Fungsi Penunjang. Mengacu pada referensi arsitektur SPBE
Nasional yang terdapat pada Lampiran Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, jenis urusan yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang ada dipetakan sesuai dengan kode
referensi proses bisnis, untuk lebih detailnya terdapat pada Tabel 3.1
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Kelompok Urusan

Tabel 3.1 Pemetaan jenis urusan OPD

Nama Urusan

Kode
Referensi
Proses
Bisnis

Referensi
Arsitektur

Wajib Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan | RB 06.01 | Pendidikan
Dasar Dinas Kesehatan RB 04.01 | Kesehatan
RSUD Deli RB 04.01 | Kesehatan
Serdang
Kesehatan RSUD Pancur
ancu RB 04.01 | Kesehatan
Batu
Puskesmas RB 04.01 | Kesehatan
Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Umum dan Umum dan RB 03.01 | Pekerjaan Umum
Penataan Ruang | Penataan Ruang
Perumahan Dinas Perumahan
Rakyat dan dan KaV\_/asan RB 03.04 | Perumahan
Kawasan Permukiman;
Permukiman Kecamatan
Sekretariat
Daerah -
Pemberdayaan
Masyarakat Dan RB 05.02 | Keamanan
Trantibum
Ketentraman, Li
, inmas
Ketertiban Satuan Polisi
Umum, dan . RB 05.02 | Keamanan
. Pamong Praja
Perlindungan
Masyarakat Badan
Penanggulangan RB 04.02 | Sosial
Bencana Daerah
Dinas Pemadam
Kebakaran dan RB 05.02 | Keamanan
Penyelamatan
Sosial Dinas Sosial RB 04.02 | Sosial
Wajib Bukan . Dinas .
Pelayanan Dasar Tenaga Kerja Ketenagakerjaan RB 06.02 | Ketenagakerjaan
Dinas
Pengendalian
Pemberdayaan | Penduduk, KB
Perempuan dan | dan Pemberdayaan
: RB 04.03
Perlindungan Pemberdayaan Perempuan
Anak Perempuan,
Perlindungan
Anak
Sekretariat Usaha Kecil dan
Daerah - RB 02.10 Menengah
Pangan Perekonomian
dan SDA RB 07.04 | Kelautan
RB 02.03 | Pertanian
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Kode

Kelompok Urusan Nama Urusan Nama OPD LIRS Ref(.arens1
Proses Arsitektur
Bisnis
Di Ketah RB 02.04 | Perkebunan
P:rl:;in etahanan RB 02.05 | Peternakan
RB 02.06 | Peternakan
Sekretariat
Daerah -
Pemerintahan RB 03.06 | Pertanahan
dan Otonomi
Pertanahan
Daerah
Dinas Perumahan
dan Kawasan RB 03.06 | Pertanahan
Permukiman
Sekretariat
Daerah - Lingkungan
Perekonomian RB 07.05 Hidup
dan SDA
Dinas Perumahan
dan Kawasan RB 03.06 | Pertanahan
Permukiman
Lingkungan Kecamatan RB 09.01 | Dalam Negeri
Hidup Dinas Pekerjaan Linekunean
Umum Dan RB07.05 | di ) &
Penataan Ruang
Dinas Perumahan Lingkungan
Dan Kawasan RB 07.05 .
. Hidup
Permukiman
Dinas Lingkungan Lingkungan
Hidup RB 07.05 Hidup
Sekretariat
Daerah -
Pemberdayaan .
Administrasi Masyarakat. Dan RB 04.02 | Sosial
Kependudukan | Trantibum
dan Pencatatan | Linmas
Sipil Dinas
Kependudukan RB 03.07 | Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Kecamatan RB 03.07 | Kependudukan
Kelurahan RB 09.01 | Dalam Negeri
Pemberdayaan | Dinas
Masyarakat dan | Pemberdayaan Pembangunan
y y Kawasan Atau
Desa Masyarakat dan RB 03.05
Daerah
Desa; Kecamatan, Tertinggal
Desa
Pengendalian Dinas RB 04.01 | Kesehatan
Penduduk dan | Pengendalian Pemberdavaan
Keluarga Penduduk, KB RB 04.03 Y
Perempuan
Berencana dan
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Kode
Referensi Referensi
Proses Arsitektur
Bisnis

Kelompok Urusan Nama Urusan Nama OPD

Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak
Perhubungan E;r;flibungan RB 03.03 | Transportasi
Dinas RB 06.04 | Teknologi
Komunikasi dan RB 09.03 | Informasi
Informatika RB 09.04 | Komunikasi
Dinas RB 02.01 | Industri

Koperasi, Usaha Perindustrian RB 02.02 | Perdagangan

Kecil, dan dan Perdagangan .
. . RB 02.09 | Koperasi
Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
dan UKM RB02.10 | oananectda
Menengah

Komunikasi dan
Informatika

Sekretariat
Daerah -
Perekonomian
dan SDA

Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu

Satu Pintu
Sekretariat
Daerah - Bagian
Pengadaan
Barang Dan Jasa
Badan
Pendapatan RB 09.02 | Keuangan
Daerah
Dinas RB 06.06 | Olahraga
Kepemudaan,
Olahraga,
Kebudayaan dan
Pariwisata
Statistik Dinas RB 09.03 | Informasi
Persandian Komunlk'a siDan RB 05.02 | Keamanan
Informatika
Dinas
Kepemudaan,
Kebudayaan Olahraga, RB 08.02 | Kebudayaan
Kebudayaan dan
Pariwisata
Perpustakaan Dinas RB 06.01 | Pendidikan

E\erpustakaan dan RB 09.06 | Aparatur Negara
rsip

RB 02.08 | Investasi

RB 02.08 | Investasi
Penanaman
Modal

RB 02.08 | Investasi

Kepemudaan

dan Olah Raga RB 06.05 | Pemuda

Kearsipan

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




Kelompok Urusan

Nama Urusan

Nama OPD

Kode

Referensi

Proses
Bisnis

Referensi
Arsitektur

Urusan Pilihan Kelgutan dan Dinas Perikanan RB 02.06 | Perikanan
Perikanan
Dinas
Kepemudaan,
Pariwisata Olahraga, RB 02.11 | Pariwisata
Kebudayaan dan
Pariwisata
Pertanian Dinas Pertanian RB 02.03 | Pertanian
Kehutanan Sekretariat RB 07.03 | Kehutanan
Energi dan Daerah - Bagian
Sumber Daya Perekonomian RB 07.02 | Energi
Mineral dan SDA
Sekretariat
Daerah -
Perdagangan Perekonomian RB 02.02 | Perdagangan
dan SDA
Perdagangan Dinas RB 02.02 | Perdagangan
Perindustrian Perindustrian RB 02.01 | Industri
Transmigrasi dan Perdagangan | RB 03.02 | Transmigrasi
Fungsi Penunjang | Pembinaan dan Inspektorat RB 09.07 Kesekretariatan
Pengawasan Negara
Sekretariat
Daerah - Perencanaan
Pemerintahan RB 09.05 | Pembangunan
dan Otonomi Nasional
Daerah
Badan
Perencanaan Perencanaan
RB 09.05 | Pembangunan
Pembangunan .
Nasional
Perencanaan Daerah
Sekretariat
Daerah - Perencanaan
: RB 09.05 | Pembangunan
Perekonomian Nasional
dan SDA
Sekretariat
Daerah - Bagian
Administrasi
Pembangunan
Badan
Penelitian dan Perencanaan RB 06.03 IImu
Pengembangan | Pembangunan ' Pengetahuan
Daerah
Badan
Keuangan Pengelolaan RB 09.02 | Keuangan
Keuangan dan
Aset
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Kode

Kelompok Urusan Nama Urusan Nama OPD S e Refgrensn
Proses  Arsitektur
Bisnis
Bagian
Perencanaandan | RB09.02 | Keuangan
Keuangan
Sekretariat
Daerah - Bagian
Administrasi RB 09.02 | Keuangan
Pembangunan
Kepegawaian Badan RB 09.06 | Aparatur Negara
serta Kepegawaian
Pendidikan dan | . P¢8 RB 06.01 | Pendidikan
. Daerah
Pelatihan
Sekretariat .
Daerah - Tata RB 09.07 ﬁ(észlgetarlatan
Usaha Pimpinan &
Sekretariat
Daerah -
Pemerintahan RB 09.06 | Aparatur Negara
dan Otonomi
Daerah
Sekretariat
Daerah - Hukum RB 05.01 | Hukum
Pendukung Sekretariat
KDH dan WKDH Daera}'l - RB 09.06 | Aparatur Negara
Organisasi
Sekretariat .
Daerah - Umum RB 09.01 | Dalam Negeri
Sekretariat
Daerah -
Pengadaan RB 09.06 | Aparatur Negara
Barang dan Jasa
Sekretariat
Daerah - Bagian RB 09.07 Kesekretariatan
Tata Negara
Pemerintahan
Sekretariat
Pendukung Daerah - Hukum RB 05.01 | Hukum
DPRD Sekretariat DPRD | RB 09,07 | Kesekretariatan
Negara
Satuan POllS.l RB 05.03 Hak As_a51
Pamong Praja Manusia
Sekretariat Kesekretariatan
Urusan Daerah - PMTL RB 09.07 Negara
Kesatuan Kecamatan RB 09.01 | Dalam Negeri
Bangsa dan Sekretariat
Politik Daerah - RB 04.02 | Sosial
Kesejahteraan
Rakyat
Kesbangpol RB 09.01 | Dalam Negeri
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3.3.2 Ketersediaan Peta Proses Bisnis

Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap
instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi
pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Ruang
lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan
instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai
dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 tahun 2018, penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi,
dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk
mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian
dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan
rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta
proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses
bisnis. Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya
dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level
ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi

pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan

proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan
langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.
b. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini

digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0.

Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi

dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

c. Level Selanjutnya (Level n)
Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level
1.

Berdasarkan data yang diperoleh, 47 (empat puluh tujuh) OPD pada
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum memiliki peta proses bisnis.

3.3.3 Ketersediaan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu alur/cara kerja yang sudah
ter-standarisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat menjadi suatu pedoman
atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan, Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Setiap
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layanan harusnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan alur
pemberian layanan kepada penerima layanan. Pada pemerintah Kabupaten Deli
Serdang tidak semua OPD memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan
hasil survei diperoleh jumlah layanan pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang
sebanyak 312 layanan. Dari 312 Layanan, 268 (86%) layanan sudah didukung SOP
sedangkan 44 (14%) layanan belum didukung SOP. Gambar 3.2 menggambarkan
ketersediaannya Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang.

KETERSEDIAAN SOP PADA LAYANAN

B Sudah didukung SOP  ® Belum didukung

Gambar 3.2 Ketersediaan SOP pada Layanan

Berdasarkan Gambar 3.2, ketersediaan SOP Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang terdapat 86% layanan telah memiliki SOP dan 14% layanan belum memiliki
SOP. Contoh SOP tersebut adalah SOP Layanan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.4 Metadata Proses Bisnis SPBE

Metadata Proses Bisnis SPBE berisi informasi mengenai urusan pemerintahan
yang diselenggarakan. Entitas Metadata Arsitektur proses bisnis dapat mewakili
Referensi Proses Bisnis. Metadata proses bisnis terdiri dari 5 (lima) atribut yang terdiri
dari ID, nama bisnis/urusan, uraian bisnis/urusan, kode model referensi, ID metadata
terkait. Detail dari metadata Proses Bisnis SPBE yang telah dianalisis dapat dilihat pada

Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis SPBE
3.5 Permasalahan Proses Bisnis

Permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah dari 47
OPD pada Pemerintahan Deli Serdang belum ada yang memiliki Peta Rencana
Proses Bisnis. Hampir semua OPD masih belum melakukan pemetaan proses
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bisnisnya. Terkait dengan SOP, juga masih banyak layanan, yaitu 40 layanan yang
masih belum memiliki SOP.

3.6 Analisis GAP

Setelah melakukan analisis dari kondisi eksisting di Kabupaten Deli Serdang,
maka dari kondisi tersebut akan di bandingkan dengan kondisi ideal proses
bisnis. Hasilnya akan didapatkan gap analisis antara kondisi eksisting dan ideal dari
proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Lebih jelasnya dapat dilihat
pada Tabel 3.2.

Parameter

Daftar Urusan

Tabel 3.2 Analisa Gap Ketersediaan Proses Bisnis SPBE

Kondisi Eksisting

Terdapat 8 sektor
urusan
pemerintahan pada
tingkat pertama

Terdapat 42 sektor
urusan
pemerintahan pada

Kondisi Ideal

Urusan pada seluruh OPD
mengacu pada Lampiran
Arsitektur SPBE Nasional
pada Perpres 95 tahun
2018 tentang SPBE. Urusan
pada proses bisnis terdiri
dari 9 kelompok, 46 urusan

e Saat

GAP

ini  urusan
pemerintahan pada
tingkat pertama
belum terpenuhi.
Terdapat 2 sektor
urusan yang belum
ada pada Pemerintah

: proses bisnis. Kabupaten Deli
tingkat kedua Serdang. Urusan
tersebut adalah
Pertahanan dan
Urusan Luar Negeri.
e Urusan
pemerintahan pada
tingkat ketujuh
belum terpenuhi.
Terdapat 1 sektor
urusan yang belum
ada pada Pemerintah
Kabupaten Deli
Serdang. Urusan
tersebut adalah
Pertambangan.
Ketersediaan | Belum ada  OPD |Peta proses bisnis disusun | Terdapat 47 OPD yang
Peta Proses | yang telah memiliki |berdasarkan Perpres belum memiliki Peta
Bisnis Peta Proses Bisnis | Nomor 19 Tahun 2018 Proses Bisnis
Dalam Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi
Pemerintah
Ketersediaan | Terdapat 86% |Pedoman ini adalah untuk | Terdapat kesenjangan
Dokumen layanan memiliki | memberikan panduan bagi | sebesar 14% Layanan
Standar SOP seluruh instansi | yang belum memiliki
Operasional pemerintah  pusat dan | SOP
Prosedur daerah dalam
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal

mengidentifikasi,
menyusun,
mendokumentasikan,
mengembangkan,
memonitor serta
mengevaluasi SOP AP
sesuai dengan tugas dan
fungsi aparatur
pemerintah. Mulai dari
Setiap instansi pemerintah
sampai dengan unit yang
terkecil memiliki SOP AP-
nya masing-masing
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BAB 4
Kondisi EKksisting Data dan Informasi dan Analisis GAP

Pada Bab 4 menjelaskan kondisi eksisting data dan informasi dan analisis gap
yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Bab 4 dimulai dari Pengertian Data
dan Informasi, Referensi Arsitektur Data dan Informasi, Kondisi Eksisting,
Permasalahan Data dan Informasi dan Analisis Gap Data dan Informasi.

4.1 Pengertian Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 26 Ayat 1, Data dan informasi
mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau
pihak lain. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Satu Data Indonesia, data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi
berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau
bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide,
objek, kondisi, atau situasi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat
dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pengendalian pembangunan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan
Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian
pembangunan;

b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar
Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta
perencanaan dan perLrmusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada
Data; dan

d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang No. 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapatdilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun non elektronik.
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4.2 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Berdasarkan Rancangan Lampiran Peraturan Presiden Tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Referensi Arsitektur Data dan
Informasi acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Adanya keselarasan dengan Referensi Arsitektur
Data dan Informasi Referensi Arsitektur Proses Bisnis memberikan kemudahan
dalam menentukan metode berbagi pakai data (Data Share) dengan menggunakan
standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh,
menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud
layanan pemerintah yang terintegrasi. Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan
data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang
diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data
Indonesia (SDI) dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Struktur Referensi Arsitektur
Data SPBE Nasional dan Informasi terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan
dan data pendukung umum sebagai Arsitektur Data dan Informasi tingkat 1
(pertama)

2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh
Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU,
dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data
pendukung umum sebagai Arsitektur Data dan Informasi pada tingkat 2.

Referensi Arsitektur Data dan Informasi

) SPBE Nasional
‘ Tingkat 1 (Data Pokok)

[ Tingkat 2 (Data Tematik)

{ Tingkat 3 (Data Topik)

SPBE Instansi Pusat |

) Tingkat 4 (Data Sub Topik)
SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 4.1 Pengelompokan Arsitektur Data dan Informasi

Gambar 4.1 menjelaskan pengelompokan Arsitektur Data dan Informasi.
Berdasarkan Taksonominya Arsitektur Data dan Informasi terdiri dari sepuluh data
pada Data Pokok tingkat pertama dan lima puluh data pada Data Tematik tingkat
kedua.

4.3 Kondisi Eksisting Data dan Informasi
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah data yang dimiliki seluruh OPD pada
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah 397 data.
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4.3.1 Bentuk Data yang dimiliki

Berdasarkan hasil survei, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki 397
data dari 47 OPD. Bentuk data yang dimiliki OPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
yaitu online dan offline. Gambar 4.2 menunjukkan bentuk data yang tersedia pada
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

PERSENTASE BENTUK DATA

M Online

H Offline

Gambar 4.2 Persentase Bentuk Data

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat diketahui bahwa bentuk data online
sebanyak 161 (41%) dan bentuk data offline sebanyak 236 (59%). Jumlah bentuk
data offline lebih besar karena sebagian besar OPD masih menyimpan data dengan
manual pada komputer personal dengan aplikasi Ms.Office.

4.3.2 Tempat Penyimpanan Data

Berdasarkan hasil survey, tempat penyimpanan data yang digunakan
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah, internal OPD, server Dinas Komunikasi
dan Informatika, server pihak ketiga dan server OPD. 236 (60%) data disimpan pada
internal OPD secara offline, 8 (2%) data disimpan pada server Dinas Komunikasi
dan Informatika, 124 (31%) data disimpan pada server pihak ketiga dan 28 (7%)
data disimpan pada server OPD, 1 (0,25%) data disimpan di server pusat. Gambar
4.3 menunjukkan pembagian penyimpanan data pada Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang.
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TEMPAT PENYIMPANAN DATA

H Internal OPD

M Server Kominfo

M Server Pihak Ketiga
M Server OPD

M Server pusat

Gambar 4.3 Persentase Tempat penyimpanan data OPD

Berdasarkan Gambar 4.3 mayoritas penyimpanan data di masing-masing
OPD masih secara manual. Kondisi ini akan memberikan keterbatasan dalam
melakukan integrasi data satu dengan data lainnya. Dari kondisi ini akan dianalisis
untuk memberikan usulan tempat penyimpanan data yang aman dan mudah untuk
diintegrasikan.

4.3.3 Aplikasi database yang digunakan

Aplikasi Database adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan
komputer untuk melakukan penyimpanan data secara terorganisir yang umumnya
disimpan dan diakses dari suatu sistem komputer. Berdasarkan hasil survei, aplikasi
database yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang antara lain yaitu
Ms.Word, Ms.Excel, Ms. Access, Ms. SQL Server, MySQL, Postgre dan Oracle.
Gambar 4.4 menunjukkan Aplikasi database yang digunakan pada Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang.

APLIKASI DATABASE

B Ms. Access

H MysSQL

M Ms. SQL Server
W Ms. Excel

M Postre

M Oracle

B Ms. Word

Gambar 4.4 Aplikasi Database yang digunakan
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Berdasarkan Gambar 4.4. Secara keseluruhan penyimpanan data yang
menggunakan aplikasi database maupun bukan aplikasi database pada Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang adalah 11 (2,5%) disimpan menggunakan Ms.Word, 228
(57%) disimpan menggunakan Ms.Excel, 1 (0,25%) data disimpan menggunakan
Ms. Access, 1 (0,25%) data disimpan menggunakan Ms. SQL Server, 145 (37%)
data disimpan menggunakan MySQL, 8 (2%) data disimpan menggunakan Postgre
dan 3 (1%) disimpan menggunakan Oracle.

4.3.4 Jenis Akses Data

Jenis Akses Data merupakan penggunaan data dari setiap OPD. Berdasarkan
hasil survei, terdapat tiga jenis akses data pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
yaitu, publik, internal, dan berbagi pakai OPD. Gambar 4.5 menjelaskan jenis akses
data pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

JENIS AKSES DATA

B Publik ®Internal M Berbagipakai OPD

Gambar 4.5 Persentase Jenis Akses Data

Berdasarkan Gambar 4.5, dari 397 data di Kabupaten Deli Serdang terdapat 28
(7%) data dengan jenis akses data publik, 235 (59%) data dengan jenis akses data
internal, dan 134 (34%) data dengan jenis akses data berbagi pakai OPD.

4.3.5 Integrasi Data dan Informasi eksisting

Berdasarkan hasil survei, berikut ini adalah integrasi ada dan informasi yang
ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari data yang ada terdapat integrasi
data antar OPD dengan aplikasi tertentu. Contohnya pada Inspektorat Daerah terdapat
integrasi data dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait data kepegawaian melalui
aplikasi SIASN. Tabel 4.1 merupakan penjelasan ketersediaan integrasi data dan
informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
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Tabel 4.1 Ketersediaan Integrasi data dan informasi

Kode Nama Nama Data Aplikasi OPD yang
Nama OPD o yang . . . .
(0)J)) Aplikasi . . Terintegrasi terintegrasi
terintegrasi
Badan
11 | Inspektorat My sapk | D3t SIASN Kepegawaian
Daerah kepegawaian
Daerah
Badan Badan
16 | Pendapatan EPADI Tidak ada PBB Pendapatan
Daerah Daerah
Badan Badan Badan
16 | Pendapatan BPI_.ITB Tidak ada Pertanahan Pendapatan
Online Daerah, Bank
Daerah . Daerah
Mandiri
Badan Badan
16 | Pendapatan SISMIOP Tidak ada Bank Sumut Pendapatan
NG
Daerah Daerah
Badan Ekinerja, Badan
17 | Kepegawaian SIMPEG NIP absensi, dan | Kepegawaian
Daerah Mutasi, Daerah
Badan Badan
17 | Kepegawaian Ekinerja NIP Simpeg, Mutasi Kepegawaian
Daerah Daerah
Badan :i-rl:rrllaeréal mutasi Badan
17 | Kepegawaian Web BKD | Berita Mbeg, Kepegawaian
Daerah online dan Daerah
statistik PNS
. Dinas
Dinas Aplikasi Pemberdayaa
29 Pemberdayaan plI*)ofil Profil desa dan | Profil desa dan I Masyaerat
Masyarakat Dan DPMD BUMDES BUMDES Dan Desa
Desa
(kemendes)
. | Pendataan
Dinas Insligt g?rfzsase dari jumlah buku | Dinas
37 | Perpustakaan Perpustak yang Perpustakaan
. Perpustakaan o .
Dan Arsip aan . keluar/dipinjam | Dan Arsip
dan Arsip .
di perpustakaan
BPJS Kesehatan,
Dinas BPJS . Dinas
Ketenagakerjaan
Penanaman L Penanaman
Modal Dan Nomor - pokok |, Sismiop Modal Dan
38 | Pelavanan SERIDELI | wajib  pajak, | (Aplikasi PBB Pelavanan
W ONLINE nomor objek | milik Bapenda), W
Perizinan . . Perizinan
pajak DJP Online, BSrE
Terpadu  Satu Terpadu Satu
) (Penerapan )
Pintu Pintu
tanda tangan
elektronik)
Rumah Sakit Rumah Sakit
41 | Umum Daerah | SIMRS NIK, No RM Aplicare Umum Daerah
Deli Serdang Deli Serdang
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4.4 Metadata Data dan Informasi

Metadata merupakan ringkasan detail mendasar tentang suatu data yang
mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu
informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata Data
dan Informasi adalah sebuah data yang menjelaskan suatu kegiatan urusan
pemerintahan pada setiap OPD. Berdasarkan Rancangan Lampiran Peraturan Presiden
Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat acuan dalam
mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintah. Urusan
tersebut di bagi menjadi dua jenis data yaitu Data Pokok dan Data Tematik. Data Pokok
merupakan data yang dikelompokkan ke dalam sektor pemerintahan dan data
pendukung umum. Data Tematik merupakan data yang menjelaskan urusan
pemerintahan di emban oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengelompokan ini
memberikan data yang lebih akurat berkualitas dalam menghasilkan layanan
pemerintahan dan menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia yaitu
Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019. Atribut yang akan diidentifikasi pada
metadata ini adalah nama data, uraian data, tujuan data, kode model referensi data,
kode OPD, penanggungjawab OPD, bidang OPD, bentuk data (online/offline), tempat
penyimpanan data, aplikasi database atau penyimpanan data yang dipakai, akses data,
dan ID meta data terkait. Daftar metadata eksisting Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang dapat dilihat pada Lampiran 4.1 Metadata Data dan Informasi
4.5 Permasalahan Data dan Informasi

Berdasarkan hasil survei pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang,

permasalahan Data dan Informasi yang dialami oleh beberapa OPD antara lain yaitu:

1) Data hilang

2) Data belum terpusat

3) Data belum teratur

4) Data tiak terbackup dengan otomatis

5) Data tidak update

6) Kerusakan data

7) Databerulang

8) Manajemen data belum baik

9) Data masih disimpan secara manual

10) Redundant data

11) Server hang
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4.6 Analisis Gap

Analisis Gap atau kesenjangan adalah membandingkan kondisi data dan
informasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan kondisi ideal
sesuai dengan regulasi yang berlaku. Analisis gap atau kesenjangan data dan informasi
dijelaskan sesuai dengan parameter dan referensi nasional berdasarkan kondisi
eksisting dan kondisi ideal sehingga diketahui tingkat kesenjangan atau Gap untuk
menjadi usulan agar data dan informasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi
lebih baik. Tabel 4.2 menunjukkan Analisis Gap data dan Informasi Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang

Tabel 4.2 Analisis gap data dan informas

Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal
Bentuk data yang | Terdapat 41% bentuk | Bentuk data Online | Terdapat
dimiliki data online pada | dibutuhkan untuk | kesenjangan  59%
Pemerintah mendukung program | bentuk data Offline
Kabupaten Deli | pemerintahan satu | karena  beberapa
Serdang data OPD  penanggung
jawab data masih
menggunakan
penyimpanan
manual
Tempat 2% tempat | Tempat penyimpanan | Saat ini  masih
Penyimpanan penyimpanan data | data dan informasi | terdapat 2% data
data berapa pada Dinas | disimpan pada server | yang telah disimpan
Komunikasi dan | pemerintah daerah | pada server Dinas
Informatika yang dikelola oleh | Komunikasi dan
Dinas Komunikasi dan | Informatika
7% disimpan pada | pformatika, sehingga | sehingga masih
server OPD penyimpanan data dan | terdapat
60% disimpan pada informasi terpusat | kesenjangan  atau
internal OPD pada 1 (satu) server | Gap sebesar 98%
pusat dan keamanan | data yang masih
31% disimpan pada | penggunaannya lebih | belum disimpan
pihak ketiga terkontrol. pada Dinas
o ) Komunikasi dan
0,25% disimpan di Informatika secara
server pusat terpusat
Aplikasi Database | 11 (2,5%) disimpan | Aplikasi Database yang | Saat ini Aplikasi
menggunakan digunakan dapat | Database yang
Ms.Word, mendukung digunakan  untuk
0 . penggunaan Sistem | menyimpan data
228 (57%) disimpan Penghubung Layanan | pada  Pemerintah
menggunakan sehingga dapat berbagi | Kabupaten Deli
Ms.Excel, data yang dibutuhkan | Serdang masih 40%
1 (025%) data sehingga ~ masih
disimpan terdapat
kesenjangan  atau
Gap sebesar 60%.
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‘ Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
menggunakan Ms. dari 60% data yang
Access, disimpan, terdapat

2,5% disimpan
1 (0,25%) data menggunakan Ms.
disimpan Word, 57%
menggunakan Ms. SQL disimpan
Server, menggunakan Ms.
145 (37%) data Excel, dan 0,25%
disimpan disimpan
menggunakan MySQL, menggunakan  Ms.
Sql Server.
8 (2%) data disimpan
menggunakan Postgre
3 (1%) disimpan
menggunakan Oracle.
Jenis akses data 7% data dengan jenis | Jenis akses data dapat | Saat ini  masih
akses data Publik digunakan sesuai | terdapat data yang
| kebutuhannya, jika | masih diakses
59% dengan jenis | qata  milik  OPD | secara individu
akses data internal tertentu  dibutuhkan | sehingga  apabila
34% dengan jenis oleh. OPD lain atau | OPD lain atau publik
akses data berbagi Publik maka | membutuhkan data
pakai OPD sgharusnya dapa’F maka. harus
diekses atau berbagi | meminta secara
data dengan pihak lain. | manual kepada
pemilik data
tersebut.
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BAB 5
Kondisi EKsisting Layanan SPBE dan Analisis GAP

Layanan merupakan suatu cara atau kegiatan memberikan jasa atau barang
kepada orang lain. Dalam hal ini penanggung jawab layanan adalah instansi
Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan kepada publik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5.1 Pengertian Layanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini bertujuan
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan
manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan
untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis
elektronik.

Layanan SPBE merupakan suatu layanan umum pemerintahan kepada publik
yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya.
Layanan SPBE dalam sistem pemerintahan saat ini mendorong Pemerintah Daerah
untuk melakukan perubahan terhadap layanan yang dimiliki. Sehingga dapat
meningkatkan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan
layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan.
Peningkatan kualitas Layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal
layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan
penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat
sasaran.

Adapun Inisiatif Strategi dari Kegiatan Layanan SPBE adalah sebagai berikut:
1) Survei Penggunaan SPBE;
2) Portal Pelayanan Publik yang terintegrasi;
3) Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi; dan
4) Penyelenggaraan Manajemen Layanan.

5.2 Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Berdasarkan penjabaran yang terdapat pada Lampiran Perpres Nomor 95
Tahun 2018 tentang Arsitektur SPBE Nasional, Referensi Arsitektur Layanan (RL)
adalah sistem pengklasifikasian layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis
tertentu. RL merupakan hasil dari identifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan
fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan pemerintahan, hal ini bertujuan untuk
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menghindari terjadinya duplikasi dan dapat memberikan layanan pemerintahan
secara komprehensif.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan
disajikan kepada pengguna yang mewakili karakteristik layanan tertentu, serta
diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan
perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu Referensi Arsitektur
Layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam Referensi
Arsitektur Data dan Informasi hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah
masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja
(eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (Government to
Citizen/G2C dan Government to Business/G2B) dan bila penerima manfaat tersebut
adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka
diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (Government to
Government/ G2G, Government to Employee/G2E).

Referensi Arsitektur Layanan

i . SPBE Nasional
Tingkat 1 (Domain Layanan)

l Tingkat 2 (Area Layanan)

‘ Tingkat 3 (Kategon Layanan)

Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan)

SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 5.1 Struktur Referensi Aristektur Layanan

Berikut ini merupakan penjelasan dari Struktur Referensi Arsitektur Layanan
dari Error! Reference source not found. dan Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan.

1) Struktur Referensi Arsitektur Layanan

Struktur dari Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional terdiri atas dua
tingkat, yaitu:

a. Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam
domain layanan pemerintahan sebagai Referensi Arsitektur Layanan
tingkat 1 (pertama).

b. Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan
target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai Referensi
Arsitektur Layanan tingkat 2 (kedua).
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2) Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan

Referensi Arsitektur Layanan terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1
(pertama) dan 40 (empat puluh) area layanan di tingkat 2 (kedua). IPPD, dalam
menyusun Referensi Arsitektur Layanan masing-masing mengacu pada
Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional, serta melengkapi Referensi
Arsitektur Layanan pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Error! R
eference source not found.. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam
Referensi Arsitektur Layanan, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE.

5.3 Kondisi Eksisting Layanan SPBE

Dalam proses peningkatan pelayanan yang ada pada suatu pemerintahan hal
pertama yang dapat dilakukan adalah proses identifikasi layanan yang dimilik suatu
pemerintah daerah. Untuk mengetahui kondisi eksisting suatu layanan dapat
dilakukan dengan cara identifikasi berdasarkan kategorinya. Layanan tersebut
dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama identifikasi layanan Administrasi dan
identifikasi layanan Publik. Kabupaten deli serdang memiliki 310 layanan SPBE,
dengan rincian sebanyak 194 layanan publik dan 106 layanan administrasi
pemerintah. Berikut ini merupakan hasil identifikasi hasil survey layanan yang ada
pada pemerintah daerah Deli Serdang.

5.3.1 Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

Layanan Administrasi Berbasis Elektronik berdasarkan pada Perpres 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
merupakan layanan internal pemerintahan mendukung tata laksana internal birokrasi
dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Permenpan 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, layanan
administrasi terletak pada aspek 7 indikator 32-41. Tabel 5.1 merupakan nama
indikator domain layanan administrasi SPBE

Tabel 5.1 Indikator domain Layanan Administrasi SPBE

Aspek/Indikator Nama Indikator Domain Layanan Administrasi SPBE

Indikator 32 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Indikator 33 Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran

Indikator 34 Tingkat Kematangan Layanan Keuangan

Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa
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Aspek/Indikator Nama Indikator Domain Layanan Administrasi SPBE

Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

Indikator 37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis

Indikator 38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Indikator 39 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal
Pemerintah

Indikator 40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja
Organisasi

Indikator 41 Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Berdasarkan Tabel 5.1, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
terbagi menjadi 10 jenis layanan, yaitu layanan yang mendukung kegiatan di bidang
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian,
kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan
layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Layanan
administrasi diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Namun,
jika layanan administrasi yang diberikan belum didukung oleh aplikasi umum, maka
Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
khusus. Hasil identifikasi 10 Layanan Administrasi Berbasis Elektornik dapat dilihat
pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Daftar jenis Layanan Administrasi

Jenis

Layanan

Kode
Referensi
Layanan

Nama
Layanan
Eksisting

Nama
Aplikasi
Eksisting

OPD Pemilik
Layanan

Perencanaan

RL 02.01
Dalam Negeri

Layanan
Perencanaan

SIPD

Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah

E-Cascading

Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Penganggaran

RL 02.02
Keuangan

Layanan
Penganggaran

SIPD

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah

SIMDA

Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
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Jenis Kode . Nama Na'ma . OPD Pemilik
Lavanan Referensi Layanan Aplikasi Lavanan
y Layanan Eksisting Eksisting y
layanan Dinas
Pemberdayaan
penganggaran |SISKUDES Masyarakat dan
desa
Desa
Dinas
layanan Pemberdayaan
Keuangan Desa SISKUDES Masyarakat dan
3 | Keuangan RL 02.02 Desa
Keuangan
layanan SIMDA Badan Perencanaan
Keuangan Keuangan Pembangunan
Daerah
LPSE Bagian Pengadaan
l Barang dan Jasa
Pengadaan RL02.08 |Z2yanan .
S Pengadaan Bagian Pengadaan
4 | Barang dan Organisasi dan SIRUP
Barang dan Barang dan Jasa
Jasa Tata Kelola Jasa
Bagian Pengadaan
E-Katalog Barang dan Jasa
Layanan
Informasi .
Pegawai MySAPK Badan Kepegawaian
Online
Layanan
Integrasi Data
RL 02.04 dan . SIMPEG Badan Kepegawaian
. Manajemen
5 | Kepegawaian Aparatur .
Kepegawaian
Negara
SIMPAI
Layanan .
. (Sistem
Manajemen .
Data Informasi
. Manajemen |Dinas pendidikan
Kepegawaian .
=g Kepegawaian
di Dinas Dinas
Pendidikan Pendidikan)
RL 02.04
Aparatur
Negara .
6 | Kearsipan RL02.06 | -ayanan SRIKANDI | Dinas Perpustakaan
Kearsipan dan Arsip
Dukungan
Operasional
Organisasi
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Kode

Nama

Nama

L a] e:rllsan Referensi Layanan Aplikasi OT; [;(i:::lhk
y Layanan Eksisting Eksisting y
layanan
Pengelolaan Badan Pengelolaan
7 | Barang Milik RL 0202 fPengelolaan ¢/ ) gy |Keuangan dan Aset
Keuangan Barang Milik
Negara Daerah
Daerah
RL 02.04
Aparatur
Pengawasan Negara o
Internal g Layanan belum ada aplikasi
8 . RL 02.06
terkait Pengawasan
. Dukungan
Pemerintah .
Operasional
Organisasi
e-SAKIP Bagian Organisasi
Akuntabilitas | RL0207  |-yaman REVIU
9 | Kineri Ak bili Akuntabilitas
herja urllta 1_1tas Kinerja Badan Perencanaan
Organisasi Kinerja Organisasi E-Sakip Pembangunan
Daerah
o RL 02.04 Layanan Badan Kepegawaian
Kinerja o L dan Pengembangan
10 . Aparatur Kinerja E-Kinerja
Pegawai : Sumber Daya
Negara Pegawai .
Manusia

Dapat diketahui berdasarkan Tabel 5.2 dijelaskan bahwa terdapat 10 jenis

layanan administrasi dengan 14 layanan yang ada pada instansi pemerintah daerah
Deli Serdang, namun tidak semua jenis layanan tersebut didukung oleh aplikasi
eksistingnya. Berdasarkan data tersebut, layanan didukung oleh aplikasi umum
pemerintah pusat dan ada pula yang menggunakan aplikasi daerah. Mengacu pada
Perpres 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, pada layanan SPBE bahwa percepatan
penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan
menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai. Jumlah aplikasi
yang mendukung keseluruhan layanan adalah 16 aplikasi administrasi, 9 layanan
didukung oleh aplikasi umum dari pusat dan 9 layanan didukung aplikasi
administrasi daerah, Sedangkan 1 layanan belum didukung aplikasi dalam
penggunaannya. Layanan yang belum didukung oleh aplikasi adalah layanan
pengawasan internal yang merupakan layanan dari inspektorat untuk melakukan
pengawasan di Lingkungan Kabupaten Deli Serdang

5.3.2 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan Publik Berbasis Elektronik berdasarkan pada PERPRES 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan layanan yang
ditujukan untuk mendukung instansi lain atau masyarakat publik untuk mendukung
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tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah pemberi layanan. Berdasarkan
PERMENPAN 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, layanan publik terletak pada aspek 8 indikator 42-47, berikut ini
merupakan nama indikator domain layanan publik SPBE

Tabel 5.3 Indikator domain Layanan Publik

Aspek/Indikator Nama Indikator Domain Layanan Publik SPBE

Indikator 42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH)

Indikator 45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

Indikatpr 45-47 tentang Layanan Publik Sektoral ini sebelumnya telah
dijelaskan pada Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE pada Paragraf 3 Layanan
Publik Berbasis Elektronik Pasal 44 ayat (1) yaitu Layanan publik berbasis
elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan,
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber
daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka hasil identifikasi layanan
publik berbasis elektronik pada Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada Tabel 5.4

Tabel 5.4 Jenis Layanan Publik

Jenis Kode Referensi | Nama Layanan Na.ma . OPD Pemilik
No Layanan Layanan Eksistin Aplikasi Layanan
y y g Eksisting y
1 | Pengaduan RL 01.24 layanan SP4N Diskominfo
Layanan Pemerintahan | pengaduan LAPOR dan
Publik daerah layanan publik Inspektorat
Call Center Dinas Sosial
Dinsos
2 | Data Terbuka RL 02.44 Layaan Informasi | Belum ada aplikasi

Informasi Data sektoral
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Nama

Jenis Kode Referensi Nama Layanan o OPD Pemilik
Layanan Layanan Eksisting Aplikasi Layanan
Eksisting
Jaringan RL 01.28 Layanan Jaringan | [DIH Bagian
Dokumentasi Hukum Dokumentasi dan Hukum
dan Informasi Informasi Hukum
Hukum
Publik Sektoral
Pendidikan RL 01.31 Layanan data Datok Soltan | Dinas
Pendidikan pokok Pendidikan
pendidikan
Pengajaran RL 01.33 [Imu Tidak ada
Pengetahuan
Pekerjaan dan RL 01.32 Layanan KARIRHUB | Dinas
Usaha Ketenagakerjan | informasi Ketenagaker;j
pekerjaan aan
layanan Deliserdang | Dinas
informasi produk | mall.com Koperasi dan
UMKM UMKM
T_empat RL 01.20 Tidak ada
Tinggal Perumahan
Komunikasi RL 01.44 layanan PPID Dinas
dan Informasi Informasi Informasi publik Komunikasi
dan
Informatika
Lingkungan RL 01.41 Layanan SIMANTAN | Dinas
Hidup Lingkungan Informasi Perumahan
Hidup Manajemen Air Dan Kawasan
Minum dan Permukiman
Sanitasi
Kesehatan RL 01.25 layanan gawat Public Dinas
Kesehatan daruratan Service Kesehatan
kepada Center
masyarakat
layanan SIMRS RSUD Deli
manajemen serdang
rumah sakit
layanan antrean | SIMPUS Puskesmas
online bagi
pengguna JKN
Jaminan Sosial | RL 01.26 Sosial | layanan pra Belum ada Badan
bencana, pasca aplikasi Penanggulang
bencana,
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Nama

Jenis Kode Referensi | Nama Layanan o . OPD Pemilik
Layanan Layanan Eksisting Aplikasi Layanan
Eksisting
pencegahan an Bencana
bencana Daerah
9 | Energi RL 01.38 Tidak ada
Energi
10 | Perhubungan RL 01.19 layanan E-Kir Dinas
Transportasi | Pendaftaran uji Perhubungan
berkala secara
online
11 | Sumber Daya RL 01.04. Tidak ada
Alam Ekonomi
12 | Pariwisata RL 01.15 layanan SI DEWI Dinas
Pariwisata informasi DESA Kepemudaan,
pariwisata https://ww | Olahraga,
w.sidewide | Kebudayaan
sa.com Dan
Pariwisata
PTDUP
13 | Kependuduka RL 01.23 pendaftaran akta | Akta online | Dinas
n Kependudukan | secara online Kependuduka
berbasis email n dan
Pencatatan
Sipil
14 | perizinan RL 01.16 layanan SERIDELI Dinas
Perizinan dan | perizinan Penanaman
Akreditasi Modal Dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu Satu
Pintu

Berdasarkan PERPRES 95 Tahun 2018 tentang SPBE pada pasal 44 ayat 3
menjelaskan bahwa layanan bahwa Layanan publik berbasis elektronik diterapkan
dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum. Namun, jika tidak ada aplikasi
umum berbagi pakai layanan publik berbasis elektronik pakai maka menurut pasal 44
ayat 4 layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, instansi pusat
dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
khusus untuk mendukung tugas dan fungsi instansi perengkat daerah.

Dapat diketahui berdasarkan Tabel 5.4 menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis
layanan publik dan 13 jenis layanan publiki sektoral yang telah teridentifikasi. Dari
keseluruhan jenis layanan publik sektoral, terdapat 4 jenis layanan yang belum
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didukung oleh layanan dan aplikasi eksisting, jenis layanan tersebut yaitu sektor
sumberdaya alam, energi, tempat tinggal dan sektor pengajaran. Berdasarkan
hasil survey aplikasi publik pada pemerintah Deli Serdang diketahui bahwa terdapat
16 aplikasi, 11 layanan didukung oleh aplikasi khusus, 5 layanan didukung oleh
aplikasi pusat.

5.3.3 Layanan yang dimiliki Seluruh OPD

Dalam identifikasi layanan yang ada pada pemerintah daerah berdasarkan
Perpres 95 Tahun 2018, layanan di identifikasi menjadi tiga bagian, mulai dari
ketersediaan layanan SPBE, Status Akses Layanan SPBE dan Jenis Layanan
Berdasarkan Domain.

a) Ketersediaan Layanan SPBE
Berdasarkan hasil survey pada seluruh OPD di Kabupaten Deli Sedang,
diketahui bahwa belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki layanan.
Hasil identifikasi layanan SPBE pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat 310
layanan di seluruh Instansi Pemerintah Daerah.

PERSENTASE KETERSEDIAAN LAYANAN SPBE

B Memiliki Layanan

B Tidak Memiliki Layanan

Gambar 5.2 Persentase Ketersediaan Layanan SPBE

Berdasarkan Error! Reference source not found., diketahui bahwa 6% m
erupakan jumlah 3 OPD yang belum memiliki layanan dan 94% merupakan jumlah 44
OPD telah memiliki layanan dari jumlah total 47 OPD yang ada pada pemerintah daerah
Deli Serdang.

b) Status Akses Layanan SPBE
Dari hasil survey yang telah dilakukan pada pemerintah daerah Deli Serdang
sebelumnya, status akses layanan dibedakan menjadi tiga bagian dengan mengacu
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pada PERPRES 95 Tahun 2018 yaitu status akses layanan Online, Manual dan Manual
& Online.

STATUS AKSES LAYANAN SPBE

H Online
B Manual

B Manual dan Online

Gambar 5.3 Status akses layanan

Dari total 310 layanan SPBE yang telah diidentifikasi terdapat layanan dengan
status akses layanan Online 19% dengan total 58 layanan SPBE, dengan status akses
layanan Manual 81% dengan total 252 layanan SPBE dan untuk status layanan
Manual & online tidak ada layanan SPBE yang teridentifikasi.

¢) Jenis Layanan Berdasarkan Domain Layanan
Berdasarkan hasil survey pada pemerintah daerah Deli Serdang jumlah layanan
adalah 267 di keseluruhan instansi, layanan tersebut dikategorikan berdasarkan
domainnya pada Perpres 95 Tahun 2018 ada dua yaitu layanan administrasi
pemerintah dan layanan publik, Gambar 5.4 menjelaskan layanan berdasarkan
domainnya.

PERSENTASE JENIS LAYANAN SPBE

M Layanan Publik

M Layanan Administrasi

Gambar 5.4 Persentase Jenis Layanan SPBE

Dapat diketahui berdasarkan Gambar 5.4 menunjukkan layanan dengan jenis
layanan publik, termasuk didalamnya ada layanan publik umum dan sektoral
pemerintah sebesar 65% dengan jumlah 194 layanan publik, sedangkan untuk jenis

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




layanan administrasi pendukung pemerintahan diketahui sebanyak 35% dengan
jumlah 106 layanan administrasl.

5.3.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Dalam
penyusunan RPJMD terdapat program-program yang mendukung layanan untuk itu
program-program tersebut dikelompokkan terhadap layanan pada instansi perangkat
daerah dengan tujuan menjadi gambaran kepada masyarakat terkait layanan yang di
emban oleh instansi perangkat daerah. RPJMD Kabupaten Deli Serdang di sahkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun
2019-2024. Program-program pada RPJMD ini selanjutnya diidentifikasi berdasarkan
layanan eksisting yang dimiliki. Penjabaran ketersediaan layanan terhadap program
dalam RPJMD Tahun 2019-2024 pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang
dijelaskan pada Lampiran 5.1 Identifikasi Ketersediaan Layanan Terhadap
Program. Gambar 5.5 merupakan persentase hasil identifikasi ketersediaan layanan
terhadap program RPJMD.

PERSENTASE KETERSEDIAAN LAYANAN TERHADAP
PROGRAM

M Layanan mendukung program

M Layanan tidak mendukung
program

Gambar 5.5 Ketersediaan Layanan Terhadap Program OPD

Dari hasil identifikasi 310 layanan SPBE, tidak secara keseluruhan layanan
SPBE tersebut mendukung program dan sebaliknya. Jumlah program yang
teridentifikasi di RPJMD sejumlah 152 program. Program ini merupakan program
prioritas yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait dalam periode tahun RPJMD.
Keseluruhan program yang teridentifikasi terhadap 72 program yang didukung oleh
layanan. Dan sebaliknya, terdapat 229 layanan yang tidak mendukung program.
Sehingga Gambar 5.4 dapat menjelaskan bahwa jumlah layanan yang mendukung
program yaitu 65 (22%) layanan, sedangkan layanan yang tidak mendukung program
sejumlah 225 (78%) layanan.
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5.4 Metadata Layanan SPBE

Metadata Layanan SPBE merupakan informasi terstruktur terkait layanan yang
ada pada pemerintah yang mendeskripsikan, menjelaskan agar mudah ditemukan,
digunakan atau dikelola kembali. Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 referensi
metadata layanan SPBE terdapat 11 atribut dalam pengelompokannya, Tabel 5.5
merupakan atribut dalam Metadata Layanan SPBE.

Tabel 5.5 Atribut Metadata Layanan SPBE
No. Nama Atribut Keterangan

1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

2 | Nama Layanan Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh

unit kerja/perangkat daerah.

3 | Tujuan Layanan Merupakan penjelasan tujuan dari layanan

4 | Fungsi Layanan Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang

terdapat dalam layanan

5 | Model
Layanan

Referensi | Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai

dengan nama layanan yang dipilih

6 | Unit Pelaksana Merupakan unit kerja/perangkat

melaksanakan layanan

daerah yang

7 | Kementerian/ Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan
Lembaga terkait layanan

8 | Urusan Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan
Pemerintahan layanan
Terkait

9 | Target Layanan Merupakan target pengguna layanan

10 | Metode Layanan Merupakan model dari layanan

11 | ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Berdasarkan metadata layanan pada pemerintah daerah Deli Sedang
menunjukkan bahwa layanan yang dikelola telah memenuhi referensi dari SPBE
nasional namun tidak semua OPD terdapat layanan, seperti contoh pada OPD Bagian
Tata Pemerintahan, Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Bagian
Perekonomian dan SDA. Untuk lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 5.2 Metadata

Layanan SPBE
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5.5 Permasalahan Layanan SPBE

Dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun antar pelayanan lintas sektoral
adapun permasalahan yang dialami oleh OPD. Permasalahan tersebut apabila tidak
segera ditangani maka mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan, pelayanan jadi
lama bahkan bisa membuat gagal dalam pelayanan. Berdasarkan hasil survei layanan
SPBE pada pemerintah daerah Deli Serdang ditemui beberapa permasalahan, antara
lain adalah:

- Banyak layanan masih manual

- Kurangnya perangkat pendukung pelayanan
- SDM yang ahli kurang

- SDM dalam pelayanan kurang

5.6 Analisis Gap

Dari seluruh data yang dapat dikumpulkan menggunakan teknik survey, dapat
ditemukan Gap atau Kesenjangan. Gap yang ditentukan adalah dengan
membandingkan antara kinerja eksisting pemerintah kabupaten saat ini (2021)
dengan kondisi ideal yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018
tentang SPBE. Adapun hasil dari analisis kesenjangan yang telah dilakukan dijabarkan
pada Tabel 5.6

Tabel 5.6 Analisa Gap Layanan SPBE

Kondisi Ideal
Menggunakan aplikasi
bagi pakai
(Peraturan Presiden No
95 tahun 2018 tentang
SPBE)

\ Kondisi Eksisting
Terdapat 16 aplikasi

administrasi, 9

Parameter
Layanan
administrasi

Diperlukan

perubahan 1
layanan daerah
yang belum
didukung aplikasi
dan 9 layanan

layanan  didukung
oleh aplikasi umum
dari pusat dan 9
layanan  didukung

aplikasi administrasi
daerah, 1 Ilayanan
belum didukung
aplikasi dalam
penggunaannya

yang
menggunakan
aplikasi  khusus
harus di ganti
dengan aplikasi
umum dari pusat

Layanan Publik

Terdapat 3 jenis
layanan publik dan
14 jenis layanan
publik sektoral. 4
jenis layanan
sektoral yang belum
didukung oleh
layanan eksisting
OPD. dari seluruh
layanan yang ada
terdapat 10 layanan

Menggunakan aplikasi
bagi pakai dan
pemerintah dapat
menyempurnakan
dengan pembangunan
aplikasi  khusus jika
belum tersedia aplikasi
umum berbagi pakai
(Peraturan Presiden No
95 tahun 2018 tentang
SPBE)

Diperlukan
usulan 4 layanan
yang masih
manual yaitu
sektor
sumberdaya alam,
energi, tempat
tinggal dan sektor
pengajaran
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Parameter

Kondisi Ideal

Kondisi Eksisting

didukung oleh
aplikasi khusus, 8
layanan didukung

oleh aplikasi pusat.

Total terdapat 19
aplikasi yang
mendukung layanan
Ketersediaan terdapat 3 OPD yang | Seluruh instansi | Perlu dilakukan
layanan SPBE belum memiliki | pemerintahan memiliki | analisis kembali
layanan dan 44 OPD | layanan dan  atau | terhadap OPD
telah memiliki | mendukung layanan | yang belum
layanan OPD lain memiliki layanan
Akses layanan Terdapat 58 layanan | Layanan didukung | Perlu dilakukan
online, 252 layanan | aplikasi umum berbagi | perubahan pada
manual dan tidak ada | pakai dan atau aplikasi | 252 layanan
layanan online dan | khusus (Peraturan | yang masih
manual Presiden No 95 tahun | manual menjadi
2018 tentang SPBE) online untuk
memaksimalkan
pelayanan yang

efektif dan efisien.

Ketersediaan Terdapat 152 | Seluruh program yang | Perlu dilakukan

layanan  terhadap | program RPJMD. | tercantum pada RPJMD | penambahan

program Dimana program | telah didukung oleh | terhadap layanan
yang didukung oleh | layanan pemerintah | agar program
layanan pada yaitu | kabupaten Deli Serdang | RPJMD dapat
sejumlah 72 terealisasi secara
Program. keseluruhan

Sedangkan terdapat
83 Program yang
tidak didukung oleh
layanan.
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BAB 6
Kondisi EKksisting Aplikasi SPBE dan Analisis GAP

Dalam pelaksanaan administrasi ataupun tugas dalam pemerintahan tidak
luput dari peran aplikasi. Aplikasi dalam pemerintahan merupakan sebagai alat bantu
dalam proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dapat sebagai alat bantu dalam
pembuatan pelaksanaan pelayanan ke pada publik ataupun sebagai alat bantu laporan
dan manajemen data pemerintahan. dalam mencapai tugas dan fungsi instansi
pemerintah daerah dikehendaki maka dikembangkan aplikasi sebagai salah satu
media dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Aplikasi adalah suatu subkelas
perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung
untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

6.1 Pengertian Aplikasi SPBE

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 21)
Tentang Arsitektur SPBE Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan
SPBE. Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
memberikan Layanan SPBE. Dalam pengembangannya aplikasi dibagi menjadi 2 jenis,
aplikasi umum dan aplikasi khusus.

Aplikasi Umum merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh
kementerian atau pemerintah pusat agar bisa digunakan oleh pemerintah daerah
dalam membantu manajemen dan melaksanakan proses bisnis pemerintahan daerah.
Aplikasi Umum merupakan aplikasi yang diperuntukkan digunakan di seluruh
pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar data yang dikelola menjadi satu dan
mudah untuk dikelola.

Aplikasi khusus merupakan aplikasi yang dibangun, kembangkan dan dikelola
oleh pemerintah daerah untuk mendukung proses bisnis ataupun pelayanan dengan
kebutuhan tertentu. Aplikasi khusus pada umumnya dibangun untuk dikelola oleh
suatu instansi daerah tertentu dikarenakan yang fungsinya tidak sama dengan instansi
pemerintah daerah lainya.

Penjabaran arsitektur aplikasi SPBE menurut Lampiran Perpres Nomor 95
Tahun 2018 tentang Arsitektur SPBE Nasional menyebutkan bahwa posisi aplikasi
dalam SPBE menjadi pendukung salah satu dari 4 pilar dalam SPBE yaitu Teknologi
Informasi dan Komunikasi. Dimana Domain Arsitektur Aplikasi menempati posisi di
bawah domain layanan yang menunjukkan bahwa aplikasi sebagai media pendukung
untuk meningkatkan kualitas layanan dari instansi pemerintah.

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




6.2 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Berdasarkan penjelasan pada Lampiran Perpres 95 Tahun 2018 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Referensi Arsitektur
Aplikasi (RA) adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk
membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi
dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau
sekumpulan Referensi Arsitektur Layanan Tingkat 1 (Domain Layanan) Tingkat 2
(Area Layanan) Tingkat 3 (Kategori Layanan) Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan) SPBE
Nasional SPBE Instansi Pusat SPBE Pemerintah Daerah 29 program komputer dan
prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah

Tujuan dari disusunnya RA adalah menjadi acuan dalam pengklasifikasikan
aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi
dapat disusun baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya.
Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan
membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi
ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan
kembali.

Struktur dari RA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) domain
aplikasi sebagai RA tingkat 1 (pertama).

1) Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area aplikasi
sesuai dengan masing-masing domain aplikasinya sebagai RA tingkat 2 (kedua).

Referensi Arsitektur Aplikasi

] ] o SPBE MNasional
Tingkat 1 (Domain Aplikasi)
{ Tingkat 2 (Area Aplikasi)
[ Tingkat 3 (Kategor Aplikasi)
SPBE Instansi Pusat ) . o
) Tingkat 4 (Sub Kategori Aplikasi)
SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 6.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

Gambar 6.1 merupakan struktur referensi Arsitektur Aplikasi. RA memiliki
taksonomi yang terdiri dari terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1
(pertama) dan 3 (tiga) area aplikasi di tingkat 2 (kedua). Prinsip-prinsip yang
digunakan dalam penyusunan Referensi Arsitektur Aplikasi antara lain:
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1) Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi disusun berdasarkan pada struktur
adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau
pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK.

2) Aplikasi yang berorientasi pada layanan.

3) Didefinisikan sebagai hierarki komponen aplikasi.

4) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan
pelaporan.

5) Berbasis standar terbuka (open source),

6) Terkorelasi dengan RL, dan RD melalui hubungan yang teridentifikasi dan
didukung RK.

Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE dilakukan dengan
memperhatikan faktor sebagai berikut:

a. disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya
pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan
kemampuan TIK;

b. aplikasi yang berorientasi pada layanan;

didefinisikan sebagai hierarki komponen aplikasi;
d. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan
pelaporan;

berbasis kode sumber terbuka (open source); dan

f. terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi
melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur

SPBE dan domain keamanan SPBE,

g

Domain Layanan SPBE

nteraksi

Domain Data dan Informasi

Domain Keamanan SPBE

3 "
Interaksi

Gambar 6.2 Relasi langsung pada Domain Aplikasi SPBE

6.3 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Kondisi eksisting aplikasi SPBE pada pemerintah daerah Deli Sedang
berdasarkan hasil survey diketahui bahwa terdapat 128 aplikasi SPBE yang
digunakan oleh keseluruhan OPD. Berdasarkan penggunaannya aplikasi di bedakan
menjadi dua, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum terdiri dari
aplikasi administrasi dan publik, sedangkan aplikasi khusus terdiri dari aplikasi misi
tertentu dan fungsi tertentu. Berdasarakan 47 OPD yang disurvey, tidak seluruhnya
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memiliki aplikasi secara khusus yang digunakan oleh OPD tersebut, namun hanya
sebagai pengguna aplikasi yang memang berbagi pakai dengan OPD lainnya.
Persentase kepemilikan Aplikasi SPBE dapat dilihat pada Gambar 6.3.

PERSENTASE KEPEMILIKAN APLIKASI SPBE

B Memiliki Aplikasi

B Tidak memiliki aplikasi

Gambar 6.3 Persentase Ketersediaan Aplikasi SPBE

Dari Gambar 6.3 diketahui bahwa, ketersediaanya aplikasi pada pemerintah
daerah Deli Serdang terdapat 17% atau 8 OPD yang belum memiliki aplikasi,
sedangkan 83% dengan 39 OPD telah memiliki aplikasi. OPD yang tidak memiliki
aplikasi secara khusus yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum, Bagian
Perencanaan dan Keuangan, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Protokol Dan
Komunikasi Pimpinan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Desa Sekip, dan
RSUD Pancur Batu.

6.3.1 Status Pengembangan Aplikasi SPBE

Pada status pengembangan aplikasi pemerintahan dibedakan menjadi dua
kategori berdasarkan status pengembangannya. Pertama adalah aplikasi dalam
pengembangan atau sedang dilakukan pengembangan agar fungsi dari aplikasi lebih
optimal dalam mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kedua adalah
aplikasi yang telah selesai dikembangkan, aplikasi yang telah selesai dikembangkan
merupakan aplikasi yang tidak ada lagi peningkatan fitur dalam mendukung pelayanan
pemerintahan.

Status Pengembangan aplikasi dari keseluruhan aplikasi yang digunakan pada
pemerintah daerah Deli Serdang tidak semua telah selesai dikembangkan, beberapa
OPD masih melakukan pengembangan aplikasi sebagai pendukung tugas dan fungsi
instansi. Gambar 6.4 merupakan penjelasan terkait status pengembangan aplikasi
pada pemerintah daerah Deli Serdang.

e 18 aplikasi (14%) aplikasi SPBE yang sedang dikembangkan
e 110 aplikasi (86%) aplikasi SPBE telah selesai dikembangkan
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STATUS PENGEMBANGAN APLIKASI

M Telah selesai dikembangkan

M Sedang dikembangkan

Gambar 6.4 Status Pengembangan Aplikasi

Gambar 6.4, menjelaskan status pengembangan aplikasi pada pemerintah
daerah Deli Serdang terdapat 18 aplikasi atau 14% sedang dikembangkan sedangkan
110 aplikasi atau 86% telah selesai dikembangkan.

6.3.2 Status Penggunaan Aplikasi SPBE

Status penggunaan aplikasi dikategorikan menjadi tiga. Pertama yaitu aplikasi
yang tidak digunakan, aplikasi yang tidak digunakan merupakan aplikasi yang ada
dan pernah digunakan pada instansi pemerintah. Kategori yang kedua merupakan
aplikasi yang belum digunakan, aplikasi ini merupakan aplikasi yang masih dalam
proses pengembangan atau masih perlu adanya penyesuaian dalam mendukung tugas
dan fungsi instansi pemerintahan dan belum digunakan dalam mendukung tugas dan
fungsi instansi pemerintah. Kategori yang terakhir merupakan aplikasi masih
digunakan, aplikasi ini merupakan aplikasi yang masih aktif dan digunakan dalam
mendukung tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan pada pemerintah daerah Deli
Serdang masih ada aplikasi yang tidak digunakan pada instansi pemerintah. Dari hasil
survey masih menemukan aplikasi yang belum digunakan pada OPD dan sebagian
aplikasi masih digunakan. Untuk menggambarkan sebaran penggunaan aplikasi pada
pemerintah deli serdang dapat dilihat pada Gambar 6.5.

e 6 aplikasi (5%) tidak digunakan.
¢ 9 aplikasi (7%) belum digunakan.
e 113 aplikasi (88%) masih digunakan.
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STATUS PENGGUNAAN APLIKASI

B Masih digunakan
B Belum digunakan

M Tidak digunakan

Gambar 6.5 Status Penggunaan Aplikasi SPBE

Dari Gambar 6.5 dapat diketahui bahwa status penggunaan aplikasi pada
pemerintah daerah Deli Serdang terdapat 5% atau 6 aplikasi tidak digunakan,
sedangkan untuk aplikasi yang belum digunakan terdapat 7% atau 9 aplikasi.
Sebagian besar aplikasi yang ada pada pemerintah daerah Deli Serdang masih
digunakan dengan persentase 88% atau 113 aplikasi.

6.3.3 Area Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi 4 kode referensi, yaitu RA
01.01 Aplikasi Umum layanan publik, RA 01.02 Aplikasi Umum adminitrasi
pemerintahan, RA 02.01 Aplikasi Khusus Misi dan RA 02.02 Aplikasi Khusus
Fungsi Tertentu. Aplikasi Layanan Publik adalah Aplikasi yang memiliki fungsi yang
sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung
pelayanan publik. Aplikasi Administrasi Pemerintahan adalah Aplikasi yang
memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD
untuk mendukung administrasi pemerintahan. Aplikasi Misi Tertentu adalah
Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk
mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi
administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
Aplikasi Fungsi Tertentu adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan,
dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi
IPPD lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi
pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. Persentase
Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE dapat dilihat pada Gambar 6.5. Detail jumlah dan
persentase dari domain aplikasi dari total 128 aplikasi pada Kabupaten Deli Serdang
dapat dilihat di bawah ini:
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e 75 aplikasi (58%) Umum layanan publik (RA 01.01)

e 37 aplikasi (29%) Umum administrasi pemerintahan (RA 01.02)
e 3 aplikasi (3%) Khusus Misi Tertentu (RA 02.01)

e 13 aplikasi (10%) Khusus Fungsi Tertentu (RA 02.021)

PERSENTASE REFERENSI APLIKASI SPBE

B Aplikasi umum layanan publik
B Aplikasi umum layanan administrasi
W Aplikasi khusus misi tertentu

B Aplikasi khusus fungsi tertentu

Gambar 6.6 Persentase Referensi Aplikasi SPBE

Berdasarkan Gambar 6.6 mayoritas aplikasi yang digunakan OPD di Kabupaten
Deli Serdang merupakan aplikasi untuk layanan publik yaitu sejumlah 58%, kemudian
aplikasi yang memiliki jumlah terbanyak kedua yaitu aplikasi umum layanan
administrasi 29%. Area aplikasi paling sedikit yang dimiliki yaitu aplikasi misi tertentu.
Aplikasi tersebut yaitu CAD (Covid Analisa Deliserdang).

6.3.4 Unit Pengembang Aplikasi SPBE

Unit Pengembangan Aplikasi SPBE dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu unit
pengembang Pusat, DISKOMINFO, Pihak Ketiga dan Mandiri OPD. Unit pengembang
pusat merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh kementerian atau
pusat pemerintahan. Sedangkan unit pengembang daerah merupakan aplikasi yang
dibangun dan dikembangkan oleh mandiri OPD, Kominfo ataupun menggunakan jasa
pihak ketiga. Gambar 6.7 merupakan persentase unit pengembang aplikasi SPBE pada
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

e 47 aplikasi (37%) dikembangkan Kominfo

e 30 aplikasi (23%) dikembangkan Pusat

e 26 aplikasi (20%) dikembangkan Pihak ketiga
e 25 aplikasi (20%) dikembangkan Mandiri OPD
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PERSENTASE UNIT PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

B Kominfo
M Pusat
B Pihak Ketiga

B Mandiri OPD

Gambar 6.7 Persentase Unit pengembang aplikasi

Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 6.7 dari pengembang aplikasi yang
dimiliki, OPD di Kabupaten Deli Serdang mayoritas mengembangkan aplikasinya
dilakukan oleh Kominfo yaitu 37% dari total aplikasi.

6.3.5 Basis Aplikasi SPBE

Berdasarkan hasil survey pada pemerintah daerah Deli Serdang basis aplikasi
SPBE dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu aplikasi berbasis mobile, aplikasi
berbasis desktop dan aplikasi berbasis website. Aplikasi berbasis mobile
merupakan software yang dirancang digunakan pada perangkat mobile, sedangkan
aplikasi berbasis cloud merupakan sebuah program software dimana cloud computing
dan komponen lokal bekerja berdampingan. Teknologi cloud computing sendiri dapat
digunakan dengan memanfaatkan pihak ketiga sebagai penyedia infrastruktur.
Aplikasi berbasis desktop merupakan software yang dirancang dan dibangun untuk
digunakan pada perangkat desktop, sedangkan aplikasi berbasis website merupakan
software yang dibangun untuk di gunakan pada platform website. Gambar 6.8
menjelaskan tentang jumlah dan persentase Basis Aplikasi SPBE pada pemerintah
daerah Deli Serdang.

e 112 aplikasi (88%) berbasis Website
e 8 aplikasi (6%) berbasis Mobile
e 8 aplikasi (6%) berbasis Dekstop
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PERSENTASE BASIS APLIKASI SPBE

B Website
B Mobile

M Desktop

Gambar 6.8 Persentase Basis Aplikasi SPBE

Gambar 6.8 menunjukkan bahwa mayoritas aplikasi SPBE yang dimiliki oleh
OPD di Kabupaten Deli Serdang berbasis Website. Jumlah ini berkaitan dengan
mayoritas aplikasi yang dimiliki bersifat publik sehingga memang paling mudah untuk
diakses oleh publik secara umum yaitu menggunakan website. persentasenya yaitu
88% atau 112 aplikasi. Untuk aplikasi mobile terdiri dari aplikasi android, call center
dan layanan menggunakan whatsapp.

6.4 Metadata Aplikasi SPBE

Metadata Aplkasi SPBE merupakan informasi terstruktur terkait aplikasi yang
ada pada pemerintah yang mendeskripsikan, menjelaskan agar mudah ditemukan,
digunakan atau dikelola kembali. Berdasarkan Rancangan Perpres tentang Arsitektur
SPBE Nasional Versi Juni 2021. Referensi metadata Aplikasi SPBE terdapat 17 atribut
dalam pengelompokannya, Error! Reference source not found. merupakan atribut d
alam Metadata Aplikasi SPBE.

Tabel 6.1 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No. Nama Atribut Keterangan

1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.

2 | Nama Aplikasi Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.

3 | Uraian Aplikasi Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari
aplikasi.

4 | Fungsi Aplikasi Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap
layanan yang didukung.

5 | Kode Model Referensi | Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi

Aplikasi
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No. Nama Atribut Keterangan

6 | Layanan yang | Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan

Didukung layanan yang didukung didapat dari metadata
layanan.

7 | Data Yang Dibutuhkan | Data yang disimpan pada media penyimpanan data,
pilihan data yang digunakan didapat dari metadata
data.

8 | Luaran Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi
yang dimiliki atau digunakan.

9 | Basis Aplikasi Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau
Mobile)

10 | Server Aplikasi Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server
yang digunakan didapat dari metadata perangkat
keras server.

11 | Tipe Lisensi Bahasa | Tipe lisensidariaplikasi (Open Source/Proprietary)

Pemrograman
12 | Bahasa Pemrograman | Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
13 | Kerangka Kerangka atau Framework yang digunakan oleh
Pengembangan aplikasi.

14 | Basis Data Basis data yang digunakan oleh aplikasi

15 | Unit Pengembang Unit yang melakukan pembangunan dan
pengembangan aplikasi

16 | Unit Operasional | Unit yang melakukan operasional teknologi layanan

Teknologi
17 | ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

Atribut pada Tabel 6.1 digunakan untuk melakukan analisis dari metadata
Aplikasi SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Secara lebih
detail Metadata Aplikasi SPBE dijelaskan dan dapat dilihat pada Error! Reference s
ource not found. dan Error! Reference source not found.

6.5 Permasalahan Aplikasi SPBE

Dalam menjalankan proses bisnis dalam instansi diperlukanlah penggunaan
aplikasi dengan harapan mampu mempermudah pekerjaan, namun apabila dalam
penggunaan aplikasi tersebut terdapat permasalahan dapat menyebabkan kurang
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efektif dan efisiennya dalam bekerja. Berikut adalah beberapa permasalahan dalam
terkait aplikasi SPBE yang ditemui berdasarkan hasil survei pada pemerintah Deli
Serdang.

- Kurangnya SDM IT dalam pengoperasian aplikasi

- Kurangnya pengetahuan pegawai tentang pengelolaan IT

- Perangkat layak guna terbatas

- Aplikasi error sehingga data tidak dapat tersimpan

- Server yang penuh atau over kapasitas membuat performa aplikasi tidak
maksimal, atau menjadi lemot

6.6 Analisis Gap

Setelah melakukan analisis kondisi saat ini dari Aplikasi SPBE di Kabupaten Deli
Serdang maka dilakukan analisis gap. Analisis Gap atau kesenjangan aplikasi ini
ditentukan dengan membandingkan antara kinerja eksisting pemerintahan
Kabupaten saat ini (2021) dengan kondisi ideal yang tercantum pada Peraturan
Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE. Analisis gap aplikasi SPBE ini dianalisis dari
seluruh aplikasi yang dimiliki OPD, dilakukan pemetaan sesuai dengan bidang dan
seksi, dan program RPJMD. Berdasarkan pemetaan yang telah dibuat maka akan
dilihat berapa layanan dan programyang sudah didukung, dan berapa yang
belum didukung aplikasi. Hasilnya analisis gap aplikasi dapat dilihat pada Tabel 6.2

Tabel 6.2 Analisis Gap Aplikasi SPBE

Ié‘;,‘:)e Nama OPD GAP

1 Bagian Organisasi Terdapat 3 seksi dan didukung oleh 1 aplikasi

2 Bagian Administrasi | Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi
Pembangunan

3 Bagian Tata Pemerintahan Terdapat 3 seksi dan didukung oleh 1 aplikasi

4 Bagian Hukum Terdapat 3 Seksi dan didukung oleh 1 aplikasi

5 Bagian Umum Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi

6 Bagian Kesejahteraan Rakyat Terdapat 3 seksi dan didukung oleh 1 aplikasi

7 Bagian Perencanaan dan | Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi
Keuangan

8 Bagian Perekonomian dan SDA | Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi

9 Bagian Pengadaan Barang Dan | Terdapat 3 seksi dan didukung oleh 5 aplikasi
asa

10 {Bagian Protokol Dan | Terdapat 3 seksi dan belum didukung aplikasi
Komunikasi Pimpinan

11 Inspektorat Daerah Ter_dap_at 5 bidang dan didukung oleh 1

aplikasi

12 Sekretariat DPRD Zsﬂi?s)iat 4 bidang dan didukung oleh 1
Badan Perencanaan | Terdapat 5 bidang dan didukung oleh 6

13 Pembangunan Daerah aplikasi
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Kode

OPD Nama OPD GAP
14 Badan Kesatuan Bangsa Dan | Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 1
Politik aplikasi
Badan Pengelolaan Keuangan | Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 4
15 o
Dan Aset Daerah aplikasi
16 Badan Pendapatan Daerah Ter.dapfalt 4 bidang dan didukung oleh 3
aplikasi
17 Badan Kepegawaian Daerah Ter.dap_at 4 bidang dan didukung oleh 4
aplikasi
18 Badan Penanggulangan Bencana | Terdapat 3 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
Daerah
19 Dinas Pekerjaan Umum Dan | Terdapat 6 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
Penataan Ruang
20 Dinas Kesehatan Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 4 aplikasi
21 Dinas Perumahan Dan Kawasan | Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
Permukiman
22 | Dinas Lingkungan Hidup Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 2 aplikasi
23 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil | Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
Menengah
24 Dinas Pendidikan Ter.dapfelt 4 bidang dan didukung oleh 16
aplikasi
25 Dinas Perindustrian Dan | Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
Perdagangan
26 Dinas Kepemudaan, Olahraga, | Terdapat 5 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
Kebudayaan Dan Pariwisata
27 Dinas  Kependudukan Dan | Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
Pencatatan Sipil
Dinas Pengendalian Penduduk, | Terdapat 5 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
28 KB, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
29 Dinas Pemberdayaan | Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
Masyarakat Dan Desa
30 Dinas Perikanan Terdapat 3 bidang dan didukung oleh 4 aplikasi
31 Dinas Perhubungan Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
32 Dinas Sosial Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 2 aplikasi
33 Dinas Ketenagakerjaan Terdapat 3 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
34 Dinas Komunikasi Dan | Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 17
Informatika aplikasi
35 Dinas Pertanian Terdapat 6 bidang dan didukung oleh 3 aplikasi
36 Dinas Ketahanan Pangan Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
37 | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 6 aplikasi
Dinas Penanaman Modal Dan | Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 2 aplikasi
38 Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu
39 Dinas Pemadam Kebakaran dan | Terdapat 4 bidang dan belum didukung
Penyelamatan aplikasi
40 | Satuan Polisi Pamong Praja Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
41 Rumah Sakit Umum Daerah Terdapat 4 bidang dan didukung oleh 7 aplikasi
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Kode

OPD Nama OPD GAP
42 Kecamatan Lubuk Pakam Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
43 Kecamatan Labuhan Deli Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
45 Desa Sekip Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
45 Desa Pematang Johar Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
46 | RSUD Pancur Batu Zslriizgiat 2 bidang dan belum didukung
47 Puskesmas Lubuk Pakam Terdapat 1 bidang dan didukung oleh 1 aplikasi
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BAB 7
Kondisi EKksisting Infrastruktur SPBE dan Analisis GAP

Bab 7 menjelaskan mengenai Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE pada
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat ini dan Analisis GAP terhadap kondisi
Infrastruktur SPBE yang ingin dicapai. Penjelasan dimulai dari pengertian
Infrastruktur SPBE yang didukung dengan Referensi Arsitektur dan Metadata
Infrastruktur SPBE, dan dilanjutkan dengan Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE pada
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penjelasan Selanjutnya terkait Permasalahan
Infrastruktur dan Penjelasan dari hasil Analisis GAP antara kondisi eksisting (as is)
dengan kondisi yang diinginkan (to be). Hal ini dapat menjadi sumber awal bagi
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menemukan strategi pembangunan
infrastruktur SPBE yang tepat dan baik selama 5 (lima) tahun mendatang.

7.1 Pengertian Infrastruktur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE,
Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang
menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data,
pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat
elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua)
komponen yaitu: jaringan intra pemerintah daerah dan sistem penghubung layanan
pemerintah daerah. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi
tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung
Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem
Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan
pertukaran Layanan SPBE antar Pemerintah Daerah.

7.2 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam
mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan
infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta
domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam
mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan
mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RI adalah:

1. Taksonomi RI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan,
dan mengakomodasi teknologi baru;

2. Didefinisikan sebagai hierarki elemen infrastruktur TIK;

3. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas,
dan pelaporan;
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4. Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
Berbasis standar umum (open standard);

6. Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RD melalui hubungan yang

terindikasi dan didukung oleh RK.

RI berlaku secara nasional, sehingga Pemerintah Daerah menggunakan bahasa
yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian
dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda
pembangunan.

v

Struktur dari RI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat teratas, yaitu:

1. Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RI
tingkat 1 (pertama); dan
2. Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai
dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RI tingkat 2
(kedua).
Selanjutnya untuk mendefinisikan di tingkat bawahnya, akan dijelaskan dalam
pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

Referensi Arsitektur Infrastruktur

. SPBE MNasional
Tingkat 1 {Domain Infrastruktur)
[ Tingkat 2 {Area Infrastruktur)
[ Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur)
SPBE Instansi Pusat ) )
] Tingkat 4 (Sub Kategori Infrastruktur)
SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 7.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

7.3 Metadata Infrastruktur SPBE

Entitas metadata arsitektur infrastruktur SPBE merupakan metadata yang
menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Arsitektur infrastruktur SPBE
dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Dalam
penggunaannya, ketiga entitas metadata arsitektur infrastruktur SPBE saling terkait
satu sama lain sehingga menyebabkan terjadi hubungan internal dalam metadata
arsitektur infrastruktur ini, untuk itu entitas ini perlu dilakukan dekomposisi, dengan
atribut pada setiap komponen infrastruktur SPBE. Tabel 7.1 - Tabel 7.7 menunjukkan
atribut yang digunakan untuk melakukan penyusunan metadata infrastruktur SPBE.
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Tabel 7.1 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

‘ No. ‘ Nama Atribut Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 | Nama Fasilitas Merupakan nama fasilitas komputasi
3 | Kode Model Referensi | Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan
SPBE fasilitas yang dipilih
4 | Bandwidth Intranet Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia
selama 1 tahun
5 | Bandwidth Internet Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia
selama 1 tahun
Lokasi Merupakan lokasi dari fasilitas
Kepemilikan Merupakan unit pemilik dari fasilitas
Unit Kerja Penanggung | Merupakan  unit kerja/perangkat daerah yang
Jawab bertanggung jawab atas fasilitas
9 | Klasifikasi Tier | Merupakan Klasifikasi tier fasilitas
Fasilitas
10 | Sistem  Pengamanan | Merupakan tipe pengaman fasilitas
Fasilitas
11 | ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 7.2 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah
\ No. \ Nama Atribut Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 | Nama Jaringan Merupakan nama jaringan intra pemerintah
3 | Deskripsi Jaringan Merupakan penjelasan dari jaringan
4 | Jenis Jaringan Merupakan jenis jaringan yang digunakan
5 | Kepemilikan Merupakan pemilik dari jaringan
6 | Nama Pemilik Merupakan nama dari pemilik jaringan
7 | Unit Kerja Pengelola | Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola
Jaringan jaringan
8 | Bandwidth Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia
9 | Tipe Media Jaringan Merupakan tipe dari media jaringan
10 | Media Lainnya Merupakan tipe dari media jaringan
11 | ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 7.3 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
No. Nama Atribut Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 | Nama Sistem | Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
Penghubung
3 | Deskripsi Sistem | Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
Penghubung
4 | Jenis Sistem | Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem
Penghubung penghubung pemerintah / Sistem penghubung non
pemerintah)
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No. Nama Atribut Keterangan
5 | Kepemilikan Status kepemilikan dari sistem penghubung yang
digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain;
Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga
6 | Nama Pemilik Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika
pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7 | Nama Jaringan Intra | Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem
yang Digunakan penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata
jaringan intra
8 | Aplikasi yang | Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung,
Dihubungkan pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi
9 | ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 7.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Penyimpanan
\ No. Nama Atribut Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 | Nama Data Strorage Nama dari data storage yang digunakan
3 | Deskripsi Data Storage | Berisi deskripsi dari data storage yang digunakan
4 | Data yang Digunakan Data yang disimpan pada media penyimpanan data,
pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data
5 | Status Kepemilikan Status kepemilikan dari data storage yang digunakan
(Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik
BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
6 | Nama Pemilik Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika
pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7 | Unit Pengelola Data | Unit pengelola data storage yang digunakan
Storage
8 | Lokasi Data Storage Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihan lokasi
didapat dari metadata fasilitas
9 | Perangkat Lunak yang | Perangkat lunak yang digunakan oleh data storage, pilihan
Digunakan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak
10 | Kapasitas Jumlah kapasitas penyimpanan pada data storage, satuan
Penyimpanan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB)
11 | Metode Akses Data | Metode akses data sharing yang digunakan pada data
Sharing storage (Direct Attached Storage/DAS atau Network
Attached Storage/NAS)
12 | ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 7.5 Atribut Metadata Perangkat Server
No. Nama Atribut Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 |Nama Server Nama dari perangkat server yang digunakan
3 |Deskripsi Server Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan
4 |Jenis Penggunaan Server |Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis

penggunaan tersebut a.l.: Web Server; Mail Server;
)Aplikasi; Database; File Server; Active Directory, keamanan

informasi
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No. Nama Atribut Keterangan

5 |Status Kepemilikan Status kepemilikan dari server yang digunakan (Milik
Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau
Milik Pihak Ketiga)
6 [Nama Pemilik Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada
status kepemilikan selain milik sendiri
7 |Unit Pengelola Server  |Unit pengelola server yang digunakan
8 |Lokasi Perangkat Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi
Keras Server didapat dari metadata fasilitas
9 |Perangkat Lunak yang |Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan
Digunakan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak
10 |Kapasitas Memori Kapasitas memori atau Random Access Memory (RAM)
yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori
dalam GigaByte (GB)
11 |Jenis Teknologi Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh
Prosesor server, a.l.: High End, Mid End, Low End
12 [Jumlah Kapasitas Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan
Penyimpanan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB)
13 [Teknik Penyimpanan  [Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1,
RAID 3, RAID 5, atau non-RAID
14 [ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 7.6 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform
\\[o Nama Atribut Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 | Nama Perangkat Lunak | Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3 | Deskripsi  Perangkat | Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
Lunak
4 | Tipe Perangkat Lunak | Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem
Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem Database)
5 |Jenis Sistem Operasi | (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
(jika pilihan adalah 1
pada No.3)
6 | Jenis Sistem Utilitas | (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
(jika pilihan adalah 2
pada No. 3)
7 | Jenis Sistem Database | (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
(jika pilihan adalah 3
pada No. 3)
8 | Jenis lisensi Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi
Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber
Terbuka)
9 | Nama Pemilik Lisensi Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
10 | Validitas Lisensi | Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang
Perangkat Lunak digunakan
11 | ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
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Tabel 7.7 Atribut Metadata Komputasi Awan

No. Nama Atribut Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 |Nama Perangkat Lunak |Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3 |Deskripsi Perangkat Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
Lunak
4 |Tipe Perangkat Lunak |Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Operasi,
Sistem Utilitas, atau Sistem Database)
5 |Jenis Sistem Operasi (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking 0S, atau Lainnya)
(jika pilihan adalah 1
pada No.3)
6 [Jenis Sistem Utilitas (jika|(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
pilihan adalah 2 pada No,
3)
7 |[Jenis (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
Sistem Database (jika
pilihan adalah 3 pada No,
3)
8 [Jenis lisensi Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi
Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber
Terbuka)
9 [Nama Pemilik Lisensi  [Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
10 [Validitas Lisensi Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang
Perangkat Lunak digunakan
11 |ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Kondisi Eksisting Infrastruktur yang akan dibahas yaitu terkait dengan
penerapan Infrastruktur SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Keseluruhan data yang berkaitan dengan Kondisi Infrastruktur SPBE yang ada di
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diperoleh dari proses survey yang telah dilakukan
sebelumnya oleh tim surveyor dan dikumpulkan data berdasarkan dengan Kondisi
yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pembahasan Infrastruktur SPBE
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meliputi Jaringan Intra Pemerintah yang terdiri
dari pembahasan mengenai ketersediaan topologi jaringan, ketersediaan perangkat
jaringan dan jumlah bandwidth yang tersedia. Pembahasan terkait ruang server,
komputasi, , sistem penghubung layanan dan terakhir adalah perangkat keras dan
perangkat lunak yang secara mendetail akan dibahas pada poin berikutnya.

7.4 Kondisi Eksisting Jaringan Intra Pemerintah
Kondisi Eksisiting terkait dengan Infrastruktur SPBE yang ada di Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang sudah cukup baik dalam penerapannya, hal ini ditunjukkan
dengan sudah diterapkannya Jaringan Intra Pemerintah yang disediakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang. Jangkauan jaringan intra yang
diterapkan telah menjangkau setiap OPD, sejumlah 33 User (OPD dan Dinas terkait).
Selain jangkauan pada OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menjangkau
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hingga pada 21 Kecamatan, 34 Puskesmas dan 2 Rumah sakit melalui jaringan
metro.

Penyediaan jaringan internet untuk publik juga disediakan pada beberapa titik,
seperti pada Taman Segitiga, Taman Kota, dan Taman Buah. Jaringan intra pemerintah
juga sudah mengakomodir penggunaan CCTV Kayu besar dan juga CCTV Pakam dan
CCTV Medan. Secara keseluruhan, jaringan intra pemerintah Kabupaten Deli Serdang
telah menjangkau 95 titik.

Pengelolaan server pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih tersebar
pada beberapa OPD. Untuk server yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Deli Serdang saat ini terdapat 6 server. Yang secara
penggunaan masih beragam antara Web Server, Mail Server, Aplikasi, Database, File
Server. Implementasi Komputasi pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih
belum terdapat OPD yang memanfaatkan teknologi komputasi. Dan hanya terdapat 1
OPD yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan sebagai proses integrasi antar
aplikasi.

7.4.1 Ketersediaan Topologi Jaringan

Terdapat 3 internet service provider (ISP) yang secara fungsi dibagi menjadi
[SP Utama, ISP Backup, dan juga ISP Jaringan Metro. Halini tergabar pada Gambar 7.2
yang mewakili penerapan jaringan intra pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang. Distribusi Jaringan FO pada OPD dan dinas terkait menggunakan jaringan
fiber optic yang didistribusikan menggunakan OLT dan Joint Box. Sedangkan untuk
distribusi jaringan metro belum menggunakan jaringan FO. Pada jaringan metro
terdapat 21 Kecamatan, 34 Puskesmas, dan 2 Rumah Sakit. Sedangkan untuk
distribusi untuk wifi publik sudah tidak lagi menggunakan Radio tetapi menggunakan
modem atau router.

Jika melihat pada eksisting topologi, tidak ditemukan penggunaan firewall dan
penerapan DMZ untuk area server. Namun dengan melihat penamaan router yang
digunakan, penerapan firewall merupakan firewall yang sudah terpasang pada
perangkat router atau yang sering kali disebut dengan mikrotik. Hal ini kurang
direkomendasikan sebagai pengamanan pertama pada infrastruktur jaringan. Perlu
adanya penggunaan firewall fisik untuk lebih memperkuat sisi keamanan jaringan.
Sedangkan penggambaran area server pada topologi lebih mengarah pada penegasan
bahwa sudah terdapat implementasi De-militarized Zone yang merupakan area khusus
untuk akses pada lingkungan server.
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Gambar 7.2 Jaringan WAN Kabupaten Deli Serdang

7.4.2 Ketersediaan Bandwidth

Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan sebelumnya, diperoleh data
terkait dengan ketersediaan bandwidth pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Pendataan bandwidth pada Tabel 7.8 merupakan bandwidth yang disediakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika Deli Serdang untuk Jaringan Intra Pemerintah.
Selain menggunakan bahan survei yang dilakukan oleh masing masing OPD, kondisi
eksisting juga melihat pada data titik sebaran bandwidth yang didapatkan dari Dinas
Komunikasi dan Informatika Deli Serdang. Terdapat beberapa OPD yang terdata belum
memiliki bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah.

Nama OPD

Tabel 7.8 Ketersediaan Bandwith

Nama Jaringan

Nama Pemilik Bandwidth

Tipe Media

jaringan

. . . |Jaringan Intra Dinas Kominfo
1| Bagian Organisasi Bagian Organisasi | Deli Serdang 0 Kabel
Bagian {i: lrilagr;;l e Dinas Kominfo
2 | Administrasi slan . . 0 Kabel
Administrasi Deli Serdang
Pembangunan
Pembangunan
. Jaringan Intra . .
3 Baglan' Tata Bagian Tata Dln.as Kominfo 0 Kabel
Pemerintahan i Deli Serdang
Pemerintahan
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Tipe Media

Nama OPD Nama Jaringan Nama Pemilik Bandwidth .=
jaringan
. Jaringan Intra Dinas Kominfo
4 | Bagian Hukum Bagian Hukum Deli Serdang 0 Kabel
. Jaringan Intra Dinas Kominfo
B Kabel
> agian Umum Bagian Umum Deli Serdang 0 abe
. Jaringan Intra
Bagle.m Bagian Dinas Kominfo
6 |Kesejahteraan . . 0 Kabel
Rakvat Kesejahteraan Deli Serdang
Y Rakyat
) Jaringan Intra
Bagian Bagian Dinas Kominfo
7 | Perencanaan dan . 0 Kabel
Keuanean Perencanaan dan | Deli Serdang
& Keuangan
. Jaringan Intra
Bagian . Bagian Dinas Kominfo
8 | Perekonomian dan . . 0 Kabel
SDA Perekonomian dan | Deli Serdang
SDA
. Jaringan Intra . .
B P D K f
9 aglan Pengadaan Bagian Pengadaan 1n_a s tominto 0 Kabel
Barang Dan Jasa Deli Serdang
Barang Dan Jasa
. Jaringan Intra
B P kol
aslan rotg o Bagian Protokol Dinas Kominfo
10 | Dan Komunikasi o . 0 Kabel
Pimpinan Dan Komunikasi | Deli Serdang
Pimpinan
Jaringan Intra . .
11 |Inspektorat Daerah | Inspektorat Dm.a s Kominfo 70 Mb Kabel
Deli Serdang
Daerah
. Jaringan Intra Dinas Kominfo
12 | Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD | Deli Serdang 70 Mb Kabel
Badan Jaringan Intra
Perencanaan Badan Dinas Kominfo
13 Perencanaan . 100 Mb Kabel
Pembangunan Deli Serdang
Daerah Pembangunan
Daerah
Jaringan Intra . .
B K D K f
1o | Bt Bdankesain | POSKI oy e
& Bangsa Dan Politik &
Jaringan Intra
Badan Pengelolaan | Badan Dinas Kominfo
15 | Keuangan Dan Aset | Pengelolaan . 70 Mb Kabel
Deli Serdang
Daerah Keuangan Dan
Aset Daerah
Jaringan Intra . .
16 Badan Pendapatan Badan Pendapatan Dm_a s Kominfo 70 Mb Kabel
Daerah Daerah Deli Serdang
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Tipe Media

Nama OPD Nama Jaringan Nama Pemilik Bandwidth =
jaringan
Badan E‘:g;ian e Dinas Kominfo
17 | Kepegawaian : . 100 Mb Kabel
Kepegawaian Deli Serdang
Daerah
Daerah
Badan ];:cllr;ian e Dinas Kominfo
18 | Penanggulangan . 70 Mb Kabel
Penanggulangan | Deli Serdang
Bencana Daerah
Bencana Daerah
Dinas Pekerjaan {;I;;lsg i’r;liz‘rc'l":lan Dinas Kominfo
19 | Umum Dan ) . 100 Mb Kabel
Umum Dan Deli Serdang
Penataan Ruang
Penataan Ruang
20 | Dinas Kesehatan J aringan Intra Dln.a s Kominfo 100 Mb Kabel
Dinas Kesehatan | Deli Serdang
Dinas Perumahan {;1;2? efl’r;rllrllfrizhan Dinas Kominfo
21 | Dan Kawasan . 100 Mb Kabel
. Dan Kawasan Deli Serdang
Permukiman .
Permukiman
. . Jaringan Intra ) .
22 Dl.nas Lingkungan Dinas Lingkungan Dln.a s Kominfo 50 Mb Kabel
Hidup . Deli Serdang
Hidup
Dinas Koperasi Dan {;I;ng le(rz)lr;t:;si Dinas Kominfo
23 | Usaha Kecil p . . 100 Mb Kabel
Dan Usaha Kecil Deli Serdang
Menenngah
Menenngah
24 | Dinas Pendidikan Jaringan Intra Dinas Kominfo 100 Mb Kabel
Dinas Pendidikan | Deli Serdang
Dinas {;rmgan Intra N S
25 | Perindustrian Dan tnas . thas nominto 70 Mb Kabel
Perindustrian Dan | Deli Serdang
Perdagangan
Perdagangan
Dinas ]a_rlngan Intra
Kepemudaan Dinas
26 | Olahraga, Kepemudaan, binas Kominfo |, \p Kabel
Olahraga, Deli Serdang
Kebudayaan Dan
o Kebudayaan Dan
Pariwisata o
Pariwisata
Dinas {;I;Efan Intra
27 Kependudukan Kependudukan Dm.a s Kominfo 70 Mb Kabel
Dan Pencatatan Deli Serdang
Sipil Dan Pencatatan
p Sipil
Dinas Jaringan Intra . .
28 | Pengendalian Dinas g;rllflgeli((;;nrinfo 50 Mb Kabel
Penduduk, KB, Pengendalian &
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Tipe Media

Nama OPD Nama Jaringan Nama Pemilik Bandwidth .=
jaringan
Pemberdayaan Penduduk, KB,
Perempuan Dan Pemberdayaan
Perlindungan Anak | Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
Dinas {;l;glsgan Intra
29 Pemberdayaan Pemberdayaan Dm_a s Kominfo 70 Mb Kabel
Masyarakat Dan Deli Serdang
Masyarakat Dan
Desa
Desa
30 |Dinas Perikanan J a_rlngan Iptra Dm_a s Kominfo 70 Mb Kabel
Dinas Perikanan Deli Serdang
. Jaringan Intra . .
S permbungan | DS Deliercang | SOMb | Kabel
5 Perhubungan &
32 | Dinas Sosial J a.rlngan I.ntra Dln.a s Kominfo 50 Mb Kabel
Dinas Sosial Deli Serdang
. Jaringan Intra . .
33 Dinas . Dinas Dm.a s Kominfo 70 Mb Kabel
Ketenagakerjaan . Deli Serdang
Ketenagakerjaan
. ... |Jaringan Intra . .
34 | Dinas Komunikasi |5, o " omunikasi | Dnas Kominfo |54 vy, Kabel
Dan Informatika . Deli Serdang
Dan Informatika
35 |Dinas Pertanian J a_rlngan Intr:.:l Dm_a s Kominfo 50 Mb Kabel
Dinas Pertanian Deli Serdang
. Jaringan Intra . .
36 Dinas Ketahanan Dinas Ketahanan Dm_a s Kominfo 70 Mb Kabel
Pangan Deli Serdang
Pangan
Dinas {;a.rlngan Intra o -
37 |Perpustakaan Dan tnas 1n_a > homimio 70 Mb Kabel
. Perpustakaan Dan | Deli Serdang
Arsip .
Arsip
Dinas Penanaman ]a_rlngan Intra
Dinas Penanaman
Modal Dan Modal D Dinas Kominf
38 |Pelayanan odal an 1n_as oo 70 Mb Kabel
> Pelayanan Deli Serdang
Perizinan Terpadu .
. Perizinan Terpadu
Satu Pintu .
Satu Pintu
. Jaringan Intra . .
39 Dinas Pemadam Dinas Pemadam Dm_as Kominfo 0 Kabel
Kebakaran Deli Serdang
Kebakaran
.. Jaringan Intra . .
40 |Satuan Polisi Satuan Polisi Dinas Kominfo | ;g\, Kabel
Pamong Praja . Deli Serdang
Pamong Praja
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Tipe Media

Nama OPD Nama Jaringan Nama Pemilik Bandwidth =
jaringan
. Jaringan Intra . .
41 |Rumah Sakit Rumah Sakit Dinas Kominfo |7\, Kabel
Umum Daerah Deli Serdang
Umum Daerah
Jaringan Intra . .
42 Kecamatan Lubuk Kecamatan Lubuk Dm,a s Kominfo 10 Mb Kabel
Pakam Deli Serdang
Pakam
Jaringan Intra . .
i e e I
Labuhan Deli &
. Jaringan Intra Dinas Kominfo
44 | Desa Sekip Desa Sekip Deli Serdang 10 Mb Kabel
Jaringan Intra . .
Desa P D K f
45 | %% ematang Desa Pematang 1n.as OmInio 10 Mb Kabel
Johar Deli Serdang
Johar
Jaringan Intra Dinas Kominfo
46 |RSUD Pancur Batu RSUD Pancur Batu | Deli Serdang 10 Mb Kabel
Jaringan Intra . .
47 Puskesmas Lubuk Puskesmas Lubuk Dm.as Kominfo 10 Mb Kabel
Pakam Pakam Deli Serdang

Total ISP yang mensupport seluruh persebaran bandwidth pada Jaringan Intra
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah 4 ISP yang dapat dilihat pada Tabel 7.9

Tabel 7.9 Eksisting Ketersediaan Akses Internet (Bandwith)

No Akses Internet Bandwith
Telemedia Network
Cakrawala
2 |Inter Media Link Solusi 400 Mbps
3 |Jaya Karta Solusindo 170 Mbps
4 | Arta media Lintas Nusa 220 Mbps

Selain internet atau bandwidth yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika, masih banyak OPD yang ada pada Kabupaten Deli Serdang yang masih
melakukan sewa internet secara mandiri dengan provider. Alasan yang diberikan
cukup beragam mulai dari kurangnya bandwidth yang diberikan kominfo hingga
adanya kebutuhan pengawasan secara mandiri oleh OPD. Pada Tabel 7.10 merupakan
detail dari pengadaan bandwidth mandiri yang dilakukan oleh masing masing OPD
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Kode
(0)4))

Tabel 7.10 Pengadaan Bandwith Mandiri

Nama OPD

Bandwidth Mandiri

Alasan pengadaan bandwidth
mandiri

1 |Bagian Organisasi Tidak ada Tidak ada
2 Bagian Administrasi Tidak ada Tidak ada
Pembangunan
3 Baglan. Tata Tidak ada Tidak ada
Pemerintahan
4 | Bagian Hukum Tidak ada Tidak ada
Karena memang lebih dulu
berlangganan dengan indihome
daripada internet yang diberikan
oleh KOMINFO. Langganan ke
Telkom indihome bagian | indihome tidak dicabut karena
umum 50 Mbps; bagian |yang dari kominfo masih kurang,
kesra 50Mbps; bagian kebutuhan internet disini banyak.
5 | Bagian Umum pembangunan Untuk rumah dinas Sekda 50Mbps,
perencanaan 100Mbps; |rumah dinas bupati 100Mbps,
bagian perencanaan dan |rumah dinas wakil bupati 100
keuangan 50Mbps Mbps. Sedangkan untuk rumah
dinas itu kami tidak menggunakan
provider indihome melainkan inter
medialink solusi, aplikasi lintasarta
dan nusanet.
Bagian
6 | Kesejahteraan Tidak Ada Tidak Ada
Rakyat
7 |Bagian Perencanaan Tidak Ada Tidak Ada
dan Keuangan
Bagian
8 | Perekonomian dan Tidak Ada Tidak Ada
SDA
. IMS 50 Mbps Dedicated | perlu hak akes yang besar karena
Bagian Pengadaan . . . .
9 danBackup dari website LPSE terintegarasi secara
Barang Dan Jasa .
Bag.Umum nasional
Bagian Protokol Dan
10 |Komunikasi Tidak ada Tidak ada
Pimpinan
11 |Inspektorat Daerah iya kebutuhan pegawai dalam
melakukan browsing/kirim email
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Kode

Alasan pengadaan bandwidth

OPD Nama OPD Bandwidth Mandiri mandiri
dalam hal keperluan pelaporan
hasil pemeriksaan
12 | Sekretariat DPRD Ada, 150 Mbps Manajable,
Badan Perencanaan . .
13 | Pembangunan Indihome, 15 Kebutuhan, meskipun saat siang
juga sering down.
Daerah
Badan Kesatuan . .
14 Bangsa Dan Politik Tidak ada Tidak ada
Badan Pengelolaan 100 MB dari Indosat 50 | Karena ada server dan aplikasi
15 |Keuangan Dan Aset S :
MB dari Indihome simda
Daerah
penyediaan mandiri supaya
16 gzg::hPendapatan ada. 100Mbps jaringan tidak lambat dan bisa
diawasi oleh tim IT OPD mandiri
Karena akses jaringan dari
Badan Kepegawaian kominfo dibatasi dan sering terjadi
17 beg YA, 150 MBPS gangguan internet sehingga dapat
Daerah :
menghambat pekerjaan dan
operasional kantor
Badan
18 |Penanggulangan mendukung kinerja pegawai
Bencana Daerah Ya Indihome, 30 Mbps
Dinas Pekerjaan . .
19 | Umum Dan Penataan Ya, 100 Mbps Kura_ngnya bandw1d_t h dari
kominfo dan sebagai cadangan
Ruang
20 |Dinas Kesehatan ada, 50 Mbps untuk server
Dinas Perumahan . . e s
21 | Dan Kawasan Ya, 100 Mbps Dari kominfo kurang, jadi lebih
X leluasa
Permukiman
Dinas Lingkungan Ya., Indihome seba_gal back up, apgblla jaringan
22 ) menyediakan sebesar 20 | kominfo mengalami gangguan
Hidup .
Mbps koneksi
Dinas Koperasi Dan o .
23 | Usaha Kecil Indiehome, 50 MBPS B.UtUh o tuk k1_r1m file, webiner
bisa lebih stabil
Menengah
karena sudah berlangganan sejak
_ o ] lama sebelum kominfo
24 | Dinas Pendidikan Iya, 20 Mbps Indihome | . amberikan jaringan intra
pemerintah. tetap dipertahankan
karena kita membutuhkan
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Kode

Alasan pengadaan bandwidth

OPD Nama OPD Bandwidth Mandiri mandiri
kecepatan internet OPD Dinas
Pendidikan yang lebih stabil dan
lebih cepat.
25 Dinas Perindustrian indihome, 40MBPS butuh internet yang stabil
Dan Perdagangan
sebelum kominfo memberi akses
jaringan kepada OPD-OPD.
Dispora telah berlangganan
Dinas Kepemudaan, deng'an pasangan tower pada 2017
Olahraga providenya adalah Neuviz.
26 ’ 35Mbps KOMINFO memberikan akses
Kebudayaan Dan . .
. jaringan internet setahun
Pariwisata
setelahnya. Tetap berlangganan
Neuviz karena untuk upload butuh
internet yang cepat sedangkan
dari kominfo kurang mencukupi.
Dinas
27 | Kependudukan Dan Tidak ada Tidak ada
Pencatatan Sipil
Dinas Pengendalian
Penduduk, KB,
. untuk mendukung percepatan
28 |Pemberdayaan iya . .
akses internet dalam bekerja
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Dinas
Pemberdayaan o Kurang nya bandwith dari
29 Masyarakat Dan ya (indihome) kominfo
Desa
30 |Dinas Perikanan Tidak ada Tidak ada
31 |Dinas Perhubungan Tidak ada Tidak ada
32 | Dinas Sosial Iya. Indihome 20Mbps | Terlalu banyak user
33 Dinas Ya (Indihome 20 Mbps) | untuk menambah kecepatan
Ketenagakerjaan p p
Dinas Komunikasi Masih ada. Untuk
34 . kapasitas bandwidth | Sebagai jaringan backup
Dan Informatika .
tidak tahu
35 | Dinas Pertanian 10 Mbps Sebagai Backup
36 Dinas Ketahanan 20 Mbps Kebutuhan Pelayanan yang lebih
Pangan besar
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Kode Alasan pengadaan bandwidth

OPD Nama OPD Bandwidth Mandiri mandiri
37 Dinas Pgrpustakaan Tidak ada Tidak ada
Dan Arsip
Dinas Penanaman
Modal Dan YA, 230 Mbps - Indosat
38 . 30 Mbps - Indihome 200 | Memaksimalkan pelayanan
Pelayanan Perizinan Mbbs
Terpadu Satu Pintu p
Dinas Pemadam karena kominfo memberikan
39 |Kebakaran dan 50mbps akses hanya untuk subbag
Penyelamatan keuangan untuk akses SIMDA
Satuan Polisi Ya, Telkom Indihome. .
40 Pamong Praja Kecepatan 50Mbps Kecepatan yang stabil
Bandwidth yang di Sediakak oleh
41 Rumah Sakit Umum 100 Mbos KOMINFO tidak Mencukupi
Daerah Deli Serdang p kebutuhan Bandwidth di RSUD
Deli serdang
42 Kecamatan Lubuk Ya, Indihome 40 mbps | karena butuh internet yang stabil
Pakam
43 Kec.amatan Labuhan Tidak ada Tidak ada
Deli
45 | Desa Sekip Iya, Indihome 20 MBps | Butuh internet stabil
45 Desa Pematang 20 Mbps Kall“ena banyaknya yang memakai
Johar jaringan
46 | RSUD Pancur Batu Ya, 100 Mbps koneksi internet dari kominfo
sering putus, banyakan hilangnya
Puskesmas Lubuk Tidak tahu, kemungkinan 50Mbps
47 Ya, o
Pakam minimal

7.5 Kondisi Eksisting Pusat Data atau Ruang Server

Berdasarkan dengan Peraturan Presiden No0.95 Tahun 2018, Pusat Data atau
Server memiliki definisi sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem
elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan
dan pengolahan data, dan pemulihan data. Dari hasil pengumpulan data survey yang
dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat 30 Server yang dimiliki
oleh 24 OPD. Mayoritas server digunakan sebagai server multi fungsi, yaitu sebesar
65% atau 18 Server dimana fungsinya terbagi antara web server, mail server, file
server, dan database, untuk penggunaan server sebagai database dan web server
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masing masing sebesar 4% atau 4 server dan terakhir penggunaan server sebagai
penyimpanan aplikasi yaitu 7% atau 2 server seperti ditunjukkan pada Gambar 7.3

PENGGUNAAN SERVER

B Web Server

H Aplikasi

M Database

B Multi Fungsi (web server,
mail server, file server dan
database)

Gambar 7.3 Persentase Penggunaan Server

7.5.1 Daftar Server

Berdasarkan dengan Kondisi Eksisting terkait dengan data server yang ada
pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa daftar server yang
dimiliki dan dikelola oleh beberapa OPD. Jumlah eksisting server yang tersedia saat ini
adalah sebanyak 30 server. Secara yang dapat dilihat pada Tabel 7.11. Secara detail
terkait dengan server eksisting yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
dapat dilihat pada Tabel 7.11

Tabel 7.11 Eksisting Ketersediaan Server Kabupaten Deli Serdang

lé(;)d; (0)J)) Nama Server Deskripsi Server Pen{g egl:lllsman E;i‘::g‘f
Bagian
9 Pengadaan Server LPSE Deli | Server penggunaan web server LPSE Deli
Barang Dan Serdang LPSE Deli Serdang Serdang
Jasa
Bagian
g |Penmgadaan ¢ oo DRCLPSE |Server Backup LPSE |- Pihak
Barang Dan ketiga
Jasa
Server ini
Sekretariat . digunakan untuk Sekretaris
12 DPRD Server aplikasi mgnyimpan aplikasi Web server DPRD
SIKKAD
Badan
Pengelolaan Server BPKA untuk Milik
15 IBM X 3650 aplikasi simda Aplikasi .
Keuangan Dan Sendiri
keuangan
Aset Daerah
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Kode .. Jenis Pemilik
OPD (0)J)) Nama Server Deskripsi Server Penggunaan Server
Badan Digunakan untuk
. . Web Server
16 |Pendapatan Tapping Box menyimpan data Bapenda
. Dan Database
Daerah Tapping box
untuk pengelolaan
aplikasi SIMPATDA
(pajak Restoran,
parkir, Hotel,
Badan Hiburan, Sarang Web Server &
17 | Pendapatan g%ﬁATDA &E- Burung Wallet, PJU, |Database Bapenda
Daerah ABT dll) dan EPADI | Server
(aplikasi integrasi
SIMPATDA,
SISMIOP NG dan
BPHTB Online)
Badan Server Backup gz';?k]))a;:gerljerahhan Web Server
18 |Pendapatan Database PBB ) Dan Database | Bapenda
Perpajakan ke
Daerah 2017 Server
Bapenda
Badan Web Server
19 |Pendapatan SISMIOP NG Aplikasi data PBB Bapenda
dan Database
Daerah
Badan Pengelolaan
20 | Pendapatan Server Database 5 Web Server | Bapenda
Database
Daerah
Server BKD
menampung semua BKD
Badan database dan vps Webserver Kabupaten
21 |Kepegawaian |BKD SERVER abase can vp DSErver, up
Daerah dari aplikasi Aplikasi, Deli
aplikasi yang ada di Serdang
bkd
Dinas . Mendukung Dinas .
Pekerjaan Apilkasi Sistem Pekerjaan
23 |Umum Dan Server PUPR p . . Web Server | Umum dan
Informasi Arsip
Penataan Penataan
Surat
Ruang Ruang
Dinas Penyimpanan data DINAS
24 [P PBX aplikasi PSC - Public | Database KESEHATA
Kesehatan .
Service Center N
Dinas dinas
Kependuduka kependudu
31 |nDan SIAK HP ML G6, ¢ database kan dan
Pencatatan pencatatan
Sipil sipil
server untuk
. aplikasi (detail — dinas
35 gg;iibun an Server DISHUB | aplikasi tidak dapat ?grl‘llke?l perhubung
5 di bagikan OPD an
bersangkutan)
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lé(;’(:)e (0)J)) Nama Server Deskripsi Server Pen{geg?lllslaan PSZT‘;:::(
Dinas Dinas
38 Komunikasi HP Proliant Tipe DL 180 Gen 9 Webserver, | Komunikasi
Dan Database dan
Informatika Informatika
Web
Dinas Server,Mail Dinas
Komunikasi Server,Aplikas| Komunikasi
39 Dan Zyrex Type RM150 i,Databaspe,File dan
Informatika Server,Active | Informatika
Directory
Web
Dinas Server,Mail Dinas
Komunikasi Server,Aplikas| Komunikasi
40 Dan Zyrex Type RM150 i,Databaspe,File dan
Informatika Server,Active | Informatika
Directory
Web
Dinas Server,Mail Dinas
Komunikasi Server,Aplikas| Komunikasi
41 Dan Zyrex Type RM 150 i,Databaspe,File dan
Informatika Server,Active | Informatika
Directory
. Web
Dinas .
Komunikasi Server,Mal.l .
42 Dan Zyrex Type RM150 Server,Aplikas| High End
. i,Database,File
Informatika
Server
Dinas Web . Dinas
Komunikasi Server,Mail Komunikasi
43 Dan IBM Type X3530M4 Server,Aplikas dan
Informatika I, Database,File Informatika
Server
44 ]lztler;:;nian Dinas pertanian |- - -
Dinas
Penanaman Web Server,
Modal Dan . . . .
47 |Pelayanan perlzman.del_lse Sgrver utam:fl yang |Mail Server DPMPTSP
. rdangkab.go.id |diakses publik dan File
Perizinan Server
Terpadu Satu
Pintu
Dinas
Penanaman
Modal Dan perizinan2.deli
48 | Pelayanan serdangkab.go.i | Databse Server Database DPMPTSP
Perizinan d
Terpadu Satu
Pintu
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http://perizinan.deliserdangkab.go.id/
http://perizinan.deliserdangkab.go.id/
http://perizinan2.deliserdangkab.go.id/
http://perizinan2.deliserdangkab.go.id/
http://perizinan2.deliserdangkab.go.id/

Kode .. Jenis Pemilik
OPD (0)J)) Nama Server Deskripsi Server Penggunaan Server
. Web
Rumah Sakit . RSUD DELI
51 Umum Daerah Server SIMRS Dell .Server,Apllkas SERDANG
i,Data base
c; |RumahSakit |Server Dell ‘SNeb Aolikas| RSUD DELI
Umum Daerah | SISMADAK € >CIVenLAPIXAS| SERDANG
i,Data base
. Web
Rumah Sakit . . RSUD DELI
51 Umum Daerah Server E-Claim Dell Server,Apllkas SERDANG
i,Data base
. . Web
51 Rumah Sakit Server E-Claim A S Aolik RSUD DELI
Umum Daerah | Training Sus >CIVELADIKAS| gERDANG
i,Data base
Web
Rumah Sakit . . RSUD DELI
51 Umum Daerah Server Website |Lenovo Server,Aphkas SERDANG
i,Data base
. . Web
51 Rumah Sakit | Server Training IBM Server,Aplikas RSUD DELI
Umum Daerah | SIMRS . ! SERDANG
i,Data base
54 | Desa Sekip Desa Sekip Desa Sekip Data Base -

7.5.2 Aspek Pusat Data

Aspek pusat data merupakan salah satu tolak ukur kelayakan atau kesiapan
sebuah ruang server dalam memenuhi fungsinya. Terutama apabila ruang server
tersebut direncanakan untuk menampung kebutuhan atau pemusatan pusat data
pemerintah daerah. Aspek ruang server diturunkan dari TIA-942. Berdasarkan hasil
survei yang sudah dilakukan, terdapat 13 OPD yang mengisikan aspek ruang server
yang dimiliki. Dari Tabel 7.12 dapat dilihat bahwa Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa lebih banyak memenuhi aspek yang direkomendasikan untuk ruang server.

Tabel 7.12 Eksisting Aspek Pusat Data (Ruang Server)

Aspek Ruang Server H

Pintu masuk lebih dari satu Ada
Ruangan khusus untuk Ada
memonitoring server
Raised floor Ada
_ UPS Ada
1 Bagian Pengadaan Cooling system Ada
Barang Dan Jasa _
Pengamanan sebelum memasuki
Ada
pusat data
Cadangan listrik (power backup) Ada
AC Ada
Master sleve AC Ada
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‘ No OoPD ‘ Aspek Ruang Server Ada Tidak

Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Ada
CCTV Ada
T_erdapat standar keamanan yang Ada
digunakan pada pusat data
Pintu masuk lebih dari satu Tidak
Ruangan khusus untuk
memonitoring server Ada
Raised floor Ada
UPS Ada
Cooling system Ada
Pengamanan sebelum memasuki
pusat data Ada

2 Sekretariat DPRD Cadangan listrik (power backup) Ada
AC Ada
Master sleve AC Ada
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Ada
CCTV Ada
T_erdapat standar keamanan yang Ada
digunakan pada pusat data
Pintu masuk lebih dari satu Tidak
rillea;;lg?lﬁoring sl(:?\l/l;: ] nt Tidak
Raised floor Tidak
UPS Ada
Cooling system Ada
Pengamanan sebelum memasuki Tidak

Badan Pengelolaan pusat data
3 Keuangan Dan Aset | Cadangan listrik (power backup) Ada
Daerah AC Ada

Master sleve AC Ada
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Tidak
CCTV Tidak
T_erdapat standar keamanan yang Tidak
digunakan pada pusat data
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No ‘ OPD ‘ Aspek Ruang Server ‘ Ada Tidak

Pintu masuk lebih dari satu Ada

Ruangan khusus untuk
memonitoring server

Raised floor Tidak
UPS Ada

Cooling system Ada

Pengamanan sebelum memasuki
pusat data

4 Badan Pendapatan | cadangan listrik (power backup) Ada
Daerah AC Ada
Master sleve AC Tidak
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Tidak

CCTV Ada

Terdapat standar keamanan yang
digunakan pada pusat data

Pintu masuk lebih dari satu Ada

Ruangan khusus untuk
memonitoring server

Raised floor Tidak
UPS Tidak
Cooling system Ada

Pengamanan sebelum memasuki
pusat data

5 Badan Kepegawaian | cadangan listrik (power backup) Ada
Daerah AC Ada
Master sleve AC Ada
Pendeteksi asap Ada
Pendeteksi api Ada
Labelling kabel Tidak
CCTV Tidak
Terdapat standar keamanan yang
digunakan pada pusat data

Pintu masuk lebih dari satu Tidak

_ _ Ruangan khusus untuk Tidak
Dinas Pekerjaan memonitoring server 1da
6 Umum Dan Penataan Raised floor Tidak

Ruang

Tidak

Ada

Tidak

Ada

Tidak

Tidak

UPS Ada
Cooling system Ada
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‘ No OoPD ‘ Aspek Ruang Server Ada Tidak

gﬁzag?(rgigan sebelum memasuki Tidak
Cadangan listrik (power backup) Ada
AC Ada
Master sleve AC Tidak
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Ada
CCTV Tidak
Terdapat standar keamanan yang Tidak
digunakan pada pusat data
Pintu masuk lebih dari satu Ada
rljll:a?rrllgiioring sl(:?\l/ls;l ] nt Tidak
Raised floor Tidak
UPS Ada
Cooling system Ada
gﬁgagf(r;igan sebelum memasuki Tidak

7 Dinas Kesehatan Cadangan listrik (power backup) Ada
AC Ada
Master sleve AC Tidak
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Ada
CCTV Ada
T_erdapat standar keamanan yang Tidak
digunakan pada pusat data
Pintu masuk lebih dari satu Ada
Ruangan khusus untuk
memonitoring server Ada
Raised floor Tidak
UPS Ada

g | Dinas Kependudukan | Cooling system Ada

Dan Pencatatan Sipil | Pengamanan sebelum memasuki Ada

pusat data
Cadangan listrik (power backup) Ada
AC Ada
Master sleve AC Ada
Pendeteksi asap Tidak
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No ‘ OPD ‘ Aspek Ruang Server ‘ Ada Tidak

Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Ada
CCTV Ada
T.erdapat standar keamanan yang Tidak
digunakan pada pusat data
Pintu masuk lebih dari satu Tidak
Ruangan khusus untuk
memonitoring server Ada
Raised floor Tidak
UPS Ada
Cooling system Ada
Pengamanan sebelum memasuki
pusat data Ada

9 Dinas Perhubungan | Cadangan listrik (power backup) Ada
AC Ada
Master sleve AC Tidak
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Ada
CCTV Ada
T.erdapat standar keamanan yang Ada
digunakan pada pusat data
Pintu masuk lebih dari satu Tidak
Ruangap _ khusus untuk Ada
memonitoring server
Raised floor Tidak
UPS Ada
Cooling system Tidak
Pengamanan sebelum memasuki
pusat data Ada

10 Dinas Komuni1.<asi Dan | cadangan listrik (power backup) Ada

Informatika AC Ada

Master sleve AC Tidak
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Ada
CCTV Ada
Terdapat standar keamanan yang Ada
digunakan pada pusat data

11 Dinas Pertanian Pintu masuk lebih dari satu Tidak
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‘ No OoPD ‘ Aspek Ruang Server Ada Tidak

;Rnlirrllgiioring sl;?\llles;l ] n Tidak
Raised floor Tidak
UPS Ada
Cooling system Tidak
Iljﬁl;ag:(rir;gan sebelum memasuki Tidak
Cadangan listrik (power backup) Tidak
AC Ada
Master sleve AC Ada
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Tidak
CCTV Ada
Terdapat standar keamanan yang Tidak
digunakan pada pusat data
Pintu masuk lebih dari satu Tidak
rljluea;:llgflli?coring sl(:?\lzlj: ] nt Tidak
Raised floor Tidak
UPS Ada
Cooling system Ada
Dinas Penanaman Pengamanan sebelum memasuki Ada
1o | Modal Dan Pelayanan pusat data — .
Perizinan Terpadu Cadangan listrik (power backup) Tidak
Satu Pintu AC Ada
Master sleve AC Ada
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Ada
CCTV Ada
T_erdapat standar keamanan yang Tidak
digunakan pada pusat data
Pintu masuk lebih dari satu Ada
Ruangap . khusus untuk Ada
Rumah Sakit Umum | Mmemonitoring server
13 Daerah Raised floor Tidak
UPS Ada
Cooling system Tidak
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No‘ OPD ‘ Aspek Ruang Server H Ada ‘ Tidak

Pengamanan sebelum memasuki

pusat data Ada
Cadangan listrik (power backup) Ada

AC Ada

Master sleve AC Ada
Pendeteksi asap Tidak
Pendeteksi api Tidak
Labelling kabel Ada

CCTV Tidak
Terdapat standar keamanan yang Tidak
digunakan pada pusat data

7.6 Komputasi

Secara umum komputasi memiliki pengertian jenis pemrosesan informasi
untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan kombinasi formula
tertentu. Dalam konteks SPBE, komputasi dibedakan menjadi 2, yaitu komputasi
awan yang berfokus pada penggunaan perangkat lunak pada sistem cloud. Sedangkan
fasilitas komputasi lebih mengarah pada metode komputasi yang lebih komplek
seperti halnya cloud computing ataupun pemrosesan sebuah program dengan sistem
cloud.

7.6.1 Komputasi Awan

Komputasi Awan merupakan lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur
lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa
sistem Infrastructure as a Services (IaaS), Platform as a Services (PaaS), dan Software
as a Services (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan Big
Data as a Services (BdaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan
komputasi awan dengan Security as a Services (SecaaS). Komputasi awan yang umum
digunakan adalah google drive yang tidak hanya menyediakan media penyimpanan
tetapi juga media pengolah angka, pengolah kata dan lainnya.
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PERSENTASE PEMANFAATAN KOMPUTASI AWAN

B Menggunakan Komputasi Awan

B Tidak Menggunakan Komputasi
Awan

Gambar 7.4 Persentase Pemanfaatan Komputasi Awan

Seperti halnya yang ditunjukkan pada Gambar 7.4, mayoritas OPD belum
memanfaatkan media komputasi awan sebagai pendukung dari operasional pekerjaan.
Hanya terdapat 5 OPD atau 10% yang menggunakan media komputasi awan, yaitu
Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Badan kepegawaian Daerah, dan Dinas Pertanian.

7.6.2 Fasilitas Komputasi (Server)

Terkait dengan fasilitas komputasi awan berdasarkan draf SPBE Nasional
berupa pusat data nasional, pusat komputasi dan pusat kendali yang bersifat nasional
dan dapat terdiri dari milik SKPD yang sudah sesuai dengan standar nasional. Dalam
ruang lingkup daerah pusat data dapat diwakilkan dengan ruang server, sedangkan
untuk pusat komputasi kendali dapat berupa command center. Pemanfaatan pusat
komputasi cenderung membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, sehingga tidak
banyak yang menerapkan untuk tingkat OPD. Namun kelebihan dari fasilitas
komputasi yang memadai salah satunya adalah dapat digunakan secara berbagi pakai
dengan SKPD lain. Untuk saat ini belum ada OPD yang menggunakan fasilitas
komputasi untuk mendukung proses kerja.

7.7 Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan Peraturan Presiden No0.95 Tahun 2018 mengenai sistem
penghubung layanan yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam melakukan
integrasi layanan yang telah didukung dengan aplikasi. Sistem penghubung layanan
dapat direalisasikan dalam bentuk Web Service, API (point to point maupun gateway),
dan database. Tabel 7.13 menjelaskan Kondisi Eksisting dari Sistem Penghubung
Layanan di Kabupaten Deli Serdang.
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Tabel 7.13 Eksisting Sistem Penghubung Layanan

Kode Nama Sistem © s Jenis Sistem
OPD Nama OPD Penghubung DesKkripsi Sistem Penghubung
Aplikasi Upload data
1 Bagian esr.menpan.go.id dukung untuk Penilaian Website
Organisasi ' e Nilai SAKIP Kabupaten oleh | Application
MENPAN RB
Badan Untuk Web Api dengan
16 | Pendapatan EPADI API Dinas Perizinan dalam hal Web APi
Daerah Kerjasama KSWP
Badan Untuk menampilkan data
17 | Pendapatan API REALISASI Realisasi Pajak ke Dasboard | Web Api
Daerah Eksekutif Kominfo
Dinas .
34 | Komunikasi Dan | webservice JDIH | Scruot API webservice
. JDIH
Informatika
41 Rumah Sakit Web Service Bridging Aplicare dengan AP
Umum Daerah Aplicare SIMRS

Dari total 47 OPD yang di survei, hanya terdapat 4 OPD yang menggunakan
sistem penghubung layanan. Ke empat OPD tersebut menggunakan jenis sistem
penghubung layanan API point to point dan web service. 4 OPD tersebut adalah
Bagian Organisasi, Badan Pendapatan Daerah 2 sistem penghubung layanan, Dinas
Komunikasi dan Informatika, serta Rumah Sakit Umum Daerah.

7.8 Perangkat Keras dan Lunak

Berdasarkan Peraturan Presiden No0.95 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 15
menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE terdiri dari semua jenis perangkat yang
meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang
utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan
penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik
lainnya.

Kondisi eksiting infrastruktur yang terdapat pada Pemerintahan Kabupaten
Deli Serdang diklasifikasikan menjadi empat jenis perangkat yaitu perangkat keras dan
perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari Perangkat Keras Utama, Perangkat
Periferal, Perangkat Jaringan dan Perangkat Media Penyimpanan. Sedangkan
perangkat lunak yang terdiri dari sistem operasi dan aplikasi perkantoran digunakan
sebagai penunjang dalam pelaksanaan infrastruktur SPBE pada Pemerintahan
Kabupaten Deli Serdang.

7.8.1 Ketersediaan Perangkat Keras

Perangkat keras terbagi menjadi 4 poin pembahasan yaitu, perangkat keras
utama, perangkat keras periferal, perangkat jaringan, dan perangkat lainnya.
Secara mendetail akan dijelaskan berikut ini
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a) Perangkat Keras Utama

Perangkat keras yang dimaksud adalah perangkat keras utama yang dimiliki
oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari PC, Laptop dan printer
yang digunakan untuk menunjang setiap pekerjaan pada masing-masing OPD. Berikut
kondisi eksisting masing masing perangkat keras

e Perangkat Personal Computer (PC)

Eksisting perangkat PC yang ada didapatkan melalui hasil survei dan
terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan, yaitu > 5 Tahun, 1-5 Tahun dan
< 1 Tahun. Total jumlah perangkat PC sejumlah 900 PC dimana mayoritas PC
berusia diatas 5 tahun dengan jumlah 455 PC. Secara detail dapat dilihat pada
Tabel 7.14

Tabel 7.14 Eksisting Perangkat Periferal PC

Deskripsi Periferal

OPD Pemilik ot >=5 1.5 <= Jumlah
Tahun Tahun 1Tahun

Bagian Organisasi PC 0 7 0 7
Bagian Administrasi PC 7 0 9
Pembangunan
Bagian Tata Pemerintahan PC 1 0 0 1
Bagian Hukum PC 2 1 0 3
Bagian Umum PC 7 0 0 7
Bagian Kesejahteraan Rakyat PC 0 3 0 3
Bagian Perencanaan dan PC 0 0 0 0
Keuangan
Bagian Perekonomian dan SDA PC 3 0 0 3
Bagian Pengadaan Barang Dan pC - 0 0 -
Jasa
Bagian _Prot_oklol D_an PC 3 0 3
Komunikasi Pimpinan
Inspektorat Daerah PC 15 0 15
Sekretariat DPRD PC 14 0 0 14
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah P 0 10 0 10
Ba@a.n Kesatuan Bangsa Dan PC 0 4 0 4
Politik
Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah pC 14 23 0 37
Badan Pendapatan Daerah PC 0 0 0 0
Badan Kepegawaian Daerah PC 0 24 0 24
Badan Penanggulangan PC 0 7 0 7
Bencana Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Dan PC 38 57 11 101
Penataan Ruang
Dinas Kesehatan PC 20 5 0 25
Dinas Pe.rumahan Dan Kawasan PC 21 22 6 49
Permukiman
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Deskripsi Periferal

OPD Pemilik ot >=5 | 1.5 <= Jumiah
Tahun | Tahun 1Tahun
Dinas Lingkungan Hidup PC 6 0 0 6
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil PC 1 0 0 1
Menengah
Dinas Pendidikan PC 44 41 0 85
Dinas Perindustrian Dan PC 8 3 0 11
Perdagangan
Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan Dan Pariwisata pC 19 2 0 21
Dinas Kepen(_iu.dukan Dan PC 0 43 16 59
Pencatatan Sipil
Dinas Pengendalian Penduduk,
KB, Pemberdayaan Perempuan PC 0 1 0 1
Dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa pC 1 4 0 >
Dinas Perikanan PC 10 2 0 12
Dinas Perhubungan PC 10 0 0 10
Dinas Sosial PC 5 7 0 12
Dinas Ketenagakerjaan PC 0 14 0 14
Dinas Ko_mumka51 Dan PC 17 1 0 18
Informatika
Dinas Pertanian PC 70 0 0 70
Dinas Ketahanan Pangan PC 7 3 1 11
Dinas Perpustakaan Dan Arsip PC 3 1 5 9
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu PC 8 28 1 37
Satu Pintu
Dinas Pemadam Kebakaran dan PC 0 0 0 0
Penyelamatan
Satuan Polisi Pamong Praja PC 12 6 0 18
Rumah Sakit Umum Daerah Deli PC 60 40 30 130
Serdang
Kecamatan Lubuk Pakam PC 9 1 0 10
Kecamatan Labuhan Deli PC 8 0 0 8
Desa Sekip PC 3 4 0 7
Desa Pematang Johar PC 0 1 0 1
RSUD Pancur Batu PC 3 5 0 8
Puskesmas Lubuk Pakam PC 4 3 0 7
455 375 70 900

e Perangkat Laptop

Eksisting perangkat Laptop yang ada didapatkan melalui hasil survei
dan terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan, yaitu > 5 Tahun, 1-5 Tahun
dan < 1 Tahun. Total jumlah perangkat Laptop sejumlah 653 Laptop dimana
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mayoritas Laptop berusai antara 1-5 tahun dengan jumlah 347 Laptop. Secara
detail dapat dilihat pada Tabel 7.15

Tabel 7.15 Eksisting Perangkat Periferal Laptop

Deskripsi Periferal

OPD Pemilik potd =5 15 <= el
Tahun Tahun 1Tahun ptop

Bagian Organisasi Laptop 0 5 0 5
Bagian Administrasi
Pembangunan Laptop 1 3 0 4
Bagian Tata Pemerintahan Laptop 2 5 0 7
Bagian Hukum Laptop 3 0 0 3
Bagian Umum Laptop 7 0 0 7
Bagian Kesejahteraan Rakyat Laptop 0 2 0 2
Bagian  Perencanaan dan Laptop 0 2 0 2
Keuangan
Bagian Perekonomian dan SDA | Laptop 5 0 0 5
Bagian Pengadaan Barang Dan Laptop 3 0 0 3
Jasa
Bagian Protokol Dan
Komunikasi Pimpinan Laptop 0 0 >
Inspektorat Daerah Laptop 15 0 18
Sekretariat DPRD Laptop 10 0 0 10
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Laptop 1 19 0 20
Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Laptop 0 6 0 6
Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Laptop 17 32 0 49
Badan Pendapatan Daerah Laptop 0 0 0 0
Badan Kepegawaian Daerah Laptop 0 16 0 16
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Laptop 0 > 0 >
Dinas Pekerjaan Umum Dan Laptop 50 49 9 108
Penataan Ruang
Dinas Kesehatan Laptop 12 8 0 20
Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Laptop 12 6 1 19
Dinas Lingkungan Hidup Laptop 0 5 2 7
Dinas Koperasi Dan Usaha
Kecil Menengah Laptop 0 0 1 1
Dinas Pendidikan Laptop 2 31 0 33
Dinas  Perindustrian  Dan
Perdagangan Laptop 9 6 0 15
Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan Dan Pariwisata Laptop 7 2 0 9
Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Laptop 0 20 3 23
Dinas Pengendalian Penduduk,
KB, Pemberdayaan Perempuan | Laptop 0 12 0 12
Dan Perlindungan Anak
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Deskripsi Periferal

OPD Pemilik P:E;::al >=5  1-5 <=
Tahun Tahun 1Tahun

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Y Laptop 17 6 0 23
Dinas Perikanan Laptop 21 4 0 25
Dinas Perhubungan Laptop 0 13 0 13
Dinas Sosial Laptop 3 3 0 6
Dinas Ketenagakerjaan Laptop 0 7 0 7
Dinas Komunikasi Dan

Informatika Laptop 4 0 0 4
Dinas Pertanian Laptop 20 0 0 20
Dinas Ketahanan Pangan Laptop 10 3 1 14
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Laptop 1 1 2 4
Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Terpadu | Laptop 4 28 0 32
Satu Pintu

Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan Laptop 7 0 0 7
Satuan Polisi Pamong Praja Laptop 6 1 0 7
Rumah diil;‘t Umum Daerah | ) iop | 10 20 10 40
Kecamatan Lubuk Pakam Laptop 9 5 1 15
Kecamatan Labuhan Deli Laptop 0 2 0 2
Desa Sekip Laptop 3 0 0 3
Desa Pematang Johar Laptop 0 0 2 2
RSUD Pancur Batu Laptop 0 2 0 2
Puskesmas Lubuk Pakam Laptop 3 10 0 13

274 347 32 653

¢ Perangkat Printer

Eksisting perangkat Printing yang ada didapatkan melalui hasil survei
dan terbagi ke dalam 3 kategori tahun penggunaan, yaitu > 5 Tahun, 1-5 Tahun
dan < 1 Tahun. Total jumlah perangkat Printer sejumlah 1206 Printer dimana
mayoritas Printer berusai antara 1-5 dengan jumlah 747 Printer. Secara detail
dapat dilihat pada Tabel 7.16

Tabel 7.16 Eksisting Perangkat Printer

DesKripsi Periferal

OPD Pemilik pota | >=5 15 <= puman
Tahun Tahun 1Tahun

Bagian Organisasi Printer 0 3 0 3
Bagian Administrasi Printer 4 2 0 6
Pembangunan

Bagian Tata Pemerintahan Printer 4 4
Bagian Hukum Printer 3 0 0 3
Bagian Umum Printer 7 0 1 8
Bagian Kesejahteraan Rakyat Printer 1 2 0 3
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Deskripsi Periferal

OPD Pemilik P(’:':;;‘:’;‘al >=5  1-5 <=
Tahun Tahun 1Tahun

Bagian  Perencanaan dan Printer 0 2 2 4
Keuangan
Bagian Perekonomian dan SDA | Printer 8 0 8
Bagian Pengadaan Barang Dan Printer 2 0 v
Jasa
Bagian ~ Protokol —Dan | p oo 3 0 0 3
Komunikasi Pimpinan
Inspektorat Daerah Printer 25 2 0 27
Sekretariat DPRD Printer 25 0 0 25
Badan Perencanaan Printer 0 10 0 10
Pembangunan Daerah
Bad_a.n Kesatuan Bangsa Dan Printer 1 4 0 5
Politik
Badan Pengelolaan Keuangan .
Dan Aset Daerah Printer 12 32 0 44
Badan Pendapatan Daerah Printer 0 0 0 0
Badan Kepegawaian Daerah Printer 0 26 0 26
Badan Penanggulangan Printer 0 v 0 v
Bencana Daerah
Dinas Pekerjaan Umum Dan Printer 27 83 20 130
Penataan Ruang
Dinas Kesehatan Printer 15 44 1 60
Dinas Perumz.ahan Dan Printer 15 44 1 60
Kawasan Permukiman
Dinas Lingkungan Hidup Printer 0 10 0 10
Dinas Koperasi Dan Usaha .
Kecil Menengah Printer 1 0 0 1
Dinas Pendidikan Printer 35 133 0 168
Dinas  Perindustrian Dan Printer 3 17 0 20
Perdagangan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, .
Kebudayaan Dan Pariwisata Printer 11 7 0 18
Dinas Kepelzn.dudukan Dan Printer 0 138 0 138
Pencatatan Sipil
Dinas Pengendalian Penduduk,
KB, Pemberdayaan Perempuan | Printer 0 9 0 9
Dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan .
Masyarakat Dan Desa Printer 15 0 0 15
Dinas Perikanan Printer 27 4 0 31
Dinas Perhubungan Printer 20 0 0 20
Dinas Sosial Printer 0 7 0 7
Dinas Ketenagakerjaan Printer 0 19 0 19
Dinas . Komunikasi Dan Printer 4 2 1 v
Informatika
Dinas Pertanian Printer 60 0 0 60
Dinas Ketahanan Pangan Printer 9 7 2 18
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Printer 4 1 5 10
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Deskripsi Periferal

OPD Pemilik P:ﬁ;::al =5 1-5 <=
Tahun Tahun 1Tahun
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu | Printer 8 36 0 44
Satu Pintu
Dinas Pemadam Kebakaran Printer 9 0 0 )
dan Penyelamatan
Satuan Polisi Pamong Praja Printer 6 9 0 15
Rurpah Sakit Umum Daerah Printer 20 60 20 100
Deli Serdang
Kecamatan Lubuk Pakam Printer 17 7 0 24
Kecamatan Labuhan Deli Printer 2 3 0 5
Desa Sekip Printer 0 2 0 2
Desa Pematang Johar Printer 0 2 1 3
RSUD Pancur Batu Printer 4 8 0 12
Puskesmas Lubuk Pakam Printer 0 8 0 8
400 747 59 1206

Berdasarkan dengan kondisi eksisting perangkat keras yang ada pada Tabel
7.14 - Tabel 7.16 dapat disimpulkan jumlah keseluruhan perangkat keras yang

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditampilkan pada Tabel 7.17

Tabel 7.17 Total Eksisting Perangkat Keras Utama

‘ No ‘ Nama Perangkat Keras ‘ Jumlah
1 PC 900
2 Laptop 653
3 Printer 1206

Dari hasil jumlah perangkat keras yang terdata dalam survei terdapat perangkat
keras dengan usia lebih dari 5 tahun. Hal tersebut menjadi dasar usulan untuk
pengadaan pembaharuan perangkat dengan usia diatas 5 tahun untuk mendukung
kinerja dan performa kebutuhan kantor sehari hari. Usia tersebut adalah usia optimal
untuk dilakukannya pergantian perangkat keras mengingat munculnya OS baru,
keadaptifan dalam membuka browser atau melakukan hal berat pada perangkat keras
dengan membuka aplikasi baru, serta performa perangkat keras yang sudah tidak lagi
prima.

b) Perangkat Keras Periferal

Periferal atau perangkat tambahan atau perangkat saja adalah perangkat keras
yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu
pekerjaan. Beberapa perangkat yang umum digunakan adalah pencetak, pemindai,
mikrofon dan pengeras suara. Daftar Perangkat Periferal yang yang didapatkan dari
hasil survey di seluruh OPD terdapat pada Tabel 7.18
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Nama
Periferal

Tabel 7.18 Eksisting Perangkat Periferal

DesKripsi
Periferal

Tipe
Periferal

Jumlah

Perangkat
(e-Gov)

Lokasi
Penempatan

Unit Pengelola
Network

P.F.001 Keyboard - Nirkabel 7 Bagian Umum | Bagian Umum
P.F.002 Mouse - Nirkabel 7 Bagian Umum | Bagian Umum
P.F.003 LCD tidak tahu | tidak tahu 1 Ruang rapat Administrsi
pembangunan
P.F.004 Keyboard Tidak ada Tidak ada | Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tampilan Bagian Bagian
P.F.005 Monitor Kompu ter Acer 1 Kesejahteraa | Kesejahteraan
p n Rakyat Rakyat
Tambilan Bagian Bagian
P.F.006 Monitor Kompu ter Mx 1 Kesejahteraa | Kesejahteraan
p n Rakyat Rakyat
Alat untuk
menginput Bagian Bagian
P.F.007 Keyboard | data angka, Vortex 2 Kesejahteraa | Kesejahteraan
huruf dan n Rakyat Rakyat
simbol
Alat untuk . .
input data Bagian Bagian
P.F.008 Keyboard Logitech 1 Kesejahteraa | Kesejahteraan
angka, huruf n Rakyat Rakyat
dan simbol Y
Alat untuk . .
input data Bagian Bagian
P.F.009 Keyboard MX 1 Kesejahteraa | Kesejahteraan
angka, huruf n Rakyat Rakyat
dan simbol Y
Tampilan Bagian Bagian
P.F.010 Monitor Kompu ter Lenovo 1 Kesejahteraa | Kesejahteraan
p n Rakyat Rakyat
pC Bagian
P.F.011 Monitor Corei5 1 OPD Perencanaan
Lenovo
dan Keuangan
S Media
P.F.012 Proyektor | Media Visual . 1 Ruang LPSE LPSE
Visual
ruang kerja
rotzgiloalndan bagian
mouse, sepaket sepaket P o protokol dan
P.F.013 5 komunikasi o
keyboard komputer komputer N komunikasi
pimpinan 4, impinan
ruang kabag pmp
1
HARDDIS
NON RUANG
K HARDDISK INSPEKTORAT
P.F.014 PABRIKA 5 INSPEKTORA
EKSXERN EKSTERNAL N T PEMBANTU PEMBANTU
. masing- Sekretaris
P.F.015 Keyboard | Keyboaard | peningkat 12 masing ruang DPRD
Perangkat
Mouse Mouse
P.F.016 keyboard keyboard melekat 10 Bappeda Bappeda
komputer

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




Jumlah

Nama Deskripsi Tipe Peranskat Lokasi Unit Pengelola
Periferal Periferal Periferal 8 Penempatan Network
(e-Gov)
Untuk
menginput
P.F.017 Keyboard data menjadi Kabel 4 OPD Bakesbangpol
teks
Memudahka
n
P.F.018 Mouse pengoperasi Kabel 4 OPD Bakesbangpol
an pointer
pada layar
Perangkat Ruangan
Periferal . Sekretariat
main . Badan
Badan pencetak, . dan Bidang
. periphera Pengelola
Pengelola pemindai pada Badan
1& Keuangan dan
P.F.019 Keuangan dan . 30 Pengelola
auxillary Aset
dan Aset pengeras . Keuangan .
periphera Kabupaten Deli
Kabupate suara. : dan Aset Serdan
n Deli Kabupaten 5
Serdang Deli Serdang
Mensin
untuk Mesin
P.F.020 Printer mencetak Cetak 16 BKD BKD
dokumen Dokumen
surat
e . Kantor BKD BKD
P.F.021 Scanner Mesin Pindai Mesm. 4 Kabupaten Kabupaten Deli
Dokumen Pindai .
Deli Serdang Serdang
mouse, untuk input | . setiap
P.F.022 keyboard data input data 7 ruangan BPBD
Dinas Dinas
keyboard keyboard keyboard perumahan perumahan
P.F.023 49
mouse mouse mouse dan kawasan dan kawasan
permukiman permukiman
untuk dinas
printer pencetak ruang kependudukan
P.F.024 fargo KTPL dan HDP5000 9 operator dan pencatatan
KIA sipil
Tempat .
HDD . HDD Beberapa Dinas
P.F.025 Eksternal Penyimpana Eksternal 4 Bidang P2KBP3A
n Data
. : Masing- .
. Printer dan Printer . Dinas
P.F.026 Printer Scan dan Scan 5 M.asmg P2KBP3A
Bidang
PF.027 | Proyektor | Proyektor | Proyekt 2 Bagian U Dinas
.F. y ye royektor agian Umum P2KBP3A
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Nama

Periferal

DesKripsi
Periferal

Tipe
Periferal

Jumlah
Perangkat
(e-Gov)

Lokasi
Penempatan

keuangan =5,

Unit Pengelola
Network

program = 2,
bidang
pemberdayaa
an dan
peningkatan
kapasitas
masyarakat =
P.F.028 printer unl‘iuk cetak | percetaka 15 2, bidang DPMD
erkas n
pembanguan
an kawasan
dan
ekopnomian
pedesaan= 1,
sossial daasar
=2, binda
pemdes =3
P.F.029 mouse - - 25 - DPMD
keuangan 1,
program 1,
bina pemdes
P.F.030 proyektor - - 4 L DPMD
pembanguan
an kawasan
dan ekonomi
pedesaan 1
Scanner,
Monitor
Layar
PF.031 Input Sentuh, Perangkat i i Dinas
o Device Keyboard, keras Perikanan
Flash Disk,
Mouse dan
UPS
PF.032 Output Printer perangkat ) i D.inas
Device keras Perikanan
INFOKUS
(1);
P.F.033 SYSTEM PERHUBUNG | PERHUBUNGA
SYSTEM, | SYSTEM, HT, IR
HT, CCTV, CCTV (1), HT AN N
’ ’ ’ (26), CCTV
(RUSAK)
P.F.034 Indihome Indihome Ak§es 5 Ruangar.l Tidak Ada
Point Sekretaris
TIDAK TIDAK TIDAK
P.F.035 ADA TIDAK ADA ADA ADA TIDAK ADA TIDAK ADA
Fiber Jaringan Komplek .
P.F.036 Optic Intranet Lokal 100 Opd Kantor Bupati Kominfo
Setiap BPP DInas
P.F.037 | Proyektor | Proyektor | Proyektor 15 dan Dinas .
. Pertanian
Pertanian

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




Jumlah
Perangkat
(e-Gov)

Nama DesKripsi Tipe

Lokasi Unit Pengelola

Periferal Periferal Periferal Penempatan Network

Dinas
input 9 OPD Perpustakaan
dan Arsip
Dinas
P.F.039 Mouse Mouse kabel input 9 OPD Perpustakaan
dan Arsip
P.F.040 Hard Disk | Terlampir | Terlampir | Terlampir Terlampir Terlampir

Scanner PCR,Pendafta RSUD
P.F.041 Barcode Zebra USB Cable 3 ran, DELISERDANG
PIRS (Pusat Mini PC
Pagging Informasi RSUD DELI
P.F.042 System Rumah I:tel lN f[.JC' 1 PIRS SERDANG
Sakit) mplifier
merekam
gambar
sinar-X dan
mengubahny
a menjadi
file digital
DR ( yang dapat
DIGITAL | ditampilkan RSUD
RADIO atau dicetak ALKES 1 RADIOLOGI DELISERDANG
GRAPH) | untuk dibaca
dan
disimpan
sebagai
bagian
rekam medis
pasien.
proses
digitalisasi
gambar yang
menggunaka
n Imaging
Plate (IP)
CR( untuk
Compute akusisi X- RSUD
d Radio ray, data ALKES 1 RADIOLOGI DELISERDANG
Graphy ) analog
menjadi data
digital yang
berbasis
system
infomasi dan
processing.
mesin
pemindai
berbentuk
lingkaran
P.F.045 CT SCAN yang besar ALKES 1 RADIOLOGI
dan cukup
untuk
dimasuki
orang

Untuk input

P.F.038 Keyboard data

P.F.043

P.F.044

RSUD
DELISERDANG
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Jumlah

Nama Deskripsi Tipe Peranskat Lokasi Unit Pengelola
Periferal Periferal Periferal 8 Penempatan Network
(e-Gov)
dewasa
dengan
posisi
berbaring
Infocus + Teg 100- Ruang Kasi
P.F.046 | Proyektor | Layar/Model | 240 Vac- 1 Pemerintaha | Pemerintahan
IN14A 50-60 Hz n
P.F.047 Mouse Votre - 1 Ruang Ka51 Kasi Trantib
Trantib
P.F.048 Lenovo Keyboard - 1 Ruang Ka51 Trantib
Trantib
Network :
PFo49 | HIKVISIO | Mesin Support 1 bemerntaba | Unmum o
o N Absensi 10/100/1 .
n Kepegawaian
000
Ruang
Kasubbag
P.F.050 - Pengeras - 1 Kasubbag Umum dan
Suara Umum dan .
) Kepegawaian
Kepegawaian
P.F.051 Sound Sound Portable 1 Aula Kantor Kantor Camat
System System Camat
EPSON EPSON EPSON
P.F.052 PROJECTI PROJECTI 1 Aula Kantor Camat
PROJECTION
ON ON
Face
Mesin Mesin . Subbag
P.F.053 Absensi Absensi ReC(())fr;lnotl 1 Umum BKD
Radio
Handy . Subbag .
P.F.054 Talky Handy Talky Komsuinlka 2 Umum Dukcapil
HP ML350 SUBBAG
P.F.055 Server G6 TOWER 1 UMUM DISDUKCAPIL
P.F.056 Proyektor - - 1 internal PD internal PD
keyboard
P.F.057 Keyboard | untuk input input 8 OPD RSU];izlilncur
tulisan
PF058 | Mouse | Petumjuk input 8 OPD RSUD Pancur
layar Batu
Menginput Puskesmas
P.F.059 Keyboard data Kabel 7 OPD Lubuk Pakam
Memudahka
n Puskesmas
P.F.060 Mouse pemindahan Kabel 7 OPD
. Lubuk Pakam
pointer pada
layar
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c) Perangkat Jaringan

Berdasarkan hasil survei yang diperoleh terkait dengan perangkat jaringan,
dapat dilihat pada Lampiran 7.1 Kepemilikan Perangkat Jaringan masih banyak
OPD yang belum memiliki perangkat jaringan, termasuk salah satu diantaranya adalah
Dinas Komunikasi dan Informatika. Kondisi seperti ini termasuk pada hal yang perlu
dilakukan tahapan pendataan ulang dikarenakan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika tidak terdapat satu pun perangkat jaringan. Dimana Dinas Komunikasi dan
Informatik merupakan leading sektor untuk TIK daerah serta merupakan pengelola
jaringan intra pemerintah. Secara total ketersediaan perangkat jaringan dapat dilihat
pada Tabel 7.19

Tabel 7.19 Eksisting Perangkat Jaringan

Nama Lebih dari
Perangkat 5 thn 1-5thn <1 thn Jumlah

Modem 13 18 1 32
Hub/Switch 21 66 22 109
Gateway/router 17 29 2 48
Access Point 27 57 28 112
Repeater Wifi 4 24 0 28
Antena Outdoor 3 1 0 4

d) Perangkat Media Penyimpanan

Penggunaan perangkat media penyimpanan merupakan media pendukung
untuk penyimpanan external. Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, penggunaan
media penyimpanan lebih banyak pada penggunaan Harddisk Eksternal sebesar 69%
atau 18 perangkat, 23% atau 6 perangkat menggunakan flashdisk. Dan yang terakhir
adalah penggunaan NAS dan Sharing User sebesar 4% atau 1 perangkat masing
masing, hal ini dapat dilihat pada Gambar 7.5. Secara lebih rinci terkait data tiap OPD
maka dapat dilihat pada Lampiran 7.2 Kondisi Eksisting Media Penyimpanan

Penggunaan Media Penyimpanan

= Harddisk
= Flashdisk
= NAS

= Sharing User

Gambar 7.5 Persentase Penggunaan Media Penyimpanan
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7.8.2 Ketersediaan Perangkat Lunak

Salah satu poin dalam Perpres 95/2018 tentang infrastruktur SPBE adalah
tersedianya perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak dibutuhkan dalam
mendukung aktivitas sehari hari untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang. Dalam Draft Arstektur SPBE yang diterbitkan pada 22 Juni 2021 pada
metadata disebutkan perangkat lunak platform terbagi menjadi sistem operasi dan
aplikasi perkantoran (pengolah kata, pengolah angka dan lainnya).

Ketersediaan perangkat lunak (Platfrom) yang terdapat pada Pemerintahan
Kabupaten Deli Serdang yang digunakan sebagai penunjang atau sarana interaksi yang
menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya terdiri dari sistem operasi dan
aplikasi perkantoran. Sistem operasi meliputi Windows, Linux, Mac, dan Dual OS,
sedangkan aplikasi perkantoran meliputi MS.Office, Google doc, Google sheets, Google
slide dan lainya. Perangkat lunak yang terdapat pada Pemerintahan Kabupaten Deli
Serdang akan diuraiakan lebih detail pada berikut.

a) Sistem Operasi

Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari
perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer.
Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada
komputer mereka, kecuali program booting. Penggunaan sistem operasi pada
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mayoritas lebih kepada Windows dengan
persentase 80% atau 41 OPD yang menggunakan, Linux dengan persentase 14% atau
7 OPD yang menggunakan, dan terakhir Mac dengan persentase 6% atau 3 OPD yang
menggunakan. Sedangkan untuk dual OS tidak ada OPD yang menggunakan sistem
operasi dengan jenis ini. [lustrasi penggunaan sistem operasi dapat dilihat pada
Gambar 7.6

Jenis Penggunaan Sistem Operasi

= Windows
= Linux
= Mac

= Dual OS

Gambar 7.6 Persentase Jenis Penggunaan Sistem Operasi
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b) Aplikasi Perkantoran

Aplikasi perkantoran digunakan untuk mendukung pekerjaan harian yang pada
masing masing OPD. Aplikasi perkantoran yang banyak digunakan seputar microsoft
word, excel, power poin, photoshop, corel dan lainnya. Mayoritas pengguaan aplikasi
Microsoft seperti Word, Excel, dan Power Point dengan persentase 20% atau 47 OPD
menggunakan jenis ini. Persentase terbesar ke dua adalah 14% atau 33 OPD
menggunakan Photoshop. Persentase penggunaan aplikasi perkantoran dapat dilihat
pada Gambar 7.7. Detail penggunaan aplikasi perkantoran dapat dilihat pada
Lampiran 7.3 Kondisi Eksisting Aplikasi Perkantoran

PENGGUNAAN APLIKASI PERKANTORAN

H Word

M Excel

W Power Point
M G.Docs

B G.Sheet

H G.Slide

W Photoshop

H Corel

Gambar 7.7 Persentase Penggunaan Aplikasi Perkantoran

Secara detail data eksisting tiap OPD untuk Sistem Operasi dan Kepemilikan
Perangkat Lunak Platform dapat dilihat pada Lampiran 7.4 Kondisi Eksisting

Perangkat Lunak Platform
7.9 Permasalahan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting infrastruktur SPBE Kabupaten Deli
Serdang terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya permasalahan
aplikasi dan perangkat, permasalahan jaringan, permasalahan sistem penghubung
layanan, dan permasalahan server. Setiap permasalahan terkait dengan infrastruktur
dibahas pada sub bab berikut

7.9.1 Permasalahan Aplikasi dan Perangkat

Permasalahan yang sering terjadi seputar aplikasi dan perangkat pada
Pemerintah Deli Serdang cukup beragam, mulai dari kerusakan laptop, komputer,
printer, aplikasi dan juga update OS yang terlalu sering. Persentase terjadinya masalah
kerusakan printer sebanyak 21% atau 44 OPD mengeluhkan terjadi kerusakan
printer. Sebanyak 19% atau 40 OPD mengalami keluhan kerusakan komputer, 18%
atau 36 OPD mengalami keluhan kerusakan laptop, 17% atau 35 OPD mengalami
kerusakan keyboard/mouse, kerusakan aplikasi perkantoran yang mengalami hank
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sebanyak 14% atau 29 OPD, dan 11% atau 22 OPD mengeluhkan update OS terlalu
sering. Secara umum ditampilkan pada Gambar 7.8

PERMASALAHAN APLIKASI DAN PERANGKAT

W Kerusakan printer

B Kerusakan komputer

B Kerusakan laptop

M Kerusakan keyboard/mouse
B Aplikasi Perkantoran yang

hank
W Update OS terlalu sering

Gambar 7.8 Permasalahan Aplikasi dan Perangkat

7.9.2 Permasalahan Jaringan

Permasalahan jaringan merupakan permasalahan yang cukup krusial, terutama
jika menyangkut dengan pelayanan publik yang membutuhkan koneksi internet.
Persentase terbesar terkait dengan permasalahan jaringan terletak pada keluhan
terjadinya jaringan lemot dengan persentase sebesar 39% atau 42 OPD mengalami
permasalahan ini, sebanyak 39% atau 41 OPD mengalami masalah internet putus, dan
22% atau 23 OPD mengeluhkan terjadinya kerusakan perangkat jaringan.
Persentasenya dapat dilihat pada Gambar 8.8.

PERMASALAHAN JARINGAN

M Internet Putus
M Jaringan Lemot

B Kerusakan Perangkat Keras
Jaringan Lainnya

Gambar 7.9 Kategori Permasalahan Jaringan

7.9.3 Permasalahan Sistem Penghubung Layanan

Permasalahan terkait dengan sistem penghubung layanan terbagi menjadi tiga
permasanlah berdasarkan hasil survei. Permasalahan terbesar adalah 62% atau 16
berkaitan dengan terputusnya koneksi ke server, kemudian 19% atau 5 OPD masing
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masing mengeluhkan tentang data yang tidak tersedia dan tidak tertariknya data dari
server.

PERMASALAHAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN

M Tidak tertariknya data dari server
M Data yang tidak tersedia

B Koneksi ke Server terputus

Gambar 7.10 Kategori Pemasalahan Sistem Penghubung Layanan

7.9.4 Permasalahan Server

Permasalahan yang terjadi seputar server dapat berkaitan dengan masalah
pada sistem penghubung layanan. Permasalahan pada server yang paling banyak
terjadi adalah jaringan yang kurang memadai dengan persentase 34% atau 4 OPD
mengeluhkan masalah ini, selanjutnya masalah kelistrikan menjadi keluhan kedua
dengan persentase 33% atau 4 OPD mengalami permasalahan listrik. 25% atau 3 OPD
mengeluhkan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana, dan sebanyak 8% atau
1 OPD mengalami permasalahan kurangnya SDM TIK yang memadai.

PERMASALAHAN SERVER

M Jaringan kurang memadai
M Sarana dan Prasarana yang
kurang memadai

B Masalah kelistrikan

M Kurangnya SDM TIK

Gambar 7.11Kategori Permasalahan Server

7.10 Analisis Gap

Terdapat beberapa permasalahan dan usulan yang terdapat pada Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Arsitektur
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Infrastruktur yang ada. Maka dari itu diperlukan Analisis GAP yang memenuhi proses
perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang semuanya dilakukan
berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada Peraturan Presiden
N0.95 Tahun 2018 dan Arsitektur Nasional. Permasalahan dan Usulan yang dilakukan
untuk perbaikan Infrastruktur yang ada dapat dilihat pada Tabel 7.20

Parameter

Tabel 7.20 Analisis Gap Perangkat Keras dan Lunak SPBE

Kondisi yang ingin
dicapai

Gap Analisis

Kondisi Eksisting

Infrastruktur | Belum ada Perlu diterapkan DMZ Belum ada
implementasi DMZ sebagai bentuk implementasi DMZ
pada area server penerapan keamanan pada area server
Belum ada penerapan | Implementasi firewall Belum ada penerapan
firewall fisik untuk fisik sebagai bentuk firewall fisik untuk
penerapan keamanan | peningkatan keamanan | penerapan keamanan
jaringan jaringan dan kontrol jaringan

Pusat Data | Banyak OPD yang Idealnya pengelolaan Banyak OPD yang masih
masih mengelola server terpusat pada mengelola server
server sendiri Dinas Komunikasi dan sendiri

Informatika
Pemenuhan aspek Aspek ruang server Pemenuhan aspek
ruang server masih perlu ditingkatkan ruang server masih
belum maksimal untuk memenuhi aspek | belum maksimal

keamanan dan performa

server
Belum adanya Perlu adanya DRC untuk | Belum adanya
penggunaan DRC menjaga tingkat penggunaan DRC
sebagai fasilitas back reliabilitas server sebagai fasilitas back up
up data. data.

Komputasi | Fasilitas komputasi Pemanfaatan fasilitas Fasilitas komputasi
belum komputasi untuk belum
diimplementasikan menunjang peningkatan | diimplementasikan
untuk mendukung kinerja untuk mendukung
peningkatan kinerja peningkatan kinerja

Sistem Belum adanya Implementasi API Belum adanya

Penghubung | penggunaan API Gateway untuk penggunaan API

Layanan Gateway untuk mendukung proses Gateway untuk
mendukung integrasi integrasi aplikasi mendukung integrasi
antar aplikasi antar aplikasi

Perangkat Terdapat perangkat Diadakan peremajaan Terdapat perangkat

Keras dan keras utama yang usia | perangkat yang berusia | keras utama yang usia

Perangkat | pakailebih dari5 lebih dari 5 tahun pakai lebih dari 5 tahun

Lunak tahun dalam jumlah dalam jumlah yang
yang cukup banyak cukup banyak
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Kondisi yang ingin

Parameter Kondisi Eksisting . : Gap Analisis
dicapai
Terdapat OPD yang Tersedia perangkat Belum semua OPD
tidak memiliki jaringan untuk memiliki perangkat
perangkat keras mendukung penggunaan | jaringan
jaringan internet yang baik
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BAB 8
Kondisi Eksisting Keamanan SPBE dan Analisis GAP

Pada Bab 8 menjelaskan terkait kondisi eksisting keamanan SPBE yang ada
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penjelasan awal dimulai dari pengertian
keamanan SPBE, Referensi Arsitektur Keamanan SPBE, Metadata Keamanan SPBE dan
dilanjutkan dengan kondisi eksisting keamanan SPBE yang ada pada Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang. Penjelasan terakhir adalah terkait analisis kesenjangan
antara kondisi eksisting (as is) dengan kondisi yang diinginkan (to be).

8.1 Pengertian Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE,
Keamanan SPBE mencakup penjaminan Kkerahasiaan, keutuhan, ketersediaan,
keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan
informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan
dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan
pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui
pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan
cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan
mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation)
dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya
melalui penggunaan sertifikat digital.

8.2 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Berdasarkan Draf Arsitektur SPBE Nasional, Referensi Keamanan SPBE (RK)
pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan
pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu
dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah. Kerangka dasar ini
menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE,
dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah,
sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan,
pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara
tidak langsung, RK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan
pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)

01.01 | Standar Teknis dan | Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan
Prosedur Keamanan | untuk penerapan Keamanan SPBE.
SPBE
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Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur

01.02 | Standar Keamanan | Standar internasional yang digunakan sebagai

Internasional pendukung dan untuk meningkatkan penerapan
Keamanan SPBE.

01.03 | Regulasi Lainnya Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan

terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE,
yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan
SPBE.

Penerapan Keamanan (02)

02.01 | Kesadaran Keamanan | Bentuk kegiatan di IPSKPD untuk meningkatkan

SPBE kesadaran keamanan SPBE.

02.02 | Kerentanan Keamanan | Bentuk kegiatan di IPSKPD untuk mengidentifikasi
SPBE kerentanan dan risiko keamanan SPBE.

02.03 | Peningkatan Keamanan | Bentuk kegiatan di IPSKPD wuntuk meningkatkan
SPBE keamanan SPBE.

02.04 | Penanganan insiden | Bentuk kegiatan di IPSKPD untuk menanggulangi,
Keamanan SPBE memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan

SPBE.

Kelaikan Keamanan (03)

03.01 | Kelaikan Keamanan | Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum yang
Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri
di IPSKPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari
kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah
mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan

03.02 | Kelaikan Keamanan | Uji kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE
Infrastruktur SPBE | nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan
Nasional secara mandiri di IPSKPD dan verifikasi di tingkat

nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar
Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan
rekomendasi kelaikan keamanan

Referensi Arsitektur Keamanan

] ) SPBE Nasional
Tingkat 1 (Domain Keamanan)

" Tingkat 2 (Area Keamanan) J

Gambar 8.1 Struktur Referensi Keamanan SPBE

Berdasarkan Draf Arsitektur SPBE Nasional Versi 1.2 yang diterbitkan pada 9
April 2021, didalamnya memuat beberapa hal yang bertujuan untuk melengkapi
rencana penerapan SPBE. Pada Draf Arsitektur SPBE Nasional, terdapat Taksonomi
atau pengelompokan Referensi Arsitektur SPBE dimana salah satunya adalah
taksonomi Keamanan SPBE.
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Struktur dari RK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain
keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji
kelaikan keamanan, sebagai RK tingkat 1 (pertama); dan

2. Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area
keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE
sebagai RK tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya untuk mendefinisikan elemen di dalamnya, akan dijelaskan dalam
pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.

8.3 Metadata Keamanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan,
atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali,
digunakan atau dikelola. Metadata juga sering kali disebut dengan data tentang data
atau informasi tentang informasi. Dalam Draf Arsitektur SPBE Nasional yang
diterbitkan pada 22 Juni 2021 disebutkan penggunaan metadata pada beberapa
komponen dimana Metadata Keamanan merupakan salah satu yang disebutkan.
Metadata keamanan meliputi Keamanan Data dan Informasi, Keamanan Infrastruktur
SPBE, Keamanan Aplikasi SPBE yang dituangkan dalam bentuk penerapan keamanan
pengelolaan jaringan, penggunaan perangkat kemanan baik dalam bentuk fisik
maupun non fisik. Kemudian pada aspek Manajemen Keamanan merupakan
penerapan standar keamanan yang digunakan, pemberlakuan SOP dan audit
keamanan secara keseluruhan. Tabel 8.2 dam Tabel 8.3 menunjukkan atribut yang
digunakan untuk melakukan penyusunan metadata keamanan SPBE

Tabel 8.2 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No Nama Atribut ‘ Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 | Nama Security Device Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3 | Deskripsi Security | Penjelasan dari Security Device yang digunakan
Device
4 | Tipe Security Device Jenis dari security device yang digunakan (Firewall,

Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System,
Proxy, Load Balancer, Wireless intrusion prevention and
detection system, Unified Threat Management, atau
Network Access Control)

5 | Status Kepemilikan Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan
(Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik
BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
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No Nama Atribut Keterangan

6 | Nama Pemilik Status kepemilikan dari Security Device yang digunakan
(Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik
BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)

7 | Unit Pengelola Security | Unit pengelola Security Device yang digunakan

Device
8 | ID Metadata Terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 8.3 Atribut Metadata Manajemen Keamanan
No Nama Atribut Keterangan
1 |]Jenis Standar | Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh
Keamanan setiap IPPD diantaranya:

Standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur
keamanan SPBE.

Standar internasional terkait keamanan informasi.

Regulasi lainnya.

2 | Keterangan Nama | Nama dari jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi
Standar prioritas oleh setiap IPPD.

3 | Hasil Audit | Hasil dari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE untuk Aplikasi dan
Keamanan SPBE | Infrastruktur SPBE yang terdiri dari:

Belum/tidak dilaksakan
Memadai

Perlu peningkatan
Tidak memadai

(Ket: Untuk data dan informasi tidak dilakukan Audit Keamanan

4 | Tanggal Tanggal penyerahan laporan Audit Keamanan SPBE terbaru
Pelaksanaan untuk Aplikasi dan Infrastruktur SPBE yang bersesuaian (Ket:
Audit Untuk data dan informasi tidak dilakukan Audit Keamanan,

atribut ini tidak terbuka bila Atribut Audit Keamanan SPBE
dijawab dengan “Belum/tidak dilaksanakan”)

5 | Penerapan Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE yang dilaksanakan
Keamanan oleh setiap IPPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak
risiko Keamanan SPBE. Program kerja atau kegiatan Keamanan
SPBE sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE
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No Nama Atribut ‘ Keterangan

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE
Peningkatan Keamanan SPBE

Penanganan insiden Keamanan SPBE.

6 | Pengujian Pengujian kelaikan keamanan yang telah dilaksanakan terhadap
Kelaikan pengendalian data dan informasi, persyaratan keamanan
Keamanan Aplikasi Umum SPBE, dan persyaratan keamanan Infrastruktur

SPBE Nasional.

7 |ID Metadata | Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Terkait

8.4 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE
Berdasarkan dengan hasil survei yang sudah dilakukan terkait dengan
keamanan SPBE, ditemukan data bahwa pelaksanaan keamanan masih rendah dengan
persentase 7% atau 3 OPD yang melaksanakan. Namun pelaksanaan keamanan yang
sudah dilakukan masih perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Pelaksanaan keamanan
yang sudah dilakukan masih sebatas keamanan teknis seperti halnya menerapkan anti
virus, pemasangan CCTV, finger lock dan lainnya

PERSENTASE PELAKSANAAN KEAMANAN

7%

B Melaksanakan Manajemen
Keamanan

M Belum Melaksanakan
Manajemen Keamanan

Gambar 8.2 Persentase Pelaksanaan Keamanan

Terkait dengan kebijakan dan tata kelola keamanan, untuk saat ini hanya
sebatas penerapan SOP yang berkaitan dengan keamanan. Secara umum Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan belum menjalankan tata kelola dan
manajemen keamanan.
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8.4.1 Keamanan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Implementasi keamanan SPBE yang meliputi keamanan data dan informasi
memiliki persentase 36%, dimana bentuk keamanan data dan informasi yang
diterapkan meliputi penggunaan kunci, standar username dan password, dan juga
framework dalam penulisan program. Selanjutnya keamanan infrastruktur SPBE
sebesar 21% dalam bentuk penerapan finger lock, dan yang terakhir 43% untuk
keamanan aplikasi juga sebatas penerapan password dan juga framework
pemrograman

IMPLEMENTASI KEAMANAN SPBE

B Keamanan Data dan
Informasi

B Keamanan Infrastuktur
SPBE

B Keamanan Aplikasi SPBE

Gambar 8.3 Persentase Implementasi Keamana

8.4.2 Keamanan Teknis

Keamanan teknis lebih pada bentuk keamanan dalam bentuk penerapan hal hal
teknis seperti halnya penerapan kunci analog, cctv, finger lock dan lain sebagainya.
Penerapan keamanan teknis terbesar adalah 46% menerapkan CCTV, dan 23%
menerapkan kunci analog, sebesar 15% menggunakan firewall (fortigate), dan 8%
masing masing menggunakan pintu besi dan finger lock.

IMPLEMENTASI PERANGKAT KEAMANAN

HCCTV

B Kunci Analog
M Pintu Besi

M Fortigate

M Finger Lock

Gambar 8.4 Persentase Implementasi Perangkat Keamanan
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8.4.3 Audit Keamanan SPBE
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum menjalankan audit keamanan baik
kegiatan dari Monev SPBE, Monev Aplikasi, Audit Aaplikasi, Audit Infrastruktur, Audit
Keamanan.

8.5 Permasalahan Keamanan SPBE

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terkait kondisi eksisting keamanan
yang ada pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa permasalahan
yang diawali dalam menjalankan keamanan SPBE. Berikut terkait permasalahan yang
terjadi terkait keamanan yang disajikan pada Gambar 8.5

PERMASALAHAN KEAMANAN

B Kehilangan data

M Hacker

B Terkena virus/malware/trojan
horse

B Terkena ransomware dan
sejenisnya

B Kebocoran data

M Penyalahgunaan data

B Ketidaksesuaian data

Gambar 8.5 Permasalahan Keamanan SPBE

Kedudukan permasalahan keamaan yang paling banyak di alami pada OPD di
Kabupaten Deli Serdang adalah Perangkat Keras terkan virus/ trojan/ malware
sebanyak 31% atau sebanyak 22 Responden OPD. Sedangkan Permasalahan terkait
keamanan yang paling minim/ jarang di alami oleh OPD adalah penyalah gunaan data
yang mendapat perolehan 4% dari responden. Sisanya tersebar merata untuk
permasalahaan seperti kehilangan data, hacker, kebocoran data dan lain lain.

8.6 Analisis Gap

Terdapat beberapa permasalahan dan usulan yang terdapat pada Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas Arsitektur
Keamanan SPBE yang ada. Maka dari itu diperlukan Analisis GAP memenuhi proses
perbaikan dan peningkatan kualitas Keamanan yang semuanya dilakukan berdasarkan
dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada Peraturan Presiden No0.95 Tahun
2018 dan Arsitektur Nasional. Permasalahan dan Usulan yang dilakukan untuk
perbaikan Keamanan yang ada dapat dilihat pada Tabel 8.4

Tabel 8.4 Analisis Gap Keamanan SPBE

\ Parameter \ Kondisi Eksisting Kondisi yang ingin dicapai Gap Analisis
Tata Kelola | Penerapan manajemen | Melakukan manajemen Penerapan manajemen
dan keamanan yang keamanan mengacu pada keamanan yang
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Parameter

Kondisi Eksisting

Kondisi yang ingin dicapai

Gap Analisis

Manajemen | dilakukan masih BSSN 10/2019 dan BSSN dilakukan belum
Keamanan | sebatas SOP 4/2021 maksimal
Minimnya . Minimnya
. ) Implementasi keamanan . .
implementasi dan . implementasi dan
SPBE sesuai dengan
pemahaman pemahaman
standar/framework
keamanan keamanan
Belum dilakukannya Audit keamanan dilakukan Belum dilakukannya
audit keamanan secara | secara rutin dalam 2 tahun audit keamanan secara
: berkala sekali berkala
Audit Meminimalisir terjadinya
Keamanan | Masih banyak ) y Masih banyak
permasalahan keamanan
permasalahan permasalahan

keamanan yang terjadi

dengan implementasi audit
keamanan

keamanan yang terjadi
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BAB 9
Kondisi Eksisting Tata Kelola dan Manajemen SPBE dan
Analisis GAP

Bab ini akan membahas kondisi eksisting dari segi Tata kelola Penyelenggara
SPBE dan kondisi Manajemen SPBE yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu,
akan dilakukan analisis gap dari kondisi eksisting (saat ini) dibanding dengan kondisi
ideal untuk Tata Kelola dan Manajemen SPBE.

9.1 Pengertian Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Sesuai dengan Peraturan Preseiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018,
mengenai Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) Tata Kelola SPBE adalah
kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan
pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Sedangkan pengertian dari
Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang
efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

9.2 Kondisi Eksisting Tatakelola SPBE
Pada bagian ini akan membahas tentang kondisi eksisting saat ini dari Tata
Kelola SPBE yang ada di 47 OPD Kabupaten Deli Serdang

9.2.1 Kebijakan SPBE

Sesuai dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020, mengenai Pemantauan dan
Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik terdapat 10 indikator tentang
kebijakan internal tata kelola SPBE. Penjabaran hasil penilaian indikator dan kebijakan
internal tersebut yang telah ada di Kabupaten Deli Serdang ditampilkan pada Tabel
9.1

Tabel 9.1 Hasil penilaian Indikator dan Kebijakan Internal Eksisting

‘ No Indikator Kebijakan Internal Eksisting
1. | Arsitektur SPBE Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur
dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait
Arsitektur SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah

2. | Peta Rencana SPBE Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur
dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait
Peta Rencana di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

3. | Manajemen Data Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur
dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait
Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah
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No Indikator ‘ Kebijakan Internal Eksisting

4. | Pembangunan Aplikasi | Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur
SPBE dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait
siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

5. | Layanan Pusat Data Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur
dan menerangkan Konsep kebijakan Layanan Pusat
Data yang
digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

6. | Layanan Jaringan Intra Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur
dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait
Layanan Jaringan Intra Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

7. | Penggunaan Sistem | Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur
Penghubung Layanan dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait
Arsitektur SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah
8. | Manajemen Keamanan | Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur
Informasi dan menerangkan Konsep kebijakan internal terkait
Manajemen Keamanan Informasi Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah

9. | Audit Teknologi Informasi | Belum tersedianya kebijakan internal yang mengatur
Dan Komunikasi dan menerangkan tentang pelaksanaan Audit TIK.

10. | Tim Koordinasi SPBE SK Bupati nomor 525 tahun 2019 tentang keputusan
serta tugas Tim Koordinasi yang mendukung
penerapan SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Sesuai dengan hasil penilaian indikator di Kabupaten Deli Serdang hanya
ditemukan 1 kebijakan internal SPBE yang berisi tentang Tata Kelola Teknologi SPBE
yaitu tentang pembentukan Tim Koordinasi SPBE yang dimuat pada Keputusan Bupati
Deli Serdang nomor 525 tahun 2019.

9.2.2 Pemantauan dan Evaluasi

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 pemantauan SPBE adalah proses
penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian
Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Sedangkan evaluasi
SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi
informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian
Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
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Dari hasil survei yang telah dilakukan kepada 47 OPD di Kabupaten Deli
Serdang, sebanyak 47 OPD tidak melakukan kegiatan baik dari Pemantauan dan
Evaluasi SPBE.

9.2.3 Audit TIK

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 Tahun 2018
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis
pada: penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi, kinerja teknologi informasi dan
komunikasi yang dihasilkan, dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
Didalam peraturan tersebut juga menyatakan bahwa Audit TIK memiliki 3 kategori
yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.

a) Audit Infrastruktur
Setelah dilakukan survei ke semua OPD di temukan bahwa 47 OPD di Kabupaten
Deli Serdang belum melaksanakan audit Infrastruktur SPBE.

b) Audit Aplikasi SPBE
Kondisi saat ini, ditemukan bahwa semua OPD masih belum melakukan audit
aplikasi SPBE.

¢) Audit Kemanan SPBE
Semua OPD di Kabupaten Deli Serdang masih belum melakukan audit untuk
Keamanan SPBE

9.3 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE
Sub bagian ini membahas kondisi eksisting dari manajemen SPBE yang ada di
47 OPD di Kabupaten Deli Serdang.

9.3.1 Manajemen Risiko SPBE

Sesuai yang dimuat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020, pengertian
manajemen risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses,
pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko
SPBE.

Kondisi saat ini, hanya satu OPD yang telah melaksanakan manajemen
risiko. Namun pada kenyataannya kerangka kerja (framework) yang diterapkan untuk
melaksanakan Manajemen Risiko tersebut belum sesuai dengan kerangka kerja
yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reforamsi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Manajemen
Keamanan SPBE. OPD yang dimaksud adalah Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan manajemen risiko
SPBE dengan menggunakan kerangka kerja/ Standar ISO 9001:2015 yaitu tentang
manajemen mutu. Bentuk kegiatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh OPD

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




tersebut adalah dengan melakukan pendataan dan analisa risiko secara umum yang
bisa terjadi pada organisasi.

9.3.2 Manajemen Keamanan SPBE

Sesuai dengan Peraturan BSSN nomor 10 tahun 2019, yang dimaksud dengan
keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan,
dan kenirsangkalan Informasi. Manajemen keamanan SPBE harus dilakukan melalui
serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung
jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan
berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE (Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018). Selain itu terdapat standar yang dapat
diterapkan untuk melaksanakan Manajemen Keamanan SPBE seperti kerangka kerja
[SO 270001. Didalam kerangka kerja tersebut mendefinisikan sistem manajemen
keamanan informasi sebagai bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan,
berdasarkan pendekatan risiko bisnis, untuk menetapkan, menerapkan,
mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan
informasi.

Setelah dilakukan survei menyeluruh terhadap 47 OPD yang ada di Kabupaten
Deli Serdang, saat ini belum terdapat pelaksanaan manajemen keamanan sesuai
dengan standar yang telah di rekomendasikan oleh Perpres Nomor 95 tahun 2018.

Kegiatan manajemen keamanan yang dilakukan oleh OPD saat ini sebagian
berupa tindakan pengamanan menggunakan pembatasan hak akses dengan VPN
untuk menjaga kerahasiaan data penting yang dimiliki oleh OPD. Namun tindakan
tersebut masih belum memenuhi standar manajemen keamanan SPBE jika mengacu
pada peraturan atau kerangka kerja tentang manajemen keamanan SPBE.

9.3.3 Manajemen Data SPBE

Manajemen Data SPBE yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 adalah serangkaian proses pengelolaan arsitektur
data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Kerangka kerja yang
dapat diterapkan untuk pelaksanaan manajemen data adalah standar DAMA. Dalam
framework (kerangka kerja) DAMA sendiri mendefinisikan manajemen data sebagai
pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan rencana, kebijakan, program dan
praktik yang mengontrol, melindungi, memberikan dan meningkatkan nilai data
informasi dan aset.

Selain itu terdapat standar/framework lain yang dapat diterapkan yaitu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019. Saat ini OPD di
Kabupaten Deli Serdang yang telah disurvei belum menerapkan manajemen data
SPBE sesuai dengan framework yang rekomendasikan oleh Perpres 95 tahun 2018.

Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika mengklaim telah membuat SOP
Pengelolaan Data Center dengan menyertakan SOP yang mengacu pada dasar hukum
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Perpres 95 tahun 2018 namun tidak terdapat keterangan telah melaksanakan
manajemen data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang pelaksanaan
manajemen data “Satu Data” ataupun pelaksanaan standar DAMA.

Sedang untuk Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah melakukan
manajamenen data dengan data di personal computer atau cloud (Google Drive)
tanpa ada standar atau SOP. Kegiatan yang telah disebutkan masih belum memenubhi
standar peraturan manajemen data.

9.3.4 Manajemen Aset TIK

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan
perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE (Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018).

Framework atau kerangka kerja yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam
pelaksanaan Manajemen Aset TIK adalah ITIL 4 pada practice IT Asset Management.
ITIL mendefinisikan manajemen aset Tl adalah tentang perencanaan dan pengelolaan
siklus hidup secara penuh pada semua aset TI, guna membantu organisasi. Dimana
ruang lingkup manajemen aset TI mencangkup semua perangkat lunak, perangkat
keras, jaringan, layanan cloud, dan perangkat klien. Dalam beberapa kasus, ini juga
dapat mencakup aset non-TI seperti bangunan atau informasi yang memiliki nilai
finansial dan diperlukan untuk memberikan layanan TI.

Terdapat OPD di Kabupaten Deli Serdang yang telah melakukan pendataan
aset melalui aplikasi BMD namun pelaksanaannya tidak mengacu pada standar
atau SOP serta tidak menyertakan bukti terlampir untuk mendukung pernyataan
bahwa telah melakukan manajemen aset. Sehingga OPD yang ada di Kabupaten Deli
Serdang dinyatakan belum melakukan manajemen aset TIK.

9.3.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 adalah serangkaian proses perencanaan,
pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dapat mengacu pada framework ITIL
4 pada pratices Workforce & Talent Management. Dalam pendefinisian menurut
ITIL tujuan dari manajemen tenaga kerja dan talenta adalah untuk memastikan bahwa
organisasi memiliki orang yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang
sesuai dan dalam peran yang benar untuk mendukung tujuan bisnisnya. Manajemen
ini mencakup serangkaian aktivitas luas yang berfokus pada keterlibatan dengan
karyawan dan sumber daya orang organisasi, termasuk perencanaan, rekrutmen,
orientasi, pembelajaran dan pengembangan, pengukuran kinerja, dan perencanaan
suksesi.
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Standar/ Framework lain yang dapat dijadikan sesuai acuan manajemen
sumber daya manusia adalah Peta Okupasi Nasional sesuai dengan area Fungsi TIK
BNSP. Didalamnya dijelaskan pemetaan profil kebutuhan serta ketersediaan sumber
daya manusia informatika Indonesia dalam berbagai okupasi dan fungsi kunci,
Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di bidang informatika yang mengacu
pada KKNI sesuai, dan Penyelenggaraan aktivitas sertifikasi kompetensi yang berbasis
pada skema okupasi nasional maupun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada praktik kegiatannya, 2 OPD di Kabupaten Deli Serdang mengatakan telah
melaksanakan manajemen sumber daya manusia dengan mengikuti program
pelatihan dan sertifikasi, namun tidak disertakan dengan bukti terlampir dan
kegiatan tersebut masih belum sesuai dengan standar atau SOP yang ada, sehingga
OPD di Kabupaten Deli Serdang dinyatakan belum melakukan manajemen sumber
daya manusia.

9.3.6 Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan
teknologi yang dihasilkan dalam SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
95 Tahun 2018). ITIL 4 dengan pratice Knowledge Management adalah salah satu
framework yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan.
Menurut ITIL tujuan dari manajemen pengetahuan adalah untuk memelihara dan
meningkatkan penggunaan informasi yang efektif, efisien, dan nyaman dan
pengetahuan di seluruh organisasi. Manajemen pengetahuan memberikan pendekatan
terstruktur untuk mendefinisikan, membangun, menggunakan kembali, dan berbagi
pengetahuan(yaitu informasi, keterampilan, praktik, solusi, dan masalah) dalam
berbagai bentuk.

Ada 2 OPD yang telah mengklaim melakukan manajemen pengetahuan. Namun
pada praktik kegiatannya masih sebatas mengadakan bimbingan teknis, melakukan
pelatihan dasar tanpa mengacu standar dan melampirkan bukti. Sehingga kegiatan
OPD tersebut dinyatakan belum melaksanakan manajemen pengetahuan di
Kabupaten Deli Serdang.

9.3.7 Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,
analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan
SPBE (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018). Kerangka kerja
yang dapat digunakan untuk pelaksanaan manajemen perubahan adalah ITIL 4 pada
pratice Change Control. Pada ITIL tujuan dari perubahan kontrol adalah
memaksimalkan jumlah layanan dan perubahan produk yang berhasil dengan
memastikan bahwa risiko telah dinilai dengan benar, proses otorisasi perubahan, dan
mengelola perubahan jadwal. Perubahan adalah penambahan, modifikasi, atau
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penghapusan apa pun yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung pada
layanan. Ruang lingkup perubahan kontrol ditentukan oleh masing-masing organisasi.
Ini biasanya akan mencakup semua infrastruktur TI, aplikasi, dokumentasi, proses,
hubungan pemasok, dan hal lain yang mungkin

Setelah survei dilaksanakan, kondisi saat ini tidak ditemukan OPD di
Kabupaten Deli Serdang yang telah melaksanakan manajemen perubahan sesuai
dengan standar serta bukti terlampir.

9.3.8 Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan
Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE
(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018). Untuk pelaksanaan
manajemen layanan, dapat mengacu pada framework ITIL 4 pada practices Service
desk, Incidednt management, Problem management, Monitoring & Event
management, serta Service request management. Layanan Service desk
menyediakan jalur yang jelas bagi pengguna untuk melaporkan masalah, dan
permintaan, dan memintanya untuk diakui, diklasifikasikan, dimiliki, dan
ditindaklanjuti. Tujuan manajemen insiden adalah untuk meminimalkan dampak
negatif dari kejadian dengan memulihkan operasi layanan normal secepat mungkin,
dimana kejadian adalah gangguan yang tidak direncanakan terhadap layanan atau
penurunan kualitas layanan. Problem management adalah untuk mengurangi
kemungkinan dan dampak insiden dengan mengidentifikasi penyebab insiden aktual
dan potensial, dan mengelola solusi dan kesalahan yang diketahui. Problem di sini
berarti penyebab, atau penyebab potensial, dari satu atau lebih insiden. Monitoring &
Event management mengidentifikasi dan memprioritaskan infrastruktur, layanan,
proses bisnis, dan peristiwa keamanan informasi, dan menetapkan respons yang tepat
terhadap peristiwa tersebut, termasuk menanggapi kondisi yang dapat menyebabkan
potensi kesalahan atau insiden. Sedangkan untuk manajemen permintaan layanan
bertujuan untuk mendukung kualitas yang disepakati layanan dengan menangani
semua permintaan layanan yang pre-defined dan user-initiated dengan cara yang efektif
dan ramah pengguna.

Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Puskesmas Lubuk Pakam menyatakan telah
melaksanakan manajemen layanan SPBE dengan kegiatan sebatas membuat SOP
pelayanan dan melakukan evaluasi pelayanan pada kurun waktu tersebut. Dari
bukti yang telah dilampirkan (dari OPD yang disebutkan) tidak ditemukan
keterangan terkait pelaksanaan manajemen layanan SPBE sesuai dengan peraturan
dan standar yang telah disarankan oleh Perpres 95 tahun 2018. Sehingga sebagai
kesimpulan untuk OPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang belum melaksanakan
manajemen layanan SPBE
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9.4 Kondisi Eksisting Rencana dan Anggaran SPBE
Bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi saat ini terkait rencana dan
anggaran SPBE dari 47 OPD di Kabupaten Deli Serdang

9.4.1 Kondisi Eksisting Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan
penganggaran tahunan pemerintah. Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan
anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

Dinas Komunikasi dan Infomatika masuk kedalam Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga memiliki peran penting dalam memberikan
pertimbangan terkait implementasi anggaran terkait SPBE di Kabupaten Deli Serdang.

9.4.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE dibagi menjadi 3 kategori, yaitu anggaran
pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software komersial, anggaran
pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi serta
anggaran pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi,
dan software komersial. Untuk detail jumlah anggaran yang ada dapat dilihat pada
Error! Reference source not found. 9.2

Tabel 9.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE tiap OPD

'(()‘l’,‘g’ Nama OPD '\ B C TOTAL

1 gig;‘}sasi RpO RpO RpO RpO
Bagian

2 Administrasi Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Pembangunan

3 |Bagian  Tata RpO RpO Rp0 Rp0
Pemerintahan

4 Bagian Hukum Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

5 Bagian Umum Rp0 Rp45.357.439| Rp29.764.000 Rp75.121.439
Bagian

6 Kesejahteraan Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Rakyat
Bagian

7 Perencanaan Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
dan Keuangan
Bagian

8 Perekonomian Rp43.084.000 Rp0 Rp0 Rp43.084.000
dan SDA
Bagian

9 Pengadaan Rp120.000.000 Rp0 Rp0 Rp120.000.000
Barang Dan Jasa
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Kode

0)4))

10

Nama OPD

Bagian Protokol
Dan Komunikasi
Pimpinan

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

11

Inspektorat
Daerah

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

12

Sekretariat
DPRD

Rp550.093.936

Rp0

Rp550.093.936

13

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Rp60.000.000

Rp30.000.000

Rp7.000.000

Rp97.000.000

14

Badan Kesatuan
Bangsa Dan
Politik

Rp0

Rp18.652.000

Rp0

Rp18.652.000

15

Badan
Pengelolaan
Keuangan Dan
Aset Daerah

Rp0

Rp612.522.704

Rp72.980.000

Rp685.502.704

16

Badan
Pendapatan
Daerah

Rp200.000.000

Rp531.018.812

Rp236.530.000

Rp967.548.812

17

Badan
Kepegawaian
Daerah

Rp0

Rp463.645.000

Rp463.645.000

18

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

19

Dinas Pekerjaan
Umum Dan
Penataan Ruang

Rp0

Rp544.471.240

Rp45.500.000

Rp589.971.240

20

Dinas Kesehatan

Rp0

Rp793.978.936

Rp60.000.000

Rp853.978.936

21

Dinas
Perumahan Dan
Kawasan
Permukiman

Rp95.000.000

Rp215.796.000

Rp30.000.000

Rp340.796.000

22

Dinas
Lingkungan
Hidup

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

23

Dinas Koperasi
Dan Usaha Kecil
Menengah

Rp0

Rp115.803.984

Rp17.990.000

Rp133.793.984

24

Dinas
Pendidikan

Rp20.000.000

Rp188.500.000

Rp321.549.500

Rp530.049.500

25

Dinas
Perindustrian
Dan
Perdagangan

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

26

Dinas
Kepemudaan,
Olahraga,

Rp186.410.680

Rp186.410.680
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Kode

OPD

Nama OPD

Kebudayaan
Dan Pariwisata

27

Dinas
Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil

Rp0

Rp2.227.694.680

Rp0

Rp2.227.694.680

28

Dinas
Pengendalian
Penduduk, KB,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak

Rp549.271.536

Rp20.046.000

Rp569.317.536

29

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa

Rp182.213.949

Rp0

Rp182.213.949

30

Dinas Perikanan

Rp246.761.396

Rp23.040.000

Rp269.801.396

31

Dinas
Perhubungan

Rp0

Rp140.504.000

Rp23.946.000

Rp164.450.000

32

Dinas Sosial

Rp0

Rp68.957.211

Rp0

Rp68.957.211

33

Dinas
Ketenagakerjaa
n

Rp0

Rp86.558.800

Rp0

Rp86.558.800

34

Dinas
Komunikasi Dan
Informatika

Rp0

Rp55.000.000

Rp3.446.000.0
00

Rp3.501.000.000

35

Dinas Pertanian

Rp0

Rp37.500.000

Rp52.280.000

Rp89.780.000

36

Dinas
Ketahanan
Pangan

Rp0

Rp0

34164000

Rp34.164.000

37

Dinas
Perpustakaan
Dan Arsip

Rp0

Rp130.729.680

Rp0

Rp130.729.680

38

Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu  Satu
Pintu

Rp0

Rp164.754.776

Rp6.168.000

Rp170.922.776

39

Dinas Pemadam
Kebakaran dan
Penyelamatan

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

40

Satuan Polisi
Pamong Praja

Rp0

Rp101.588.000

Rp902.378

Rp102.490.378

41

Rumah Sakit
Umum Daerah
Deli Serdang

Rp0

Rp1.199.800.000

Rp219.200.000

Rp1.419.000.000
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Kode

OPD Nama OPD

Kecamatan

42 Lubuk Pakam Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Kecamatan

43 | e el Rp0O|  Rp38.196.000 RpO|  Rp38.196.000

44 ﬁ)‘;s:r Pematang RpO|  Rp14.000.000 RpO|  Rp14.000.000

45 | Desa Sekip Rp13.540.000 Rp6.960.000 Rp0|  Rp20.500.000

46 ggguD Pancur RpO| Rp268.618.868 Rp1.428.000| Rp270.046.868
Puskesmas

47 Lubuk Pakam Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

Keterangan:

A: Anggaran pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software
komersial

B: Anggaran pembelian/ pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan
komunikasi

C: Anggaran pemeliharaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi,
aplikasi, dan software komersial

Dari total 47 OPD yang telah disurvei, terdapat 16 OPD yang masih belum
memiliki anggaran untuk 3 kegiatan pembangunan aplikasi, pengadaan maupun
pemeliharaan perangakat keras. Sebanyak 4 OPD telah memiliki anggaran untuk
kegiatan pembangunan/ pengembangan/ pembelian aplikasi dan software
komersial. Sebanyak 26 OPD telah memiliki anggaran untuk pembelian/
pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan
sebanyak 17 OPD telah memiliki anggaran untuk Kkegiatan pemeliharaan
perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, dan software
komersial.

Total anggaran tertinggi yang dimiliki OPD untuk melakukan kegiatan
pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan hardware dan software berada di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan total anggaran sebesar
Rp2.227.694.680, sedangkan untuk OPD pemilik anggaran terkecil untuk tiga
kegiatan tersebut berasal dari Desa Sekip dengan nominal anggaran sebesar
Rp20.500.000.

Anggaran pembangunan aplikasi tertinggi dimiliki oleh Badan Pendapatan
Daerah dengan besar nominal Rp200.000.000 yang dipergunakan untuk
pengembangan aplikasi Pajak Daerah. Anggaran pengadaan hardware terbesar
berasal dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan nominal sebesar
Rp2.227.694.680. Untuk anggaran pemeliharaan software dan hardware terbesar
berasal dari Dinas Pendidikan dengan nominal anggaran sebesar Rp321.549.500
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yang digunakan untuk pemeliharaan komputer dan SIM Pintar. Detail Anggaran
SPBE dapat dilihat pada Lampiran 9.1 Kondisi Eksisting Anggaran SPBE

9.5 Permasalahan Tata Kelola dan Manajemen SPBE
Pada bagian ini akan menjelaskan permasalahan tata kelola dan manajemen
SPBE apa saja yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

9.5.1 Permasalahan Kebijakan SPBE

Belum adanya peraturan terkait mengenai kebijakan internal SPBE untuk
Kabupaten Deli Serdang, sehingga indikator - indikator dari aspek kebijakan internal
SPBE masih belum dapat terlaksana

9.5.2 Permasalahan Pemantauan dan Evaluasi
Belum adanya kegiatan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi untuk SPBE di
seluruh OPD Kabupaten Deli Serdang.

9.5.3 Permasalahan Audit TIK

Audit TIK dibagi menjadi tiga yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi dan
keamanan. Permasalahan yang muncul dari hasil survei untuk audit TIK di Kabupaten
Deli Serdang adalah belum terlaksananya kegiatan audit infrastruktur, aplikasi dan
keamanan oleh OPD.

9.5.4 Permasalahan Manajemen SPBE

Banyak OPD yang melakukan manajemen SPBE yang tidak sesuai
peraturan atau framework. Selain itu tidak banyak juga dari OPD mengatakan telah
melakukan manajemen SPBE tanpa menyertakan bukti pendukung terkait layanan
yang dimaksud.

Seperti pada manajemen risiko, terdapat OPD yang telah melaksanakan
penilaian dan analisis manajemen risiko namun tidak mengacu pada Peraturan
Menteri Pemberdayagunaan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5
tahun 2020. Untuk pelaksanaan manajemen keamanan, beberapa OPD telah
melakukan kegiatan tersebut seperti membatasi akses ke aplikasi dengan
menggunakan VPN tanpa mengacu pada aturan atau framework yang telah disebutkan.
Pelaksanaan manajemen data, terdapat OPD yang telah membuat SOP Data Center
namun belum mengacu pada framework atau peraturan yang telah disebutkan. Dari
segi manajemen aset TIK terdapat OPD yang melakukan pengelolaan aset dengan
mencatat manual melalui Ms. Excel ataupun dengan aplikasi BMD namun tidak
mengacu pada standar atau framework yang telah disebutkan. Untuk manajemen
pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE untuk beberapa
OPD yang telah melaksanakan di kabupaten Deli Serdang belum mengikuti standar
atau framework yang telah di tentukan.
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9.5.5 Permasalahan Rencana dan Anggaran

Masih ada OPD yang belum mempunyai anggaran terkait TIK sama sekali.
Padahal jika OPD tersebut menggunakan komputer untuk operasional sehari - hari
maka akan membutuhkan biaya pengadaan perangkat keras dan pemeliharaan
perangkat keras tersebut. Begitu juga terkait anggaran untuk perangkat lunak, OPD
akan memerlukan biaya perawatan untuk perangkat keras yang biasa digunakan oleh
OPD tersebut. Jika OPD masih belum menggunakan sistem elektronik untuk melakukan
kegiatan operasionalnya maka sebaiknya ada anggaran untuk pengadaan perangkat
lunak yang dapat menunjang layanan yang ada di OPD tersebut.

9.6 Analisis Gap

Bagian ini akan membahas tentang kesenjangan yang ada di Kabupaten Deli
Serdang antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dari tata kelola, manajemen serta
rencana dan anggaran SPBE

9.6.1 Analisis Gap Tata Kelola SPBE

Bagian ini akan menjelaskan tentang kesenjangan atau gap antara kondisi
eksisting dan kondisi ideal dari komponen tata kelola SPBE. Untuk penjelasan gap tata
kelola dari Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada Tabel 9.3

Tabel 9.3 Analisa Gap Tata Kelola SPBE

‘ Parameter ‘ Kondisi Eksisting Kondisi Ideal Gap ‘
Kebijakan SPBE
1. Arsitektur | Belum tersedianya | Kebijakan internal | Kebijakan internal
SPBE kebijakan internal | Arsitektur SPBE | Arsitektur SPBE
Pemerintah yang mengatur dan | Pemerintah Daerah telah | Pemerintah Daerah
Daerah menerangkan Konsep | memuat secara lengkap | yang ada belum
kebijakan internal | pengaturan  mengenai | memuat secara
terkait Arsitektur | referensi Arsitektur dan | lengkap pengaturan
SPBE Instansi | domain Arsitektur SPBE | mengenai referensi
Pusat/Pemerintah (Proses Bisnis, Data dan | Arsitektur dan
Daerah Informasi, Infrastruktur | domain Arsitektur
SPBE, Aplikasi SPBE, | SPBE (Proses Bisnis,
Keamanan SPBE, dan | Data dan Informasi,
Layanan SPBE) serta | Infrastruktur SPBE,
telah terintegrasi antar | Aplikasi SPBE,
pemerintah daerah. | Keamanan  SPBE,
Selain itu, kebijakan | dan Layanan SPBE).
internal telah direviu
dan dievaluasi secara
periodik kemudian
ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru.
2. Peta | Belum tersedianya | Kebijakan internal Peta | Belum ada
Rencana SPBE | kebijakan internal | Rencana SPBE | kebijakan internal
yang mengatur dan | Pemerintah Daerah telah | Peta Rencana SPBE
menerangkan Konsep | mengatur seluruh | Pemerintah Daerah
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‘ Parameter ‘ Kondisi Eksisting Kondisi Ideal Gap
Pemerintah kebijakan internal | muatan Peta Rencana | telah mengatur
Daerah terkait Peta Rencana | SPBE secara lengkap | seluruh muatan
di Instansi | (Tata  Kelola  SPBE, | Peta Rencana SPBE
Pusat/Pemerintah Manajemen SPBE, | secara lengkap
Daerah Layanan SPBE, | (Tata Kelola SPBE,
Infrastruktur SPBE, | Manajemen SPBE,
Aplikasi SPBE, | Layanan SPBE,
Keamanan SPBE, dan | Infrastruktur SPBE,
Audit TIK) dan | Aplikasi SPBE,
keselarasan dengan peta | Keamanan  SPBE,
rencana SPBE nasional. | dan Audit TIK).
Selain itu, kebijakan
internal telah direviu
dan dievaluasi secara
periodik kemudian
ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru.
3. Manajemen | Belum  tersedianya | Kebijakan internal | Kebijakan internal
Data kebijakan internal | Manajemen Data di | Manajemen Data di
yang mengatur dan | Pemerintah Daerah telah | Pemerintah Daerah
menerangkan Konsep | mengatur seluruh | belum  mengatur
kebijakan  internal | rangkaian proses | seluruh rangkaian
terkait Arsitektur | pengelolaan arsitektur | proses pengelolaan
SPBE Instansi | data, data induk, data | arsitektur data, data
Pusat/Pemerintah referensi, basis data, | induk, data
Daerah kualitas data dan | referensi, kualitas
interoperabilitas data. | data dan masih
Selain itu, kebijakan | mengatur  sedikit
internal telah direviu | tentang basis data
dan dievaluasi secara | dan
periodik kemudian | interoperabilitas
ditindaklanjuti dengan | data.
kebijakan baru.
4, Belum tersedianya | Kebijakan internal | Belum tersedianya
Pembanguna | kebijakan internal | terkait siklus | kebijakan internal
n Aplikasi | yang mengatur dan | Pembangunan Aplikasi | terkait siklus
SPBE menerangkan Konsep | SPBE telah mengatur | Pembangunan
kebijakan internal | proses konsultasi terkait | Aplikasi SPBE telah
terkait siklus | siklus Pembangunan | mengatur  proses
Pembangunan Aplikasi SPBE dengan | konsultasi  terkait
Aplikasi  SPBE  di | unit kerja/perangkat | siklus
Instansi daerah yang | Pembangunan
Pusat/Pemerintah menjalankan fungsi | Aplikasi SPBE
Daerah pengelolaan TIK di | dengan unit
Pemerintah Daerah, | kerja/perangkat
serta keterpaduan dan | daerah yang
pengendalian menjalankan fungsi
Pembangunan Aplikasi | pengelolaan TIK di
SPBE oleh unit | Pemerintah Daerah,
kerja/perangkat daerah | serta keterpaduan

Buku 1 - Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Gap Analysis

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2026




‘ Parameter ‘ Kondisi Eksisting

Kondisi Ideal

yang menjalankan fungsi
pengelolaan  TIK di
Pemerintah Daerah.
Selain itu, kebijakan
internal telah direviu
dan dievaluasi secara
periodik kemudian
ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru.

Gap
dan pengendalian
Pembangunan

Aplikasi SPBE oleh
unit
kerja/perangkat
daerah yang
menjalankan fungsi
pengelolaan TIK di
Pemerintah Daerah.
Selain itu, kebijakan

internal telah
direviu dan
dievaluasi  secara

periodik kemudian
ditindaklanjuti

dengan kebijakan
baru.
5. Layanan | Belum tersedianya | Kebijakan internal | Belum tersedia
Pusat Data kebijakan internal | terkait Layanan Pusat | kebijakan internal
yang mengatur dan | Data telah mengatur | terkait Layanan
menerangkan Konsep | penggunaan  Layanan | Pusat Data telah
kebijakan  Layanan | Pusat Data untuk | mengatur
Pusat Data yang | seluruh unit kerja/ | penggunaan
digunakan di Instansi | perangkat daerah di | Layanan Pusat Data
Pusat/Pemerintah Pemerintah Daerah dan | untuk seluruh unit
Daerah interkoneksi  Layanan | kerja/  perangkat
Pusat Data dengan Pusat | daerah di
Data Nasional dan/atau | Pemerintah Daerah
mengatur penggunaan | dan  interkoneksi
Layanan Pusat Data | Layanan Pusat Data
Nasional. Selain itu, | dengan Pusat Data
kebijakan internal telah | Nasional dan/atau
direviu dan dievaluasi | mengatur
secara periodik | penggunaan
kemudian Layanan Pusat Data
ditindaklanjuti dengan | Nasional. Selain itu,
kebijakan baru. kebijakan internal
telah direviu dan
dievaluasi  secara
periodik kemudian
ditindaklanjuti
dengan kebijakan
baru.
6. Layanan | Belum tersedianya | Kebijakan internal | Belum tersedia
Jaringan Intra | kebijakan internal | terkait Layanan Jaringan | kebijakan internal
Pemerintah yang mengatur dan | Intra Pemerintah Daerah | terkait Layanan
Daerah menerangkan Konsep | telah mengatur Layanan | Jaringan Intra
kebijakan internal | Jaringan Intra untuk | Pemerintah Daerah
terkait Layanan | seluruh unit | telah mengatur
Jaringan Intra | kerja/perangkat daerah | Layanan  Jaringan
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‘ Parameter ‘ Kondisi Eksisting Kondisi Ideal Gap

Instansi di Pemerintah Daerah | Intra untuk seluruh

Pusat/Pemerintah dan interkoneksi | unit

Daerah Layanan Jaringan Intra | kerja/perangkat
Pemerintah Daerah | daerah di

dengan Jaringan Intra | Pemerintah Daerah
Pemerintah  dan/atau | dan  interkoneksi

Jaringan Intra | Layanan  Jaringan
Pemerintah Daerah lain. | Intra  Pemerintah
Selain itu, kebijakan | Daerah dengan
internal telah direviu | Jaringan Intra
dan dievaluasi secara | Pemerintah
periodik kemudian | dan/atau Jaringan
ditindaklanjuti dengan | Intra  Pemerintah
kebijakan baru. Daerah lain. Selain
itu, kebijakan
internal telah
direviu dan

dievaluasi  secara
periodik kemudian
ditindaklanjuti

dengan kebijakan

baru.
7. Belum tersedianya | Kebijakan internal | Belum ada
Penggunaan kebijakan internal | terkait Penggunaan | kebijakan internal
Sistem yang mengatur dan | Sistem Penghubung | terkait Penggunaan
Penghubung | menerangkan Konsep | Layanan Pemerintah | Sistem Penghubung
Layanan kebijakan internal | Daerah telah mengatur | Layanan
Pemerintah terkait Arsitektur | penggunaan Sistem | Pemerintah Daerah
Daerah SPBE Instansi | Penghubung  Layanan | telah mengatur
Pusat/Pemerintah untuk  seluruh  unit | penggunaan Sistem
Daerah kerja/perangkat daerah | Penghubung
di Pemerintah Daerah | Layanan untuk
dan keterhubungan | seluruh unit
dengan Sistem | kerja/perangkat
Penghubung  Layanan | daerah di

Pemerintah. Selain itu, | Pemerintah Daerah
kebijakan internal telah | dan keterhubungan

direviu dan dievaluasi | dengan Sistem
secara periodik | Penghubung
kemudian Layanan

ditindaklanjuti dengan | Pemerintah.
kebijakan baru.

8. Manajemen | Belum tersedianya | Kebijakan internal | Kebijakan internal

Keamanan kebijakan internal | terkait Manajemen | terkait Manajemen

Informasi yang mengatur dan | Keamanan Informasi | Keamanan
menerangkan Konsep | mengatur seluruh | Informasi belum
kebijakan  internal | cakupan Manajemen | mengatur seluruh
terkait Manajemen | Keamanan Informasi | cakupan
Keamanan Informasi | secara lengkap | Manajemen
Instansi (penetapan ruang | Keamanan
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Kondisi Ideal

lingkup, penetapan
penanggung jawab,
perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi
kinerja, dan perbaikan
berkelanjutan terhadap
Keamanan Informasi)
serta penerapan untuk
seluruh unit
kerja/perangkat daerah
di Pemerintah Daerah.
Selain itu, kebijakan
internal telah direviu
dan dievaluasi secara
periodik kemudian
ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru.

Gap

Informasi secara
lengkap (penetapan
ruang lingkup,
penetapan
penanggung jawab,
perencanaan,
dukungan
pengoperasian,
evaluasi kinerja, dan
perbaikan
berkelanjutan
terhadap Keamanan

Kebijakan internal
terkait Audit TIK telah
mengatur pelaksanaan
seluruh Audit TIK (Audit
Infrastruktur SPBE Audit
Aplikasi SPBE, dan Audit
Keamanan SPBE). Selain
itu, kebijakan internal
telah direviu dan
dievaluasi secara
periodik kemudian
ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru.

Informasi) serta
penerapan  untuk
seluruh unit
kerja/perangkat

daerah di
Pemerintah Daerah.
Belum ada

kebijakan internal
terkait Audit TIK
yang mengatur
pelaksanaan
seluruh Audit TIK
(Audit Infrastruktur
SPBE Audit Aplikasi
SPBE, dan Audit
Keamanan SPBE).

‘ Parameter ‘ Kondisi Eksisting
Pusat/Pemerintah
Daerah
9. Audit | Belum tersedianya
Teknologi kebijakan  internal
Informasi Dan | yang mengatur dan
Komunikasi menerangkan tentang
pelaksanaan  Audit
TIK.
10.Tim Kebijakan  internal
Koordinasi terkait Tim
SPBE Koordinasi SPBE
Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah telah mencakup
pengaturan  tugas-
tugas Tim Koordinasi
SPBE Pemerintah
Daerah yang
mendukung
penerapan SPBE.

Kebijakan internal
terkait Tim Koordinasi
SPBE Pemerintah

Daerah telah mencakup
pengaturan tugas-tugas
Tim Koordinasi SPBE
Pemerintah Daerah yang
mendukung penerapan
SPBE pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah
di Pemerintah Daerah.
Selain itu, kebijakan
internal mendukung
penerapan SPBE, antar
Pemerintah Daerah,
dan/atau antar Instansi
Pusat dan Pemerintah
Daerah dan kebijakan
internal telah direviu

Kebijakan internal
belum mendukung
penerapan  SPBE,
antar Pemerintah
Daerah, dan/atau
antar Instansi Pusat
dan Pemerintah
Daerah.
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal

dan dievaluasi secara
periodik kemudian
ditindaklanjuti dengan
kebijakan baru.

Pemantauan dan Evaluasi

1. Seluruh perangkat

Pemantauan daerah melakukan

dan Evaluasi pemantauan dan

SPBE evaluasi SPBE secara
rutin.

2. Seluruh perangkat

Pemantauan daerah melakukan

dan Evaluasi pemantauan dan

Aplikasi evaluasi aplikasi SPBE
secara rutin

Audit TIK

1. Audit | Belum ada OPD yang | Audit Infrastruktur

Infrastruktur | melakukan audit | dilaksanakan dengan

SPBE infrastruktur SPBE. perencanaan yang
berkesinambungan dan
sesuai dengan pedoman
Audit Infrastruktur serta
dilakukan oleh auditor
TIK/Sistem  Informasi
eksternal yang memiliki
sertifikasi auditor
TIK/Sistem Informasi.
Selain itu, hasil audit
Infrastruktur SPBE telah
ditindaklanjuti melalui
perbaikan  penerapan
Infrastruktur SPBE.

2. Audit | Belum ada OPD yang | Audit Aplikasi

Aplikasi SPBE | melakukan audit | dilaksanakan dengan

aplikasi SPBE. perencanaan yang

berkesinambungan dan
sesuai dengan pedoman
Audit Aplikasi serta oleh
dilakukan auditor
TIK/Sistem  Informasi
eksternal yang memiliki
sertifikasi auditor
TIK/Sistem Informasi.
Selain itu, hasil audit
Aplikasi SPBE  telah
ditindaklanjuti melalui
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‘ Parameter ‘ Kondisi Eksisting Kondisi Ideal Gap ‘
perbaikan  penerapan
Aplikasi SPBE.
3. Audit | Belum ada OPD yang | Audit Keamanan
Keamanan melakukan audit | dilaksanakan dengan
SPBE keamanan SPBE. perencanaan yang

TIK/Sistem

sertifikasi
TIK/Sistem
Selain

ditindaklanjuti
perbaikan
Keamanan SPBE.

berkesinambungan dan
sesuai dengan pedoman
Audit Keamanan serta
oleh dilakukan auditor
Informasi
eksternal yang memiliki

auditor
Informasi.
itu, hasil audit
Keamanan SPBE telah
melalui
penerapan

9.6.2 Analisis Gap Manajemen SPBE

Bagian ini akan menjabarkan kesenjangan antara kondisi eksisting dengan
kondisi ideal dari manajemen SPBE di Kabupaten Deli Serdang. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 9.4

Parameter ‘ Eksisting Kondisi Ideal Gap
1. Belum ada OPD | Manajemen Risiko SPBE | Manajemen Risiko SPBE
Manajemen yang telah dilaksanakan dengan | belum dilaksanakan
Risiko melakukan mengacu pada pedoman | dengan mengacu pada
manajemen manajemen risiko SPBE. | pedoman manajemen
risiko dengan | Kebijakan strategis | risiko SPBE. Kebijakan
program Manajemen Risiko SPBE | strategis Manajemen
kegiatan yang | telah  ditetapkan  oleh | Risiko SPBE belum
terencana. Komite Manajemen Risiko | ditetapkan oleh Komite
SPBE atau Tim Koordinasi | Manajemen Risiko SPBE
SPBE Pemerintah Daerah | atau Tim Koordinasi SPBE
dan diterapkan ke seluruh | Pemerintah Daerah dan
unit kerja/perangkat | diterapkan ke seluruh unit
daerah di  Pemerintah | kerja/perangkat daerah di
Daerah. Selain itu, | Pemerintah Daerah.
penerapan Manajemen
Risiko SPBE telah direviu
dan  dievaluasi secara
periodik untuk selanjutnya
ditindaklanjuti melalui

Tabel 9.4 Analisis Gap Manajemen SPBE
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‘ Parameter ‘ Eksisting Kondisi Ideal Gap
perbaikan penerapan
Manajemen Risiko SPBE.
2. Belum ada OPD | Pengendalian = Keamanan | Pengendalian Keamanan
Manajemen yang Informasi telah | Informasi belum
Keamanan menerapkan dilaksanakan pada seluruh | dilaksanakan berdasarkan
Manajemen unit kerja/perangkat | Risiko SPBE dan dilakukan
Keamanan daerah di  Pemerintah | melalui strategi Keamanan
dengan Daerah dengan | Informasi yang ditetapkan
program berdasarkan Risiko SPBE | oleh Tim Koordinasi SPBE
kegiatan yang | dan dilakukan melalui | Pemerintah Daerah pada
terencana. strategi Keamanan | seluruh unit
Informasi yang ditetapkan | kerja/perangkat daerah di
oleh Tim Koordinasi SPBE | Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah. Selain
itu, pengendalian
Keamanan Informasi telah
dilakukan reviu dan
evaluasi secara periodik
untuk selanjutnya
ditindaklanjuti melalui
perbaikan penerapan
proses pengendalian
Keamanan Informasi.
3. Belum ada OPD | Manajemen Data | Manajemen Data belum
Manajemen yang diterapkan dengan program | diterapkan dengan
Data menerapkan kegiatan yang terarah dan | program kegiatan yang
Manajemen terencana. Manajemen Data | terarah dan terencana.
Data  dengan | telah dilaksanakan dengan | Selain itu, Manajemen Data
program mengacu pada pedoman | belum dilaksanakan
kegiatan yang | Manajemen Data yang | dengan mengacu pada
terencana. mencakup pengelolaan | pedoman Manajemen Data
arsitektur data, data induk, | yang mencakup
data referensi, basis data, | pengelolaan arsitektur
kualitas data, dan | data, data induk, data
interoperabilitas data serta | referensi,  basis data,
dilaksanakan melalui | kualitas data, dan
strategi pengelolaan data | interoperabilitas data

yang ditetapkan Forum | serta dilaksanakan melalui
Satu Data atau Tim | strategi pengelolaan data
Koordinasi SPBE | yang ditetapkan Forum
Pemerintah Daerah dan | Satu Data atau Tim
diterapkan ke seluruh unit | Koordinasi SPBE

kerja/perangkat daerah di
Pemerintah Daerah. Selain
itu, penerapan Manajemen
Data telah direviu dan
dievaluasi secara periodik

untuk selanjutnya
ditindaklanjuti melalui
perbaikan penerapan

Pemerintah Daerah dan
diterapkan ke seluruh unit
kerja/perangkat daerah di
Pemerintah Daerah.
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‘ Parameter ‘ Eksisting Kondisi Ideal Gap
Manajemen Data untuk
selanjutnya ditindaklanjuti
melalui perbaikan
penerapan Manajemen
Data.
4, Belum ada OPD | Manajemen  Aset  TIK | Manajemen Aset TIK
Manajemen yang diterapkan dengan program | belum diterapkan dengan
Aset TIK menerapkan kegiatan yang terarah dan | program kegiatan yang
Manajemen terencana. Manajemen Aset | terarah dan terencana.
Aset TIK | TIK telah dilaksanakan | Selain itu, Manajemen Aset
dengan dengan mengacu pada | TIK belum dilaksanakan
program pedoman Manajemen Aset | dengan mengacu pada
kegiatan yang | TIK yang mencakup proses | pedoman Manajemen Aset
terencana. perencanaan, pengadaan, | TIK yang mencakup proses
pemanfaatan/penggunaan, | perencanaan, pengadaan,
dan penghapusan aset TIK | pemanfaatan/penggunaan,
serta dilaksanakan melalui | dan penghapusan aset TIK
strategi pengelolaan aset | serta belum dilaksanakan
TIK oleh wunit kerja/ | melalui strategi
perangkat daerah yang | pengelolaan aset TIK oleh
menjalankan fungsi | unit  kerja/ perangkat
pengelolaan TIK di | daerah yang menjalankan
Pemerintah Daerah dan | fungsi pengelolaan TIK di
diterapkan ke seluruh unit | Pemerintah Daerah dan
kerja/perangkat daerah di | diterapkan ke seluruh unit
Pemerintah Daerah. Selain | kerja/perangkat daerah di
itu, penerapan Manajemen | Pemerintah Daerah.
Aset TIK telah direviu dan
dievaluasi secara periodik
untuk selanjutnya
ditindaklanjuti melalui
perbaikan penerapan
Manajemen Aset TIK
5. Belum ada OPD | Sumber Daya Manusia SPBE | Sumber Daya Manusia
Manajemen yang telah terpenuhi seluruhnya | SPBE  belum terpenuhi
Sumber Daya | menerapkan yaitu kompetensi di bidang | seluruhnya pada
Manusia Manajemen proses bisnis | kompetensi di bidang
Sumber Daya | pemerintahan, arsitektur | proses bisnis
Manusia SPBE, data dan informasi, | pemerintahan, arsitektur
dengan keamanan SPBE, aplikasi | SPBE, data dan informasi,
program SPBE, dan infrastruktur | keamanan SPBE, aplikasi
kegiatan yang | SPBE selanjutnya dilakukan | SPBE, dan infrastruktur
terencana. peningkatan dan penilaian | SPBE selanjutnya belum
kompetensi Sumber Daya | dilakukan peningkatan dan
Manusia SPBE telah | penilaian kompetensi
dilakukan. Selain itu, | Sumber Daya Manusia
pemenuhan  kompetensi | SPBE.
Sumber Daya Manusia SPBE
telah dilakukan reviu dan
evaluasi secara periodik
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‘ Parameter ‘ Eksisting Kondisi Ideal Gap
untuk selanjutnya
ditindaklanjuti melalui
perbaikan perencanaan dan
pemenuhan kompetensi
Sumber Daya Manusia
SPBE.
6. Belum ada OPD | Manajemen Pengetahuan | Manajemen Pengetahuan
Manajemen yang SPBE dilaksanakan dengan | SPBE belum dilaksanakan
Pengetahuan | menerapkan perencanaan dan mengacu | dengan perencanaan dan
Manajemen pada pedoman di | mengacu pada pedoman di
Pengetahuan Pemerintah Daerah dan | Pemerintah Daerah dan
dengan Manajemen Pengetahuan | Manajemen Pengetahuan
program SPBE. Semua unit | SPBE. Semua unit
kegiatan yang | kerja/perangkat daerah | kerja/perangkat daerah
terencana. telah menerapkan | belum menerapkan
Manajemen Pengetahuan | Manajemen Pengetahuan
SPBE dengan menggunakan | SPBE dengan
sistem aplikasi manajemen | menggunakan sistem
pengetahuan yang | aplikasi manajemen
terintegrasi serta telah | pengetahuan yang
dilakukan reviu dan | terintegrasi.
evaluasi terhadap
penerapan Manajemen
Pengetahuan SPBE untuk
selanjutnya ditindaklanjuti
melalui perbaikan
Manajemen Pengetahuan
SPBE
7. Belum ada OPD | Manajemen Perubahan | Manajemen Perubahan
Manajemen yang SPBE dilaksanakan dengan | SPBE belum dilaksanakan
Perubahan menerapkan perencanaan dan dilakukan | dengan perencanaan dan
Manajemen oleh seluruh unit | belum dilakukan oleh
Perubahan kerja/perangkat daerah | seluruh unit
dengan terkait di = Pemerintah | kerja/perangkat daerah
program Daerah sesuai pedoman | terkait di Pemerintah
kegiatan yang | Manajemen Perubahan. | Daerah sesuai pedoman
terencana. Selain ituy, kegiatan | Manajemen Perubahan.
Manajemen Perubahan
SPBE telah dilakukan reviu
dan evaluasi untuk
selanjutnya ditindaklanjuti
melalui perbaikan
Manajemen Perubahan
SPBE.
8. Belum ada OPD | Manajemen Layanan SPBE | Manajemen Layanan SPBE
Manajemen yang dilaksanakan dengan | belum dilaksanakan
Layanan menerapkan perencanaan dan dilakukan | dengan perencanaan dan
Manajemen pada seluruh proses | belum dilakukan pada
Layanan Manajemen Layanan SPBE | seluruh proses Manajemen
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Parameter ‘ Eksisting

dengan
program

terencana.

kegiatan yang

Kondisi Ideal

yaitu Pelayanan Pengguna
SPBE dan Pengoperasian
Layanan SPBE. Selain itu,
Manajemen Layanan SPBE
telah diterapkan dengan

menggunakan sistem
aplikasi manajemen
layanan, dan kegiatan

Manajemen Layanan SPBE
telah dilakukan reviu dan
evaluasi untuk selanjutnya

ditindaklanjuti melalui
perbaikan Manajemen
Layanan SPBE.

Gap
Layanan  SPBE  yaitu
Pelayanan Pengguna SPBE
dan Pengoperasian

Layanan SPBE. Selain itu,
Manajemen Layanan SPBE
belum diterapkan dengan

menggunakan sistem
aplikasi manajemen
layanan.
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BAB 10
Kondisi EKksisting Penyelenggara SPBE dan SDM TIK dan
Analisis GAP

Bab ini akan membahas kondisi eksisting dari segi Penyelenggara SPBE dan
kondisi SDM TIK yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Setelah itu, akan dilakukan
analisis gap dari kondisi eksisting (saat ini) dibanding dengan kondisi ideal untuk
penyelenggara SPBE dan SDM TIK.

10.1 Pengertian Penyelenggara SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia yang tertuang di Nomor 95 Tahun 2018
membahas tentang pembentukan Tim Koordinasi SPBE Daerah yang ditujukan untuk
meningkatkan percepatan dan keterpaduan antara pelaksanaan Tata Kelola SPBE,
Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan
dan evaluasi SPBE daerah. Tim yang dimaksud berada di bawah tanggung jawab Kepala
Daerah Kabupaten/ Kota setempat. Tugas dan kewajiban utama Tim Koordinasi SPBE
Daerah tersebut adalah melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di
Pemerintah Daerah.

Mengutip definisi SDM (Sumber Daya Manusia) dari Perpres Nomor 95 tahun
2018, bahwa SDM untuk SPBE yang dimaksud adalah ASN dan masyarakat yang
memegang peranan penting dalam mewujudkan keterlaksanaan penyelenggaraan
SPBE. Sebagai perwakilan dari Instansi Pemerintah dan yang memiliki kepemimpinan
serta kompetensi teknis SPBE, ASN diharapkan dapat mendorong dan memberi contoh
dalam pelaksanaan SPBE di lini masyarakat. Sedangkan masyarakat diharapkan
memiliki tingkat pemahaman dan literasi yang memadai sehingga kesinambungan
antara ASN dan Masyarakat dapat melaksanakan penerapan layanan SPBE sehingga
didapat manfaat yang optimal yang dapat diterima kedua belah pihak.

10.2 Referensi Penyelenggara SPBE dan SDM TIK
Referensi atau sumber utama yang digunakan untuk penyelenggaraan SDM TIK
pada Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Peta Okupasi yang diambil dari Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Peta Okupasi ini adalah dokumen pemetaan pengembangan sumber daya manusia
yang disusun oleh pemangku kepentingan sebagai referensi dalam memenuhi
kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia.

Pihak pemangku kepentingan tersebut terdiri dari kumpulan asosiasi industri,
asosiasi profesi, perguruan tinggi hingga lembaga terkait di samping sejumlah
profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Konten dari dokumen ini
disusun melalui berbagai kajian komprehensif dengan melihat berbagai tren
kebutuhan sumber daya manusia yang mengacu pada kebutuhan nasional, regional
sampai internasional.
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Pada Peta Okupasi, terdapat fungsi kunci yang terdiri dari 16 domain area.
Didapat dari hasil survei yang diadakan di Kabupaten Deli Serdang, terdapat 9 unit
kompetensi yang dimiliki oleh SDM TIK Kabupaten Deli Serdang. Setelah dipetakan
sesuai dengan fungsi kunci dari Peta Okupasi, bisa disimpulkan Kabupaten Deli
Serdang memenuhi 7 domain area.

Di bawah ini adalah bentuk detail dari penjelasan domain yang dimaksud pada
Error! Reference source not found.bel 10.1

Tabel 10.1 Kompetensi OPD terhadap kompetensi Peta Okupasi

No

Kompetensi sesuai Okupasi

Kompetensi yang dimiliki OPD

1. | Data Management System Admin Database

2. | Programming and Software | Programmer
Development

3. | Hardware and Digital Peripherals Teknisi Komputer

4. | Network and Infrastructure Admin Jaringan

5. | Operation and System Tools Teknisi Komputer

Service/Help Desk
Operator/User Sistem

6. | Information System and Technology | Analis & Desain Sistem
Development

7. | IT Governance and Management -

8. | IT Project Management -

9. | IT Enterprise Architecture -

10. | IT Security and Compliance Admin Keamanan TI

11. | IT Services Management System Service/Help Desk

12. |IT  and Computing Facilities | -
Management

13. | IT Multimedia -

14. | IT Mobility and Internet of Things Admin Website

15. | Integration Application System Programmer

16. | IT Consultancy and Advisory -
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Hasil pemetaan pada Tabel 10.1 terkait sembilan (9) kompetensi SDM dengan
kompetensi sesuai okupasi menunjukkan hasil bahwa terdapat 6 (enam) kompetensi
yang belum dimiliki oleh OPD yaitu IT Governance and Management, IT Project
Management, IT Enterprise Architecture, IT and Computing Facilities Management, IT
Multimedia, dan IT Consultancy and Advisory

10.3 Kondisi Eksisting Penyelenggara SPBE
Bagian ini akan menjelaskan tentang kondisi eksisting (saat ini) dari
penyelenggara SPBE di Kabupaten Deli Serdang.

10.3.1 Ketersediaan Tim Koordinasi SPBE

Pada Perpres 95 tahun 2018, Tim Koordinasi SPBE dijabat oleh OPD yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur daerah. Selanjutnya akan
terdapat anggota yang diantaranya:

1. Ketua OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah;

2. Ketua OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan;

3. Ketua OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika;

4. Ketua OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perencanaan pembangunan daerah;

5. Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang

keamanan siber;

6. Kepala lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan

tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Deli Serdang telah diatur dalam Surat
Keputusan Bupati Nomor 525 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Deli Serdang. Dalam surat
keputusan tersebut telah diatur juga tugas dari Tim Koordinasi SPBE sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

1) Memberikan arahan terhadap Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

2) Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/ kota lain, dunia usaha, lembaga luar
negeri, dan lembaga resmi lainnya terkait SPBE sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

3) Mengevaluasi Tim Teknis Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
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b. Tim Teknis

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

Mengoordinir keterpaduan dan pengelolaan pelaksanaan tata kelola SPBE
yang baik, transparan, berkualitas, terintegrasi, ter standarisasi
menjangkau Pemerintahan Pusat/ Provinsi dan melibatkan partisipasi
masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan (sarana & prasarana)
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam melaksanakan SPBE di
Kabupaten Deli Serdang

Melakukan penataan,